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PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2014

NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya,
perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Badan
Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);



Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5467);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 2395);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon [ Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang
Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 283);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR

NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini,
dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2014.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bersama ini, maka
Keputusan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:
100/KA/III/2004 dan Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 4

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan
Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Tenaga
Nuklir Nasional.



Pasal 5

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 4 Maret
2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bersama ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2014

KEPALA KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
‘Q} EKO SUTRISNO KDJ TIyNISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1576



L.

LAMPIRAN I PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 12 TAHUN 2014
NOMOR: 33 TAHUN 2014

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

PENDAHULUAN
A. UMUM

1.

Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 telah
ditetapkan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan
Peraturan Menteri tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bersama antara Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

B. TUJUAN
Ketentuan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada
pejabat yang membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan
dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

1.

4.

Jabatan Fungsional Pranata Nuklir adalah jabatan yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk
melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran.

Pranata Nuklir adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan
kegiatan Kepranatanukliran.

Kepranatanukliran adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang
berkaitan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)
nuklir dan pengelolaan perangkat nuklir.

Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Terampil adalah Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir Pelaksana sebagaimana diatur dalam
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11.

12.

13.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Mahir adalah Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Penyelia adalah Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir Penyelia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama adalah Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir Pertama sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda adalah Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Madya adalah Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Utama adalah Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Pejabat Eselon [ sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat Eselon II sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

Pejabat Administrator adalah Pejabat Eselon III sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.
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Pejabat Pengawas adalah Pejabat Eselon IV sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir
yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan,
produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor,
penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan Perangkat Nuklir adalah kegiatan yang meliputi

pengoperasian, desain, inovasi dan renovasi perangkat nuklir dan

penyelenggaraan keselamatan nuklir serta audit.

Perangkat Nuklir adalah peralatan nuklir, komponen instalasi nuklir,

instalasi radiasi pengion, sistem bantu instalasi nuklir dan/atau sarana

Pemanfaatan iptek nuklir.

Tenaga Nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan

dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari

sumber radiasi pengion.

Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan Pemanfaatan,

pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan Tenaga

Nuklir.,

Radiasi Pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel

bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi

media yang dilaluinya.

Bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi

pembelahan inti berantai atau bahan yang diubah menjadi bahan yang

dapat menghasilkan reaksi pembelahan inti berantai.

Instalasi Nuklir adalah:

a. reaktor nuklir;

b. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan
Bahan Nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan
ulang bahan bakar nuklir bekas; dan/atau

c. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan
bahan bakar nuklir bekas.

Reaktor Nuklir adalah alat atau instalasi yang dijalankan dengan bahan
bakar nuklir yang dapat menghasilkan reaksi inti berantai yang
terkendali dan digunakan untuk pembangkitan daya, atau penelitian,
dan/atau produksi radioisotop.

Dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk menghentikan
beroperasinya Instalasi Nuklir secara tetap, antara lain dilakukan
pemindahan bahan bakar nuklir dari teras reaktor, pembongkaran
komponen reaktor, pembongkaran fasilitas hot cell, dekontaminasi dan
pengamanan akhir.
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Keselamatan Nuklir adalah pencapaian kondisi operasi yang ditetapkan,
pencegahan kecelakaan atau pembatasan konsekuensi kecelakaan
sehingga memberikan perlindungan kepada pekerja, masyarakat dan
lingkungan dari bahaya radiasi.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Nuklir
dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang
selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi
kerja Pranata Nuklir.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran,
pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pranata
Nuklir baik perorangan atau kelompok di bidang Kepranatanukliran.
Organisasi Profesi adalah Organisasi Profesi Pranata Nuklir yang
bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme
dan etika Pranata Nuklir.

Penghargaan/Tanda Jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satya
Lancana Karya Satya.

II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. TUGAS POKOK

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yaitu melaksanakan
kegiatan Kepranatanukliran yang meliputi Pemanfaatan iptek nuklir dan
Pengelolaan Perangkat Nuklir.

B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1.

2.

Jabatan Fungsional Pranata Nuklir terdiri dari:

a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keterampilan; dan

b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keterampilan dari yang
paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu:

a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Terampil;

b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Mahir; dan

c. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Penyelia.

Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian dari yang paling
rendah sampai yang paling tinggi, yaitu:

a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama;

b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda,

c. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Madya; dan

d. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Utama.

Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
Keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 2, yaitu:

a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Terampil:

1) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan



2) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Mahir:

1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a; dan

2) Pangkat Penata Muda Tingkat [, golongan ruang III/b.
c. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Penyelia:

1) Pangkat Penata, golongan ruang IlI/c; dan

2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

5. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian
sebagaimana dimaksud pada angka 3, yaitu:

a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama:
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang IlI/a; dan
2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda:
1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Madya:
1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Utama:
1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

6. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing
jenjang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud
pada angka 4 dan angka 5, berdasarkan jumlah Angka Kredit yang
ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdri. Nining, S.Si, NIP. 19880510 201303 2 001, pangkat Penata Muda,

golongan ruang Ill/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata

Nuklir Keahlian.

Berdasarkan hasil penilaian dari:

a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) Sebesar 100 Angka Kredit.

b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III sebesar 2 Angka
Kredit.

c. Pelaksanaan tugas Pemanfaatan Iptek nuklir sebesar 6 Angka
Kredit.

Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan sebesar 108.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Nining,

S.Si sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni

Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang

II/a.

7. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir berdasarkan jumlah Angka Kredit yang



III.

dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan
Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang
dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang
sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5.

Contoh:

Sdr. Muslimin, S.Si, M.Si NIP.19710705 199503 1 001, pangkat
Pembina, golongan ruang [V/a jabatan Kepala Sub Direktorat
Ketenaganukliran di lingkungan BATAN, akan diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Sdr. Muslimin, S.Si, M.Si
memperoleh Angka Kredit 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), dengan
perincian sebagai berikut:

a. Pendidikan sekolah sebesar 150 Angka Kredit.

Diklat di bidang kepranatanukliran 20 Angka Kredit.

Pelaksanaan tugas Pemanfaatan Iptek nuklir 150 Angka Kredit.
Pengembangan profesi 25 Angka Kredit.

o 0T

Penunjang tugas Pranata Nuklir 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit yang dimiliki Sdr. Muslimin, S.Si, M.Si sebesar
375 (tiga ratus tujuh puluh lima), sehingga penetapan jenjang jabatan
yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang
dimiliki yaitu Pranata Nuklir Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan
ruang [V/a.

PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PRANATA NUKLIR YANG MELAKSANAKAN
TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

A. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pranata Nuklir untuk
melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Pranata
Nuklir lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah
jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan
paling rendah Pejabat Pengawas.

B. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada
huruf A, ditetapkan sebagai berikut:

1.

Pranata Nuklir yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah
jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,
sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 2 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. Poneta, NIP. 19780320 200009 2 001 Jabatan Pranata Nuklir
Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IlI/d pada Balai
Iradiasi BATAN. Yang bersangkutan ditugaskan untuk mengumpulkan
data dalam rangka penyiapan dokumen perijinan, dengan Angka Kredit



0,220. Kegiatan dimaksud merupakan tugas Jabatan Pranata Nuklir
Mahir.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar 100% X 0,220 =
0,220.

Pranata Nuklir yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas
jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,
sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 2 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. Nurbaiti, ST NIP. 19750220 200003 2 001 seorang Pranata Nuklir
Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Balai
Iradiasi BATAN. Yang bersangkutan ditugaskan untuk mengkaji
kebijakan Iptek Nuklir tingkat lembaga. Kegiatan dimaksud merupakan
tugas Pranata Nuklir Ahli Madya dengan Angka Kredit 3,630.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar 80% X 3,630 atau
sama dengan 2,904.

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA
KALI, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir ditetapkan
oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

A.

3.

. PENGANGKATAN PERTAMA KALI
1.

Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon

PNS.

Persyaratan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional

Pranata Nuklir Keterampilan harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah Diploma III fisika/kimia atau kualifikasi
lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina,;

b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
dan

c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

Persyaratan pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional

Pranata Nuklir Keahlian harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV fisika/kimia atau
kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
[II/a; dan

c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.



Pelaksanaan tugas di bidang Kepranatanukliran selama masa Calon
PNS dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.

Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir setelah
diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Contoh:

Sdri. Retno, A.Md NIP 19880209 200903 2 007 terhitung mulai tanggal
1 Maret 2010 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang II/c,
selanjutnya yang bersangkutan diangkat menjadi PNS terhitung mulai
tanggal 1 April 2011.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2012 yang
bersangkutan sudah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir.

PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 paling lama 3
(tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
wajib  mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang
Kepranatanukliran.

Contoh:

Sdri. Retno, A.Md NIP 19880209 200903 2 007 pangkat Pengatur,
golongan ruang II/c telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir Terampil terhitung mulai tanggal 1 Desember 2012.

Dalam hal demikian, paling lama sampai dengan tanggal 31 November
2015 yang bersangkutan harus sudah mengikuti dan lulus diklat
fungsional di bidang Kepranatanukliran.

PNS sebagaimana dimaksud pada angka 6 apabila tidak lulus diklat
fungsional di bidang Kepranatanukliran diberhentikan dari Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir.

Contoh:

Sdri. Retno, A.Md NIP 19880209 200903 2 007 pangkat Pengatur,
golongan ruang II/c telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir Keterampilan Jenjang Terampil terhitung mulai tanggal 1
Desember 2012.

Apabila sampai dengan tanggal 31 November 2015 Sdri. Retno, A.Md
telah mengikuti dan tidak lulus diklat fungsional di bidang
Kepranatanukliran, maka yang bersangkutan diberhentikan dari
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir bagi PNS yang
belum mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang
Kepranatanukliran sebagaimana dimaksud pada angka 7, dikecualikan
apabila bukan kesalahan PNS yang bersangkutan.

Contoh:

Sdri. Retno, A.Md NIP 19880209 200903 2 007 pangkat Pengatur,
golongan ruang II/c telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata



Nuklir Keterampilan Jenjang Terampil terhitung mulai tanggal 1
Desember 2012.

Apabila sampai dengan tanggal 31 November 2015, Sdri. Retno, A.Md
belum memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan lulus diklat
fungsional di bidang Kepranatanukliran, maka yang bersangkutan tetap
menduduki Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Keputusan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut
dalam Anak Lampiran [-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bersama ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1.

PNS yang diangkat dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional

Pranata Nuklir dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, sebagai

berikut:

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2
dan angka 3;

b. memiliki pengalaman di bidang kepranatanukliran paling singkat
selama 2 (dua) tahun;

c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;

d. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang
kepranatanukliran;

e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir; dan

f. tersedia formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Pengalaman di bidang kepranatanukliran sebagaimana dimaksud pada

angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif.

Contoh:

Sdr. Nino, S.Si NIP. 19680905 199103 1 001, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang I1I/d, menduduki jabatan Pengawas pada Balai Iradiasi,
pada waktu menduduki jabatan Pengawas, yang bersangkutan juga
melakukan kegiatan Kepranatanukliran selama 1 tahun.

Yang bersangkutan dimutasi menjadi Pengawas pada unit Tata Usaha
Balai Iradiasi, pada waktu menduduki jabatan Pengawas pada unit ini
yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan Kepranatanukliran.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi Pengawas pada
Balai Iradiasi, pada waktu menduduki jabatan Pengawas, yang
bersangkutan juga melakukan kegiatan Kepranatanukliran selama 1
tahun.

Dalam hal demikian maka Sdr. Nino memiliki pengalaman di bidang
Kepranatanukliran 2 (dua) tahun.

Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf ¢, merupakan batas
usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir oleh karena itu pengajuan usulan sudah
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diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling
kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.
Contoh:
Sdri. Yustisio, S.T NIP. 19640408 199103 2 001, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang IlI/d, menduduki jabatan Pengawas pada
unit Tata Usaha Balai Iradiasi. Apabila yang bersangkutan akan
dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, maka
pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan
perundang-undangan paling lambat akhir bulan Oktober 2013 dan
penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat bulan Maret
2014, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1964.
Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka
1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan
ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan
dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.
Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan
pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada
kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur
penunjang.
Contoh:
Sdr. Kosner, S.Sos, MM, NIP.19710705 199503 1 001, Pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kasubdit bidang Perangkat dan
Rekayasa Nuklir, akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir.
Selama menduduki jabatan Kasubdit bidang Perangkat dan Rekayasa
Nuklir, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:
a. Unsur utama
1) Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
2) Diklat fungsional Kepranatanukliran sebesar 20 angka kredit.
3) Pelaksanaan tugas pemanfaatan iptek nuklir dan pengelolaan
perangkat nuklir sebesar 145 angka kredit.
4) Pengembangan profesi sebesar 20 angka kredit.
b. Unsur penunjang
1) Mengajar/melatih pada diklat fungsional Kepranatanuklian
sebesar 2 Angka Kredit.
2) Mengikuti seminar/lokakarya sebagai peserta sebesar 1 Angka
Kredit

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan
unsur penunjang yakni sebesar 338 Angka Kredit dan tidak didasarkan
pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

Pengangkatan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pranata
Nuklir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setelah
mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina.
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8. Persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina sebagaimana
dimaksud pada angka 7, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran [-b yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

9. Surat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina
sebagaimana dimaksud pada angka 7, diberikan berdasarkan
permohonan Pimpinan Instansi, dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran 1-c yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

10. Keputusan pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1-d yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

V. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
KETERAMPILAN KE JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR KEAHLIAN
1. Pranata Nuklir Keterampilan, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c
sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang memperoleh
jjazah Sarjana (S1)/Diploma IV dan akan diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir Keahlian, harus ditetapkan terlebih dahulu
kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
2. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilampiri dengan:
a. Penetapan Angka  Kredit (PAK) yang didalamnya sudah
memperhitungkan nilai ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) sesuai
kualifikasi yang ditentukan,;

b. Fotokopi sah Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV);

c. Fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir; dan

d. Fotokopi sah nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.

3. Pranata Nuklir Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma
IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian;
b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang
Kepranatanukliran Keahlian; dan
d. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan.

4. Pranata Nuklir Keterampilan yang akan diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir Keahlian diberikan Angka Kredit sebesar 65%
(enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok,
dan pengembangan profesi ditambah Angka Kredit ijazah Sarjana
(S1)/Diploma IV dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur
penunjang.



Contoh:

Sdr. Abhinaya, A.Md, NIP. 19860302 200703 1 001, Jabatan Pranata
Nuklir Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang
bersangkutan memperoleh ijazah S1 Fisika dan telah dinaikkan
pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang IlI/a dengan
menggunakan Angka Kredit dari ijazah S1.

Sdr. Abhinaya, A.Md akan diangkat menjadi Pranata Nuklir Keahlian.

Selama menjadi Pranata Nuklir Terampil yang bersangkutan memiliki 25
Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

Diklat fungsional/teknis di bidang
Kepranatanukliran =

Pemanfaatan Iptek Nuklir =

Pengelolaan Iptek Nuklir = 10
Pengembangan Profesi = 1
Penunjang Tugas = 1

Dalam hal demikian, maka pengangkatan Sdr. Abhinaya, A.Md dalam
jabatan fungsional Pranata Nuklir Keahlian didasarkan pada angka kredit
yang diperoleh dari ijazah Sarjana (S1) ditambah angka kredit sebesar 15,6
yang diperoleh dari:

Diklat fungsional/teknis di bidang

Kepranatanukliran = 65%x4 =26
Pemanfaatan Iptek Nuklir = 65%x9 =5,85
Pengelolaan Iptek Nuklir = 65%x10=6,5
Pengembangan Profesi = 65%x1 =0,65

5. Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran [-e yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

6. Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Anak Lampiran I-f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini.

VI. PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pengusulan penetapan angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit
kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang
kepegawaian dengan melampirkan daftar usulan penetapan angka kredit
dan bukti fisik setelah diketahui atasan langsung Pranata Nuklir yang
bersangkutan kepada pejabat yang mengusulkan penetapan angka
kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
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Anak Lampiran I-g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini.

. Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan

bahan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran I-h yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini

. Usul Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 2

dituangkan dalam daftar usul penetapan angka kredit untuk:

a. Pranata Nuklir Keterampilan dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-i sampai dengan
Anak Lampiran I-k; atau

b. Pranata Nuklir Keahlian dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-1 sampai dengan
Anak Lampiran I-o;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

. Setiap usul Penetapan Angka Kredit Pranata Nuklir harus dilampiri

dengan:

a. surat pernyataan mengikuti pendidikan, dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-p;

b. surat pernyataan melakukan kegiatan pemanfaatan iptek nuklir
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran I-q;

c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan perangkat nuklir
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran I-r;

d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran [-s; dan/atau

e. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-t;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a, huruf
b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e harus disertai dengan bukti fisik.

. Usul Penetapan Angka Kredit prestasi kerja yang telah dilakukan
Pranata Nuklir sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, menggunakan contoh formulir
Lampiran Keputusan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 100/KA/III/2004 dan
Nomor 11 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.



7.

Usul Penetapan Angka Kredit prestasi kerja yang telah dilakukan

Pranata Nuklir pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, menggunakan contoh formulir:

a. Anak Lampiran [-i sampai dengan Anak Lampiran I-k untuk Pranata
Nuklir Ketrampilan; atau

b. Anak Lampiran I-l sampai dengan Anak Lampiran [-o untuk Pranata
Nuklir Keahlian;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1.

4.

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap setiap Pranata Nuklir

dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Pranata Nuklir selama masa kerja 1 Januari 2012 sampai

dengan 31 Desember 2012 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat

Januari 2013.

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pranata

Nuklir dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat

Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan
paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan
paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Penetapan Angka Kredit Pranata Nuklir ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran [-u yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan

Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian

Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:

a. Pranata Nuklir yang bersangkutan;

b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan,;

c. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota; dan

d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VII. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM
PENILAI, TUGAS TIM PENILAI.

A. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1.

Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit harus membuat spesimen tanda
tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.



2. Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka

kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda
tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

B. TIM PENILAI

1.

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dalam menjalankan

kewenangannya dibantu oleh:

a. Tim Penilai bagi Kepala BATAN yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Pusat;

b. Tim Penilai bagi Sekretaris Utama BATAN yang selanjutnya disebut
Tim Penilai Unit Kerja;

c. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Pusat yang
selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;

d. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Provinsi
yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;

e. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/
Kota.

Tim  Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi

kepranatanukliran, unsur kepegawaian, dan Pranata Nuklir.

Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berasal dari

unsur kepegawaian.

Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, paling kurang 2

(dua) orang dari Pranata Nuklir.

Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d apabila lebih

dari 4 (empat), harus berjumlah genap.

Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada

angka 5 tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari

pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja

Pranata Nuklir.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat Pranata Nuklir yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja
Pranata Nuklir; dan



c. aktif melakukan penilaian.

9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk masa jabatan berikutnya.

10. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-
turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali
setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

11. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam)
bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantian anggota secara
definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang
menetapkan Tim Penilai.

12. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapat mengangkat
anggota pengganti.

13. Tata cara kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit
ditetapkan olah Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional selaku pimpinan
Instansi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

C. TUGAS TIM PENILAI
1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:

a. membantu Kepala BATAN dalam menetapkan Angka Kredit bagi
Pranata Nuklir Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a
sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c
dan Pranata Nuklir Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya,
golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e di lingkungan BATAN dan Instansi di luar
BATAN; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BATAN
yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

2. Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:

a. membantu Sekretaris Utama BATAN dalam menetapkan Angka
Kredit, bagi:

1. Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c
sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat
I, golongan ruang Il1/d; dan

2. Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan
ruang IlI/a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Muda, pangkat
Penata Tingkat I, golongan ruang Ill/d;

di lingkungan BATAN; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Utama BATAN yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

3. Tugas Tim Penilai Instansi, yaitu:



a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Pusat dalam
menetapkan Angka Kredit bagi:

1. Pranata Nuklir Terampil pangkat Pengatur golongan ruang II/c
sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia pangkat Penata Tingkat
I golongan ruang Ill/d; dan

2. Pranata Nuklir Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang IlI/a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Muda pangkat
Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

di lingkungan instansi pusat selain BATAN; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepranatanukliran atau
Direktur/Kepala Rumah Sakit Pusat yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

4. Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Provinsi
dalam menetapkan Angka Kredit bagi:

1. Pranata Nuklir Terampil pangkat Pengatur golongan ruang II/c
sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia pangkat Penata Tingkat
I golongan ruang Iil/d; dan

2. Pranata Nuklir Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang IlI/a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Muda pangkat
Penata Tingkat I golongan ruang I1I/d;

di lingkungan Provinsi; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepranatanukliran atau
Direktur/Kepala Rumah Sakit Provinsi yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

5. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit
Kabupaten/Kota dalam menetapkan Angka Kredit bagi:

1. Pranata Nuklir Terampil pangkat Pengatur golongan ruang II/c
sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia pangkat Penata Tingkat
I golongan ruang I1I/d; dan

2. Pranata Nuklir Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang IlI/a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Muda pangkat
Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

di lingkungan Kabupaten/Kota; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepranatanukliran atau
Direktur/Kepala Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang berhubungan
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dengan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf
a.

D. TIM TEKNIS

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat membentuk
Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli baik yang berstatus
sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang
diperlukan.

2. Tugas Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim
Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat
khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua
Tim Penilai.

4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat
kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian
tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, ANGKA KREDIT
PENGEMBANGAN PROFESI, DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT UNTUK
KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN

A. KENAIKAN PANGKAT
1. Kenaikan pangkat Pranata Nuklir, dapat dipertimbangkan, apabila:
a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan

c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir.

2. Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai
dengan untuk menjadi Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina
Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat
pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

3. Kenaikan pangkat PNS Pusat yang menduduki:

a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur,
golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan
ruang II/d sampai dengan untuk menjadi Pranata Nuklir Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang I1I/d; dan

b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang IlI/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pranata Nuklir
Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat

persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

4. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki:
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a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur,
golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan
ruang II/d sampai dengan untuk menjadi Pranata Nuklir Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang I11/d; dan

b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang IlI/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang IlI/b sampai dengan untuk menjadi Pranata Nuklir
Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang

bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki:

a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur,
golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan
ruang II/d sampai dengan untuk menjadi Pranata Nuklir Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang II1/d; dan

b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang IlI/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pranata Nuklir
Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota

yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki

Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat

I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pranata Nuklir Ahli Madya,

pangkat Pembina, golongan ruang [V/a sampai dengan Pembina

Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang

bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Kenaikan pangkat Pranata Nuklir dalam jabatan yang lebih tinggi dapat

dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Fiddy, ST, NIP. 19800505 200704 1 001 jabatan Pranata Nuklir

Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010, pangkat Penata

Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April

2010. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2013,

Sdr. Fiddy, ST memperoleh Angka Kredit sebesar 205 dan akan

dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat menjadi Penata, golongan

ruang IllI/c terhitung mulai tanggal 1 April 2013. Maka sebelum
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan
kenaikan jabatannya menjadi Pranata Nuklir Ahli Muda.

Pranata Nuklir yang memiliki Angka Kredit melebihi angka kredit yang

ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih
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tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan
jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Karim, NIP 19751016 199604 1 010 Jabatan Pranata Nuklir
Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c Terhitung Mulai Tanggal
1 April 2014. Pada waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata,
golongan ruang IlI/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit
sebesar 210.

Adapun Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi
pangkat Penata, golongan ruang III/c yakni 200, dengan demikian Sdr.
Karim memiliki kelebihan Angka Kredit 10 dan dapat diperhitungkan
untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pranata Nuklir pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi
Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau
pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya,
maka pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang
20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah angka kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang
berasal dari tugas pokok.

Contoh:

Sdr. Tanto, S.Si NIP 19850210 200803 1 001 Jabatan Pranata Nuklir
Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang IlI/a terhitung
mulai tanggal 1 April 2008.

Dari penilaian prestasi kerja Januari 2008 sampai dengan Desember
2011 ditetapkan Angka Kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk
kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
terhitung mulai tanggal 1 April 2012.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2012 sampai dengan 31
Desember 2012, sdr. Tanto, S.Si telah mengumpulkan Angka Kredit
sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang
didudukinya 31 Maret 2013 telah memiliki Angka Kredit yang dapat
dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan
ruang III/c yakni sebesar 2085.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang
didudukinya 31 Maret 2014 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata,
golongan ruang III/c sdr Tanto, S.Si wajib mengumpulkan Angka kredit
paling kurang 20% x 50 = 10 Angka Kredit.

Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang
III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan
paling kurang angka kredit 10 (sepuluh) dari tugas pokok.

Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang
IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan
paling rendah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas
pokok dan/atau pengembangan profesi.

Contoh:
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Sdr. Arjuna, S.Si NIP. 19601115 198703 1 001, Jabatan Pranata Nuklir
Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d
terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011. Yang bersangkutan naik
pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e Terhitung Mulai
Tanggal 1 Oktober 2014. Dalam hal demikian, Sdr. Arjuna, S.Si setiap
tahun sejak tanggal 1 Oktober 2014 menduduki Pembina Utama,
golongan ruang IV/e, wajib mengumpulkan Angka Kredit 25 (dua puluh
lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan
profesi.

B. KENAIKAN JABATAN

1.

Kenaikan jabatan Pranata Nuklir dapat dipertimbangkan apabila:
a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan;

c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir; dan

d. tersedia formasi jabatan.

. Dalam hal belum tersedianya formasi jabatan sebagaimana dimaksud

pada angka 1 huruf d maka Pranata Nuklir yang telah memenuhi syarat
untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi tetap berada pada jenjang
jabatan terakhir yang didudukinya.

Kenaikan Jabatan Pranata Nuklir Keterampilan dan Pranata Nuklir Ahli
Pertama menjadi Pranata Nuklir Ahli Muda sampai dengan Pranata
Nuklir Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
instansi masing-masing.

Kenaikan Jabatan dari Pranata Nuklir Ahli Madya menjadi Pranata
Nuklir Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapatkan
pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

. Keputusan kenaikan jabatan Pranata Nuklir dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-v yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI
1. Pranata Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a

yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang
IV/b, wajib mengumpulkan paling rendah 8 (delapan) Angka Kredit dari
kegiatan pengembangan profesi berupa karya ilmiah terbit.

. Pranata Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang

IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan
ruang IV/c, wajib mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) Angka
Kredit dari kegiatan pengembangan profesi berupa karya ilmiah terbit.

. Pranata Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan

ruang IV/c yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pranata Nuklir
Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, wajib
mengumpulkan paling rendah 12 (dua belas) Angka Kredit dari kegiatan
pengembangan profesi berupa karya ilmiah terbit.



-22-

4. Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan
ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan
ruang IV /e, wajib mengumpulkan paling rendah 14 (empat belas) Angka
Kredit dari kegiatan pengembangan profesi berupa karya ilmiah terbit.

5. Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi sebagaimana
dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 5 merupakan Angka
Kredit masing-masing yang harus dipenuhi untuk setiap kenaikan
pangkat dan/atau jabatan.

Contoh:

Sdr. Yudi, S.Si NIP. 19760607 200604 1 001, jabatan Pranata Nuklir Ahli
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Untuk naik pangkat menjadi Pranata Nuklir Ahli Madya pangkat
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat
Pembina utama muda, golongan ruang IV/c, dan naik jabatan dan
pangkat menjadi Pranata Nuklir Ahli Utama pangkat Pembina Utama
Madya, golongan ruang IV/d, sampai dengan pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e yang bersangkutan telah mengumpulkan angka
kredit dengan rincian sebagai berikut:

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi pangkat Pembina Tingkat
I, golongan ruang IV/b, telah mengumpulkan angka kredit dengan
rincian sebagai berikut:

1 Diklat di bidang Kepranatanukliran = 10
2 Pemanfaatan Iptek Nuklir = 56
3 Pengelolaan Perangkat Nuklir = 46
4 Pengembangan profesi:
Membuat 1 (satu) Karya Ilmiah berupa tinjauan = 8
dengan gagasan sendiri di bidang

Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam
bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi pangkat Pembina Utama
Muda, golongan ruang IV/c, telah mengumpulkan angka kredit dengan
rincian sebagai berikut:

1 Diklat di bidang Kepranatanukliran = 14
2 Pemanfaatan Iptek Nuklir = 44
3 Pengelolaan Perangkat Nuklir = 52
4 Pengembangan profesi:

a) Membuat 1 (satu) Karya Ilmiah hasil = 6

penelitian di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah
nasional terakreditasi

b) Membuat 1 (satu) Karya Ilmiah berupa = 4
tinjauan dengan gagasan sendiri hasil
penelitian di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah
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yang diakui secara nasional

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pranata Nuklir Ahli
Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang 1V/d, telah
mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut.

1  Diklat di bidang Kepranatanukliran = 12
2 Pemanfaatan Iptek Nuklir = 43
3 Pengelolaan Perangkat Nuklir B 53
4 Pengembangan profesi:

a) Membuat 1 (satu) Karya Ilmiah hasil = 8

penelitian di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah
internasional
b) Membuat 1 (satu) Karya Ilmiah berupa = 4

tinjauan dengan gagasan sendiri hasil
penelitian di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah

yang diakui secara nasional

Untuk kenaikan pangkat menjadi Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat
Pembina Utama, golongan ruang IV/e, telah mengumpulkan angka
kredit dengan rincian sebagai berikut.

1 Diklat di bidang Kepranatanukliran = 12
2 Pemanfaatan Iptek Nuklir = 70
3 Pengelolaan Perangkat Nuklir = 64
4 Pengembangan profesi:

a) Membuat 1 (satu) Karya Ilmiah hasil = 12,5

penelitian di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk buku dan
diedarkan secara nasional

b) Membuat 1 (satu) tulisan ilmiah popular di = 2
bidang Kepranatanukliran yang
disebarluaskan melalui media massa

D. KOMPOSISI ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN

1.

Jumlah angka kredit kumulatif paling kurang yang harus dipenuhi oleh
setiap Pranata Nuklir untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan
pangkat, golongan ruang terdiri atas:

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari
unsur utama tidak termasuk sub unsur pendidikan formal, dan
paling kurang 20% (dua puluh persen) harus berasal dari unsur
Pemanfaatan iptek nuklir dan/atau Pengelolaan Perangkat Nuklir;
dan

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari
unsur penunjang.

Contoh:
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Sdri. Tutik, S.Si NIP. 19780210 200304 2 001, Jabatan Pranata Nuklir
Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai
tanggal 1 April 2011 dengan Angka Kredit 205, dengan rincian:

L.

II.

Unsur Utama
A. Pendidikan

1. Pendidikan sekolah 100
2. Pendidikan dan pelatihan 8
B. Pemanfaatan Iptek Nuklir 73
C. Pengelolaan Perangkat Nuklir 77
D. Pengembangan Profesi 2
Unsur Penunjang
Penunjang tugas Pranata Nuklir 20

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 yang bersangkutan
mengumpulkan Angka Kredit sebesar 100, dengan rincian sebagai
berikut:

I. Unsur Utama

A. Diklat Kepranatanukliran 6
B. Pemanfaatan Iptek Nuklir 34
C. Pengelolaan Perangkat Nuklir 36
D. Pengembangan Profesi 4
I[I. Penunjang tugas Pranata Nuklir 20

Dengan demikian, Sdri. Tutik, S.Si memenuhi angka kredit kumulatif
paling kurang yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dari
Pranata Nuklir Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c
menjadi Pranata Nuklir Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang II1/d sebesar 300 Angka kredit dengan rincian:

a)

b)

2)

Sdri. Tutik, S.Si memenuhi paling rendah 80% (delapan puluh
persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama tidak termasuk sub
unsur pendidikan formal yaitu 80%x100 = 80 Angka Kredit,
sementara yang bersangkutan mengumpulkan 80 Angka Kredit;
Sdri. Tutik, S.Si memenuhi paling kurang 20% (dua puluh persen)
harus berasal dari unsur Pemanfaatan iptek nuklir dan/atau
Pengelolaan Perangkat Nuklir yaitu 20% x 80 =16 Angka Kredit,
sementara yang bersangkutan mengumpulkan 70 Angka Kredit; dan
Sdri. Tutik, S.Si memperoleh 20 Angka Kredit untuk memenuhi
paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari
unsur penunjang.

IX. PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN
KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN

A. PEMBEBASAN SEMENTARA

Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai
dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c
dan Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan
ruang III/a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Utama pangkat Pembina

1.
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Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari
jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan
terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pranata Nuklir yang
jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Renaningsih, M.Sc. 19680912 199208 2 008 pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, jabatan
Kepala Balai Iradiasi BATAN. Sdr. Renaningsih, M.Sc. diangkat dalam
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1
Juni 2009 dengan Angka Kredit sebesar 285.

Mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari
pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda
yaitu 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2014 tidak dapat memenuhi
Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang
dimiliki yakni Pranata Nuklir Ahli Madya Angka Kredit 400, maka yang
bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014 dibebaskan
sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda.

Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai
dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c
dan Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan
ruang IlI/a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat
Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara
dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu S (lima) tahun dalam
jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Nuklir yang
akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam
jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Wijaya, S.Si NIP. 19770912 200003 1 001 pangkat Penata,
golongan ruang Ill/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, yang
bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli
Muda terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 dengan angka kredit
sebesar 210.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda yaitu 1 Februari 2009
sampai dengan 31 Januari 2014 tidak dapat memenuhi Angka Kredit
kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d dengan angka kredit 300, maka yang bersangkutan
terhitung mulai tanggal 31 Januari 2014 dibebaskan sementara dari
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda.

Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai
dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang IlI/c
dan Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan
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ruang IIlI/a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat
Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara
dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir
tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Nuklir yang pernah
mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
Contoh:

Sdr. Antonio, S.Si, M.Si, NIP. 19670302 199203 1 004, Pranata Nuklir
Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai
tanggal 1 April 2006. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih
tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai
tanggal 1 April 2009 dengan Angka Kredit sebesar 590.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naik pangkat menjadi
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1 April 2009 sampai
dengan 31 Maret 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif
untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan
ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan
terhitung mulai tanggal 31 Maret 2014 dibebaskan sementara dari
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Madya.

Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang
III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak
menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 10
(sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau
pengembangan profesi.

Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang
IV /e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak
menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 25 (dua
puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau
pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Dra. Nuraini, M.Sc, NIP. 19660810 199106 1 002, jabatan Pranata
Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e
terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, dengan angka kredit sebesar
1052.

Apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, tidak
dapat memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari
kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi, maka yang
bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir Ahli Utama.

Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1,
angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 Pranata Nuklir dibebaskan
sementara dari jabatannya, apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai PNS;

b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;
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c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan
anak keempat dan seterusnya; atau

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pembebasan sementara bagi Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud
pada angka 1, angka 2, dan angka 3 didahului dengan peringatan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
batas waktu pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-w yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Anak Lampiran [-x yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini.

B. PENURUNAN JABATAN

1.

Pranata Nuklir yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.

Penilaian prestasi kerja Pranata Nuklir selama menjalani hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuai dengan
jabatan yang baru.

Jumlah Angka Kredit yang dimiliki Pranata Nuklir sebelum dijatuhi
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap dimiliki
dan dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan semula.

Angka Kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungan untuk kenaikan
pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke jabatan semula.

Contoh:

Sdr. Ardiansyah, S.T NIP. 19761016 200004 1 010 jabatan Pranata
Nuklir Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
dengan angka kredit sebesar 300. Sdr. Ardiansyah, S.T dijatuhi
hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi Pranata Nuklir Ahli
Pertama terhitung mulai tanggal 20 Maret 2011. Dalam hal demikian:

a. Sdr. Ardiansyah, S.T pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/ d
diturunkan dari Pranata Nuklir Ahli Muda menjadi Pranata Nuklir Ahli
Pertama dengan angka kredit 300.

b. Sdr. Ardiansyah, S.T diberikan tunjangan jabatan fungsional
Pranata Nuklir Ahli Pertama.

c. Sdr. Ardiansyah, S.T dapat diangkat kembali ke jabatan Pranata
Nuklir Ahli Muda dalam ketentuan sebagai berikut:

1) paling singkat telah 1 ( satu ) tahun terhitung sejak dijatuhi
hukuman disiplin,;
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2) menggunakan angka kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman
disiplin yaitu 300 angka kredit; dan

3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Selama menduduki Pranata Nuklir Ahli Pertama Ardiansyah, S.T
memperoleh angka kredit 50.

Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata
Nuklir Ahli Muda Ardiansyah, S.T memperoleh angka kredit 55.

Dalam hal demikian Ardiansyah, S.T, dapat dipertimbangkan untuk
naik jabatan menjadi Pranata Nuklir Ahli Madya dengan angka kredit
405 yang berasal dari:

1) Angka Kredit terakhir yaitu 300;

2) Angka Kredit yang diperoleh selama menduduki jabatan Pranata
Nuklir Ahli Pertama 50; dan

3) Angka Kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalam
jabatan Pranata Nuklir Ahli Muda yaitu 55.

C. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pranata Nuklir yang dibebaskan sementara karena:

a.

telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi
Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat
lebih tinggi bagi Pranata Nuklir yang jabatannya lebih rendah dari
pangkat yang dimiliki;

telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi
Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi bagi Pranata Nuklir yang akan mendapatkan kenaikan
pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;

. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi

Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi bagi Pranata Nuklir yang pernah mendapatkan kenaikan
pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir;

setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi
paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok
dan/atau pengembangan profesi bagi Pranata Nuklir Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang II1/d.

setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi
paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas
pokok dan/atau pengembangan profesi bagi Pranata Nuklir Ahli
Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, apabila
paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun telah memenuhi Angka Kredit
yang ditentukan.

2. Pranata Nuklir yang dibebaskan sementara karena diberhentikan
sementara sebagai PNS, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
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Fungsional Pranata Nuklir apabila pemeriksaan oleh yang berwajib
telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan
tidak bersalah.

Pranata Nuklir Terampil, Pranata Nuklir Mahir, dan Pranata Nuklir Ahli
Pertama yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh
di luar Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, dapat diangkat kembali
dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir apabila berusia paling tinggi
54 (lima puluh empat) tahun.

Pranata Nuklir Penyelia, Pranata Nuklir Ahli Muda, Pranata Nuklir Ahli
Madya, dan Pranata Nuklir Ahli Utama yang dibebaskan sementara
karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir apabila berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pranata Nuklir yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di
luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir apabila telah selesai menjalani cuti di luar
tanggungan negara.

Pranata Nuklir yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas
belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir apabila telah selesai menjalani
tugas belajar.

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat dilakukan
dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai
peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum
usia yang dipersyaratkan berakhir.

contoh:

Sdr. Kurniadi, S.Si, NIP. 19600707 199103 1 001, jabatan Pranata
Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang
bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Pranata Nuklir Ahli
Madya dan diangkat dalam jabatan Administrator.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam jabatan
fungsional Pranata Nuklir, maka usulan sudah diterima oleh pejabat
sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2017.

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pranata Nuklir yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan
Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan Angka
Kredit dari kegiatan Kepranatanukliran dan pengembangan profesi
yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara;



b. Pranata Nuklir yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5
menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki;

c. Pranata Nuklir yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4 dan
angka 6 menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan
dapat ditambah dengan Angka Kredit dari kegiatan pengembangan
profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Anak Lampiran I-y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini.

D. PEMBERHENTIAN
1. Pranata Nuklir diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya
sebagaimana dimaksud pada angka romawi IX huruf A tetap tidak
dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan.

contoh:

Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.T, NIP. 19740912199608 1 008 telah
dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli
Muda terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014.

Apabila Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.T, tetap tidak dapat memenuhi
angka kredit yang disyaratkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2015,
maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung
mulai tanggal 31 Mei 2015.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran I-z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini.

X. PENYESUAIAN/INPASSING

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, telah dan masih melaksanakan tugas di
bidang Kepranatanukliran berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang, dapat disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir.

2. PNS yang disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir Keterampilan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah Diploma III fisika/kimia atau kualifikasi lain
yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/c;

c. telah memiliki pengalaman kerja di bidang Kepranatanukliran paling
singkat 5 (lima) tahun;
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d. berusia paling tinggi 50 tahun;

e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir;

mengikuti dan lulus uji kompetensi;
g. memperhatikan formasi jabatan; dan
h. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir.
. PNS yang disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir Keahlian, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV fisika/kimia atau
kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang IlI/a;

c. telah memiliki pengalaman kerja di bidang Kepranatanukliran paling
singkat 5 (lima) tahun;

d. berusia paling tinggi 50 tahun;

e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir;

f. mengikuti dan lulus uji kompetensi;

memperhatikan formasi jabatan; dan

0

h. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir.
. Telah memiliki pengalaman kerja di bidang Kepranatanukliran
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf ¢ atau angka 3 huruf ¢, dapat
dihitung secara kumulatif/berturut-turut.
Contoh:
Sdr. Parikesit, S.Si NIP. 19831003 200812 1 001, pangkat Penata Muda
Tingkat I, golongan ruang IlI/b, yang bersangkutan menduduki jabatan
penganalisis keselamatan nuklir terhitung mulai tanggal 1 Desember 2009.
Sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014,
yakni tanggal 6 Januari 2014 yang bersangkungan masih menduduki
jabatan penganalisis keselamatan nuklir, dan melaksanakan tugas di
bidang Kepranatanukliran.

Dalam hal demikian maka Sdr. Parikesit, S.Si memiliki pengalaman di
bidang Kepranatanukliran selama S (lima) tahun.

. Jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan Angka Kredit sesuai dengan masa
kerja dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.

. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing
sebagaimana tercantum pada Lampiran [X dan Lampiran X Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 dihitung dalam pembulatan kebawah,
yaitu:
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a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;

b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1
(satu) tahun;

c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2
(dua) tahun;

d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3
(tiga) tahun; dan

e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

7. Keputusan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran I-aa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini.

8. Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir,
ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 November 2014 sampai dengan 30
November 2015.

9. PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan
kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/di-inpassing dalam
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir terlebih dahulu dipertimbangkan
kenaikan  pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah
mempergunakan pangkat terakhir.

Contoh:

Sdr. Rudolf, S.Si NIP. 19800520 200409 1 001, diangkat menjadi PNS
terhitung mulai tanggal 1 September 2005, jabatan Analis Kimia, pangkat
Penata Muda, golongan ruang IIl/a.

Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 Sampai bulan
September 2014 yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan tugas
di bidang Kepranatanukliran.

Dengan demikian, Sdr. Rudolf telah 4 tahun dalam pangkat terakhir yaitu
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, maka sebelum
disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, yang
bersangkutan dapat dinaikkan terlebih dahulu pangkatnya menjadi Penata,
golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014.

XI. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Pranata Nuklir yang akan naik jabatan berlaku sejak 1
Juli 2016.
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XII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Ve

? EKO SUTRISNO } DJ IBTIOAWISNUBROTO
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ANAK LAMPIRAN I-a
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI

DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA

NUKLIR

KEPUTUSAN
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¥)

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, dipandang perlu

untuk mengangkat Saudara ...........ccccceeeeeennn. dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir;
o 2SSOSR
.............................................................................................................................. **)
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor ..... Tahun 2014 dan Nomor .... Tahun 2014;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA :  Terhitung mulai tanggal ............covvviireiiiiiiennnineen mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama N
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT S
d. Unit kerja S
dalam jabatan .................. dengan angka kredit sebesar ........... (coeemerennranennanen )
KEDUA OIS **)
KETIGA OO PP **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di .......coovenrvennennen.
pada tanggal .........oovviinnininns
NIP.
TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN I-b

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA

KREDITNYA
CONTOH
SURAT PERSETUJUAN TEKNIS
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PRANATA NUKLIR
PERSETUJUAN TEKNIS
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PRANATA NUKLIR
017 (0 ) S 3 PR
Berdasarkan surat usulan nomor...... tanggal........ hal......o.ccoes , dari............. , maka nama-nama di bawah

ini dapat/tidak dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
MENGINGaAt....coieiiiiiiiiiiiieiieinirerrreeen,

NO NAMA PANGKAT/GOLONGAN JENJANG JABATAN ANGKA KREDIT
RUANG
1 2 3 4 5
1
2
3
dst

Demikian surat Persetujuan Teknis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;¥)

2. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Yang
bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
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ANAK LAMPIRAN I-c

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

SURAT PERMOHONAN PIMPINAN INSTANSI
PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

Kepada Yth.

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional

Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan nama-nama pegawai untuk mendapatkan persetujuan teknis untuk
diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, sebagai berikut :

NO NAMA PANGKAT/GOLONGAN MASA KERJA UNIT KERJA
RUANG GOLONGAN
1
2
3
dst

2. Bukti persyaratan sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan teknis, sebagaimana terlampir

dalam surat ini.

3. Demikian surat usulan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima

kasih,

*) Coret yang tidak perlu.

Kepala/Direktur Rumah Sakit/
Gubernur/Bupati/Walikota *)
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ANAK LAMPIRAN I-d
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN

LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PRANATA NUKLIR

KEPUTUSAN
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, dipandang perlu
mengangkat Saudara ................... dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014;

5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor .....Tahun 2014 dan Nomor .... Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA ¢ Terhitung mulai tanggal .........ccooceiviiiniiiiniinnininnns mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama SR

b. NIP TN

c. Pangkat/golongan ruang/TMT N

d. Unit kerja P PPPPTPTN

dalam jabatan ............. dengan angka kredit sebesar .................. (cevrrnrernmnnennnns )

KEDUA e **)
KETIGA PRSP *k)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .........ccooeeiiiiin
pada tanggal ...

NIP.

TEMBUSAN :

. Kepala Badan Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

instansi yang bersangkutan;*)

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)

Pejabat lain yang dianggap perlu.

o ks W

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN I-e

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA
CONTOH:
PENETAPAN ANGKA KREDIT
ALIH JABATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA NUKLIR KETERAMPILAN KE
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR KEAHLIAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
Nomor Do T [ e /e
INSTANSI: Masa Penilaian : ............ s/d .eviin
I KETERANGAN PERORANGAN
1 | Nama
2 | NIP
3 | Nomor Seri KARPEG
4 | Pangkat/Golongan Ruang /TMT
5 | Tempat dan Tanggal Lahir
6 | Jenis Kelamin
7 | Pendidikan yang diperhitungkan Angka
Kreditnya
8 | Jabatan Fungsional/TMT
) Lama
9 | Masa Kerja golongan Baru
10 | Unit kerja
ANGKA
II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH KREDIT ALIH
JABATAN
1. | UNSUR UTAMA
a. 1). Pendidikan Formal
2). Pendidikan & Pelatihan dan mendapat
Surat Tanda Tamat Pendidikan &
Pelatihan (STTPP)
b. Pemanfaatan iptek nuklir
c.  Pengelolaan perangkat nuklir
d. Pengembangan profesi
Jumlah Unsur Utama
2. | UNSUR PENUNJANG
Penunjang tugas Pranata Nuklir
Jumlah Unsur Penunjang
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang
I DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIALIHKAN DALAM
JABATAN.......cvvieenn, / PANGKAT............cooeeee J TMT..oniiii,

ASLI

disampaikan dengan hormat kepada:

Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan

TEMBUSAN: disampaikan kepada:

PN~

%)

Pranata Nuklir yang bersangkutan;
Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

Kepala Biro/BKD/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan

Pejabat lain yang dianggap perlu.

Coret yang tidak perlu
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ANAK LAMPIRAN I-f

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN  APARATUR NEGARA  DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR KETERAMPILAN
KE PRANATA NUKLIR KEAHLIAN

KEPUTUSAN
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR KETERAMPILAN
KE PRANATA NUKLIR KEAHLIAN

KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk
mengangkat Saudara ... dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
Keahlian;

..............................................................................................................................

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014;

5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor .....Tahun 2014 dan Nomor .... Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA :  Terhitung mulai tanggal ...........ccoeveiviiieennnieennnan. mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama e
b. NIP L ettt eeee e et e reaa e ettt aan e
c. Pangkat/golongan ruang/TMT P PPN
d. Unit kerja H U
dalam jabatan .................. dengan Angka Kredit sebesar ........... OO )
KEDUA P PP OR PN *k)
KETIGA 1 eeeeereeeeereeeereateeetinreteaaeeetteneeett et etha e aarena e tanaa e et ha et et e enee st a e s st e eenaas )
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di .......ccoooeiiiinnnnins
pada tanggal ..........c.ceeenennnn
NIP.
TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;¥)
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.



CONTOH:

SURAT PENYAMPAIAN
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)
DARI PIMPINAN UNIT KERJA KEPADA PEJABAT PENGUSUL

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
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ANAK LAMPIRAN I-g

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Instansi masing-masing* )

Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit atas nama-nama pegawai

sebagai berikut :

SA KERJA
NO NAMA PANGKAT/GOLONGAN MA J UNIT KERJA
RUANG GOLONGAN
1
2
3
dst

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Unit Kerja

NIP.

*) tuliskan pejabat pengusul penetapan Angka Kredit



CONTOH:

SURAT PENYAMPAIAN
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)
DARI PEJABAT PENGUSUL KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG

MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
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ANAK LAMPIRAN I-h

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

Pejabat Berwenang Menetapkan Angka Kredit *)

Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit atas nama-nama pegawai

sebagai berikut :
PANGKAT/GOLONGAN MASA KERJA
NO NAMA RlﬁANG GOLONGAN UNIT KERJA
1
2
3
dst

2. Bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit terlampir dalam surat ini.
3. Demikian surat ini kami sampaikan untuk mendapatkan penetapan, dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih,

Pejabat Pengusul Instansi Pusat/Kepala Rumah
Sakit Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota **)

NIP.

*} Tulislah jabatan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit
**) Toret yang tidak perlu
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ANAK LAMPIRAN I-i

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR TERAMPIL

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR TERAMPIL
NOMOR :

Instansi: .........coocoviiinnnnne, Masa penilaian targgal .................... sd
KETERANGAN PERORANGAN

1. | Nama
2. | NIP
3. | Nomor Seri KARPEG
4. | Tempat Tanggal Lahir
5. | Jenis Kelamin
6. | Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya
7. | Pangkat/Golongan ruang/TMT :
8. | Jabatan Pranata Nuklir Keterampilan : PN Terampil
. Larna .
9. | Masa Kerja Golongan
Baru
10. | Unit Kerja
ANGKA KREDIT MENURUT
NO SUB UNSUR YANG DINILAI INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 ‘ 2 3 4 5 6 7 8

I. |[UNSUR UTAMA

1 [PENDIDIKAN

A. [Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar:

1).{Diploma III/Sarjana Muda

2).|Diploma II

3). [SMA/SMK/Diploma I

B. |Diklat fungsional/teknis di bidang kepranatanukliran
dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat

Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:

1). |[Lamanya lebih dari 960 jam

2).|Lamanya 641 - 960 jam

3).|Lamanya 481 - 640 jam

4).|[Lamanya 161 - 480 jam

S).|Lamanya 81 - 160 jam

6).|Lamanya 30 - 80 jam

7). |Lamanya kurang dari 30 jam

C. {Diklat Prajabatan

|Mengikuti Diklat Prajabatan golongan Il

2 |PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR

A. |Pengoperasian Perangkat Nuklir

1). |Sistem Mutu

a). lMembuat formulir/lembar data

2).|Uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/ pengoperasian/
perawatan/perbaikan/ instalasi/pembuatan
(perangkat keras atau lunak)/dekontaminasi/
dekomisioning Perangkat Nuklir
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NO

SUB UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU { JUMLAH

LAMA | BARU | JUMLAH

2

3

4

5

6

7

8

a). |[Melakukan operasi/perawatan/ perbaikan
Perangkat Nuklir kelas III

. |Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir

Perancangan

1).

Membuat gambar teknik rancangan/peta
radiometrik, singkapan, topografik atau peta sejenis

. |Penyelenggaraan Keselamatan Nuklir

1).

Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan radiasi
personil, daerah kerja, lingkungan dan kesehatan
kerja

a). |Melakukan inventarisasi dosis-personil/ fisik-
bahan-nuklir/ sumber-radiasi

PENGEMBANGAN PROFESI

A. |Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang

Kepranatanukliran;

1). [Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survei dan evaluasi di bidang
Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam
bentuk:

a). {buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b). |buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
internasional

¢). |majalah ilmiah

d). {jurnal ilmiah internasional

e). [jurnal ilmiah nasional terakreditasi

f). |prosiding ilmiah konferensi internasional

2). |Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survei dan evaluasi di bidang
Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan dalam
bentuk:

a). |buku
b). [makalah

3).|Membuat Karya Tulis/ Karya llmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang
Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam
bentuk:

a). |buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional
b). {majalah ilmiah yang diakui secara nasional

4). |Membuat Karya Tulis/ Karya [lmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam
bidang Kepranatanukliran yang tidak
dipublikasikan, dalam bentuk:

a). {buku
b). imakalah

5).|Membuat tulisan ilmiah populer di bidang
Kepranatanukliran yang disebarluaskan melalui
media massa

6).[Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepranatanukliran
pada pertemuan ilmiah

B. |Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-

bahan lain di bidang Kepranatanukliran

1)

Menerjemahkan/menyadur buku di bidang
Kepranatanukliran yang dipublikasikan, dalam
bentuk:

a). |[buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional
b). {majalah ilmiah yg diakui oleh instansi yang
berwenang
2). |Menerjemahkan /menyadur buku di bidang
Kepranatanukliran yang dipublikasikan, dalam
bentuk:
a). [buku
b). |makalah
3). |Membuat abstrak tulisan di bidang Keprananukliran

yang dimuat dalam penerbitan




.44 -

ANGKA KREDIT MENURUT

SUB UNSUR YANG DINILAI INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
2 3 4 5 6 7 8

3). |Membuat abstrak tulisan di bidang Keprananukliran
yang dimuat dalam penerbitan

C. |Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/
ketentuan teknis di bidang Kepranatanukliran

1). [Membuat buku pedoman di bidang Keprananukliran

2).|Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang
Keprananukliran

3). |Membuat ketentuan teknis di bidang
Keprananukliran

D. |Pengembangan teknologi tepat guna di bidang
Kepranatanukliran

Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang
Kepranatanukliran

E. |Perolehan paten

1). |Paten sederhana

2). |Paten

F. [Perolehan Lisensi/ Brevet

1).|Tingkat [

2). [Tingkat II

3).|Tingkat III

JUMLAH UNSUR UTAMA 1S.D 3

UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS PRANATA NUKLIR

1. [Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang
kepranatanukliran

Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang
Kepranatanukliran

2. |Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang
Kepranatanukliran

A. |Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang
Kepranatanukliran, sebagai:

1).|Pemrasaran
2).|Pembahas/moderator/narasumber

3).|Peserta

B. [Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:
1). |[Ketua

2).]Anggota

C. [Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional,
sebagai:

1).|Ketua

2).{Anggota

3. |Keanggotaan dalam organisasi profesi

A. |Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional/
Nasional, sebagai:

1). |Pengurus Aktif

2).|Anggota Aktif

B. |Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/
Kabupaten/Kota, sebagai:

1). |[Pengurus Aktif

2). |Anggota Aktif

4. |[Keanggotaan dalam Tim Penilai

Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:

A. [Ketua/Wakil Ketua

B. |Anggota

S. |Perolehan penghargaan/tanda jasa

A. |memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana
Karya Satya

1).|30 (tiga puluh) tahun lebih

2).120 (dua puluh) tahun

3).|10 (sepuluh) tahun

6 |Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

A. |[Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang
tugasnya

1).|Diploma HI

2).{Diploma II

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG
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Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

1 2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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I

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:

Surat pernyataan melakukan kegiatan .............
Surat pernyataan melakukan kegiatan .............
Surat pernyataan melakukan kegiatan
Surat pernyataan melakukan kegiatan
Surat pernyataan melakukan kegiatan .............
dan seterusnya

[

NIP.

Catatan Pejabat Pengusul :

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

(Jabatan)

(Nama Pejabat Pengusul)

NIP.

Catatan Anggota Tim Penilai ;

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

(Nama Penilai I)

NIP.

{(Nama Penilai If}

NIP.

Catatan Ketua Tim Penilai :

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(Nam a)

NIP.
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CONTOH:
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR MAHIR

ANAK LAMPIRAN I[-j
PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR MAHIR

NOMOR :
Instansi: .....oooiiiiiiiiiiiein Masa penilaian tanggal .................... sd
KETERANGAN PERORANGAN

1. | Nama

2. [ NIP

3. | Nomor Seri KARPEG

4, | Tempat Tanggal Lahir

5. | Jenis Kelamin

6. | Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya

7. | Pangkat/Golongan ruang/TMT

8. | Jabatan Pranata Nuklir Keterampilan : PN Mahir

Lama
9. | Masa Kerja Golongan Bora
10. | Unit Kerja
ANGKA KREDIT MENURUT
NO SUB UNSUR YANG DINILAI INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH | LAMA BARU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8

UNSUR UTAMA

1. |PENDIDIKAN

A. |Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar:

1). |Diploma IlI/Sarjana Muda

2). |Diploma II

3). |SMA/SMK/Diploma |

B. |Diklat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat

Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat:

1). |Lamanya lebih dari 960 jam

2). |Lamanya 641 - 960 jam

3). |Lamanya 481 - 640 jam

4). |Lamanya 161 - 480 jam

5). |Lamanya 81 - 160 jam

6). |[Lamanya 30 - 80 jam

7). {Lamanya kurang dari 30 jam
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NO

SUB UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU | JUMLAH | LAMA

BARU

JUMLAH

2

3

4

5 6

7

8

PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI (IPTEK) NUKLIPR.

A.

Perencanaan Program

Perizinan

1).

Mengumpulkan data dalam rangka penyiapan
dokumen perizinan

PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR

A.

Pengoperasian Perangkat Nuklir

1).

Sistem Mutu

a). IMenyusun Instruksi Kerja

2).

Uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/
pengoperasian/perawatan/perbaikan/
instalasi/ pembuatan (perangkat keras atau
lunak)/ dekontaminasi/ dekomisioning
Perangkat Nuklir

a). |Melakukan kegiatan uji fungsi
(komisioning) /kalibrasi/instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/dekomisioning Perangkat
Nuklir kelas {II

b

.[Melakukan kegiatan uji fungsi
(komisioning) /kalibrasi/operasi/
perawatan /perbaikan /instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau
lunak)/dekontaminasi/dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas 11

c). |[Melakukan kegiatan uji fungsi
(komisioning)/kalibrasi/operasi/
perawatan/perbaikan /instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau
lunak)/dekontaminasi/dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas |

3).

Penanggulangan kedaruratan nuklir

a). {Melakukan simulasi kesiapsiagaan/
penanggulangan kedaruratan nuklir/
remediasi lokal

Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir

Perancangan

1).

Membuat rancangan Perangkat Nuklir

Penyelenggaraan Keselamatan Nuklir

1).

Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan
radiasi personil, daerah kerja, lingkungan dan
kesehatan kerja

a). lMendampingi kegiatan inspeksi

2).

Pengelolaan Bahan Nuklir

a). {Melakukan pembukuan/pencatatan
Bahan Nuklir

PENGEMBANGAN PROFESI

A.

Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang
Kepranatanukliran;

1).

Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di
bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk:

a). |buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b).|buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara internasional

c). |majalah ilmiah

d).ljurnal ilmiah internasional

e). jjurnal ilmiah nasional terakreditasi

f). |prosiding ilmiah konferensi internasional
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NO

SUB UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH | LAMA BARU

JUMLAH

2

3

4

5 6 7

8

2).

Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di
bidang Kepranatanukliran yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk:

a). [buku

b). |makalah

3).

Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk:

a). |buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b).

majalah ilmiah yang diakui secara
nasional

4).

Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri dalam bidang Kepranatanukliran yang
tidak dipublikasikan, dalam bentuk:

a). [buku

b). |makalah

5).

Membuat tulisan ilmiah populer dai bidang
Kepranatanukliran yang disebarluaskan
melalui media massa

6).

Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,
gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang
Kepranatanukliran pada pertemuan ilmiah

B. |Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-

bahan lain di bidang Kepranatanukliran

1.

Menerjemahkan/menyadur buku di bidang
Kepranatanukliran yang dipublikasikan,
dalam bentuk:

a). |buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b).|majalah ilmiah yg diakui oleh instansi
yang berwenang

2).

Menerjemahkan/menyadur buku di bidang
Kepranatanukliran yang dipublikasikan,
dalam bentuk:

al. |buku

b). |makalah

3).

Membuat abstrak tulisan di bidang
Keprananukliran yang dimuat dalam
penerbitan

C. |Penyusunan buku pedoman/ketentuan

pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang
Kepranatanukliran

1.

Membuat buku pedoman di bidang
Keprananukliran

2).

Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang
Keprananukliran

3).

Membuat ketentuan teknis di bidang
Keprananukliran

D. |Pengembangan teknologi tepat guna di bidang

Kepranatanukliran

Mengembangkan teknologi tepat guna di
bidang Kepranatanukliran

E. |Perolehan paten

1.

Paten sederhana

2.

Paten

F. [Perolehan Lisensi/ Brevet

1.

Tingkat I

2.

Tingkat 11

3.

Tingkat II1

JUMLAH UNSUR UTAMA 18.D3

II.

UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS PRANATA NUKLIR

1.

Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang
kepranatanukliran
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ANGKA KREDIT MENURUT
NO SUB UNSUR YANG DINILAI INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU | JUMLAH | LAMA BARU JUMLAH
1 2 3 4 S 6 7

8

Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis
bidang Kepranatanukliran

2. |Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang
Kepranatanukliran

A. |Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang
Kepranatanukliran, sebagai:

1). |Pemrasaran

2). |Pembahas/moderator/narasumber

3). |Peserta
B. |[Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional,
sebagai:
1). |Ketua
2). |Anggota
C. [Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional,
sebagai:
1). |Ketua
2). {Anggota

3. {Keanggotaan dalam organisasi profesi

A. |Menjadi Anggota Organisasi Tingkat
Internasional/Nasional, sebagai:

1). {Pengurus Aktif

2). |Anggota Aktif

B. |Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/
Kabupaten/Kota, sebagai:

1). |[Pengurus Aktif

2). |Anggota Aktif

4. |Keanggotaan dalam Tim Penilai

Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:

A. |Ketua/Wakil Ketua

B. |Anggota

5. [Perolehan penghargaan/tanda jasa

A. Imemperoleh penghargaan/tanda jasa Satya
Lancana Karya Satya

1). |30 (tiga puluh) tahun lebih

2). 120 (dua puluh) tahun

3). |10 (sepuluh) tahun

6 |Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

A. |Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang
tugasnya

1). |Diploma III

2). |Diploma Il

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG




Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)
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1

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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I

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:

R I

Surat pernyataan melakukan kegiatan
Surat pernyataan melakukan kegiatan

Surat pernyataan melakukan kegiatan

Surat pernyataan melakukan kegiatan

Surat pernyataan melakukan kegiatan

dan seterusnya

NIP.
IV [Catatan Pejabat Pengusul :
1.
2.
3.
4, dan seterusnya
(Jabatan)
(Nama Pejabat Pengusul)
NIP.
V |Catatan Anggota Tim Penilai :
1.
2.
3.
4. dan seterusnya b
(Nama Penilai I)
NIP.
(Nama Penilai II)
NIP.
V1l |Catatan Ketua Tim Penilai :

dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(Nama)

NIP.




CONTOH:
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DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR PENYELIA

ANAK LAMPIRAN -k

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR PENYELIA

NOMOR :

Instansi: .........oocciiiiin,

Masa penilaian tanggal

Nama

KETERANGAN PERORANGAN

NIP

Nomor Seri KARPEG

Tempat Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya

Pangkat / Golongan ruang/TMT

Jabatan Pranata Nuklir Keterampilan

© PN Penyelia

O [RfNfo|n| kWi =

Masa Kerja Golongan

Lama

Baru

H
e

Unit Kerja

NO

SUB UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA | BARU |JUMLAH| LAMA | BARU |(JUMLAH

3 4 5 6 7 8

UNSUR UTAMA

1.

PENDIDIKAN

A.

Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh

1). |Diploma III/ Sarjana Muda

2). |Diploma Il

3). {SMA/ SMK/ Diploma I

Diklat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh 3urat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau

Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP} atau

1). |[Lamanya lebih dari 960 jam

2). |Lamanya 641 - 960 jam

3). [Lamanya 481 - 640 jam

4). |Lamanya 161 - 480 jam

5). |Lamanya 81 - 160 jam

6). |Lamanya 30 - 80 jam

7). |Lamanya kurang dari 30 jam

PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI (IPTEK) NUKLIR

A.

Pengkajian Iptek Nuklir, 3S (Safety/ Keselamatan,
Security / Keamanan, Safeguards /Seifgard) dan 1L
(Liability / Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir)

Pengkajian Teknologi/ Teknik Nuklir

Mengkaji teknik baru (seperti teknik analisis,
teknik komputasi, teknik ukur, teknik

Perencanaan Program

Perizinan

1). |Mengolah data dalam rangka penyiapan
dokumen perizinan

PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR

A.

Pengoperasian Perangkat Nuklir

1). |Sistem Mutu

a) ‘Wenyu sun Prosedur Kerja
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NO

SUB UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU |(JUMLAH| LAMA | BARU |JUMLAH

2

3

4 S 6 7 8

2).

Uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/
pengoperasian/perawatan /perbaikan/
instalasi/pembuatan (perangkat keras atau
lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning
Perangkat Nuklir

a). {Menyelia kegiatan uji fungsi
(komisioning)/ kalibrasi/operasi/
perawatan/perbaikan/instalasi/pembuata
n perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/dekomisioning Perangkat
Nuklir kelas III

b).

Melaekukan evaluasi kegiatan uji fungsi
(komisioning)/ kalibrasi/ operasi/
perawatan/perbaikan/ instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau
lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning

c). |Menyelia kegiatan uji fungsi
{(komisioning)/ kalibrasi/ operasi/
perawatan/perbaikan/ instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat

d).

Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi
(komisioning)/ kalibrasi/
operasi/perawatan/ perbaikan/ instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau
lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning

[

.|Menyelia kegiatan uji fungsi
(komisioning)/ kalibrasi/
operasi/perawatan/ perbaikan/instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat

f). [Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi
(komisioning)/ kalibrasi/ operasi/
perawatan/ perbaikan/ instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau
lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning

3).

Penanggulangan Kedaruratan Nuklir

a

.|Menyelia kegiatan simulasi kesiapsiagaan/
penanggulangan kedaruratan nuklir/
remediasi lokal

Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir

Perancangan

a).|Menyelia/memeriksa gambar dan
rancangan Perangkat Nuklir

Penyelenggaraan Keselamatan Nuklir

Pengelolaan Bahan Nuklir

a). lMenyiapka,n bahan laporan seifgard

Audi

t

1).

Melakukan kegiatan auditee

2).

Melakukan audit internal

3).

Melakukan tindakan koreksi hasil audit

PENGEMBANGAN PROFESI

A.

Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang
Kepranatanukliran;

1).

Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di
bidang Kepranatanukliran yang

a). |buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b).|buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara internasional

c). |majalah ilmiah

d). [jurnal ilmiah internasional

e). [jurnal ilmiah nasional terakreditasi

f). |prosiding ilmiah konferensi internasional

2).

Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di
bidang Kepranatanukliran yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk:

a). [buku

b). |makalah
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NO

ANGKA KREDIT MENURUT

SUB UNSUR YANG DINILAI

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU |JUMLAH| LAMA | BARU |JUMLAH
1 2 3 4 S 6 7 8
3). [Membuat Karya Tulis/ Karya llmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri di bidang Kepranatanukliran yang
a). {buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional
b).|majalah ilmiah yang diakui secara
4). [Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri dalam bidang Kepranatanukliran yang
tidak dipublikasikan, dalam bentulk:
a). |buku
b).|makalah
5). |Membuat tulisan ilmiah populer di bidang
Kepranatanukliran yang disebarluaskan
melalui media massa
6). [Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,
gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang
Kepranatanukliran pada pertemuan ilmiah
B. |Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-
bahan lain di bidang Kepranatanukliran
1}. [Menerjemahkan/menyadur buku di bidang
Kepranatanukliran yang dipublikasikan,
a). |buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional
b).|majalah ilmiah yg diakui oleh instansi
yang berwenang
2). IMenerjemahkan/menyadur buku di bidang
Kepranatanukliran yang dipublikasikan,
a). jbuku
b).|makalah
3). |[Membuat abstrak tulisan di bidang
Keprananukliran yang dimuat dalam
C. {Penyusunan buku pedoman/ketentuan
pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang
1}). |Membuat buku pedoman di bidang
2). |Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang
Keprananukliran
3). |Membuat ketentuan teknis di bidang
D. [Pengembangan teknologi tepat guna di bidang
Kepranatanukliran
Mengembangkan teknologi tepat guna di
bidang Kepranatanukliran
E. |Perolehan paten
1). {Paten sederhana
2). [Paten
F. |Perolehan Lisensi/ Brevet
1). [Tingkat I
2). |Tingkat II
3). |Tingkat III
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3
II. UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS PRANATA NUKLIR

1.

Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang
kepranatanukliran

Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis
bidang Kepranatanukliran

Pese:

rta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang
Kepranatanukliran

A.

Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang
Kepranatanukliran, sebagai:

1). {Pemrasaran

2). |Pembahas/moderator/narasumber

3). |Peserta

B. [Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional,
1). |{Ketua
2). |Anggota
C. |Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional,

1). [Ketua




- 56 -

ANGKA KREDIT MENURUT

SUB UNSUR YANG DINILAI INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU |JUMLAH| LAMA BARU |JUMLAH
2 3 4 S 6 7 8
J 2). ]Anggota

Keanggotaan dalam organisasi profesi

A. |Menjadi Anggota Organisasi Tingkat
Internasional/Nasional, sebagai:

1). |Pengurus Aktif

2). |Anggota Aktif

B. |Menjadi Anggota Organisasi Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai:

1). |Pengurus Aktif

2). |Anggota Aktif

Keanggotaan dalam Tim Penilai

Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:

A. |Ketua/Wakil Ketua

B. |Anggota

Perolehan penghargaan/tanda jasa

A. |memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya
Lancana Karya Satya

1). |30 (tiga puluh) tahun lebih

2). |20 (dua puluh) tahun

3). |10 (sepuluh) tahun

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

A. | Memperoleh {jazah/gelar yang tidak sesuai bidang

1). [Diploma III

2). |Diploma II

Pembinaan kader non Pranata Nuklir

Memberikan bimbingan penuh kader ilmiah sampai
mencapai Diploma [II, per orang sebagai
Pembimbing Pendamping

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG
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Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

1

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III |LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .............
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .............
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .............
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan .............
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan .............
6. dan seterusnya
NIP.
IV |Catatan Pejabat Pengusul :
1
2
3.
4. dan seterusnya
(Jabatan)
(Nama Pejabat Pengusul)
NIP.
V |Catatan Anggota Tim Penilai :
1.
2.
3.
4. dan seterusnya L,
(Nama Penilai I)
NIP.
(Nama Penilai II)
NIP.
VI |Catatan Ketua Tim Penilai :

1.
2.
3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(Nam a)

NIP.
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CONTOH:
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI PERTAMA

ANAK LAMPIRAN I-1

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI PERTAMA

NOMOR :

Instansi : ....cccooceviiiiiiiiiinn, Masa penilaian tanggal .............. sd .
KETERANGAN PERORANGAN

1. | Nama
2. | NIP
3. | Nomor Seri KARPEG
4. | Tempat Tanggal Lahir
5. | Jenis Kelamin
6. | Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya
7. | Pangkat / Golongan ruang/TMT
8. |} Jabatan Pranata Nuklir Keahlian : PN Ahli Pertama

] Lama
9. | Masa Kerja Golongan Bara
10. | Unit Kerja

ANGKA KREDIT MENURUT
NO SUB UNSUR YANG DINILAI INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU |JUMLAH| LAMA | BARU |JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8

UNSUR UTAMA

1. |PENDIDIKAN

A. |Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh

ijazah /gelar:

1). |Doktor (S3)

2). |Magister (S2)

3). |Sarjana (S1)/ Diploma IV

B. |Diklat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat

Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat:

1). [Lamanya lebih dari 960 jam

2). [Lamanya 641 - 960 jam

3). |Lamanya 481 - 640 jam

4). |Lamanya 161 - 480 jam

5). [Lamanya 81 - 160 jam

6). |Lamanya 30 - 80 jam

7). |Lamanya kurang dari 30 jam

C. |Diklat Prajabatan

|Mengikuti Diklat Prajabatan golongan III

2. |PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI (IPTEK) NUKLIR

A. |Perencanaan Program

1). |Perizinan

a). |Mengumpulkan data dalam rangka
penyiapan dokumen perizinan

3. |PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR

A.JPengoperasian Perangkat Nuklir
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NO

SUB UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU |JUMLAH| LAMA | BARU |JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8

Rencana uji fungsi (komisioning)/
kalibrasi/operasi/ perawatan/ perbaikan/
instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau
lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning
Perangkat Nuklir

a). [Menyusun rencana uji fungsi
(komisioning)/ kalibrasi/operasi/
perawatan/perbaikan/ instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau
lunak)/dekontaminasi/dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas III.

2). |Sistem Mutu
a). ]Menyusun Instruksi Kerja
3). |Uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/
pengoperasian/perawatan/perbaikan/
instalasi/pembuatan (perangkat keras atau
lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning
Perangkat Nuklir
a). |Melakukan kegiatan uji fungsi
(komisioning)/ kalibrasi/instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau
lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas 111
b). |Melakukan kegiatan uji fungsi
(komisioning)/ kalibrasi/operasi/
perawatan/ perbaikan/ instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat
Nuklir kelas II
c). {Melakukan kegiatan uji fungsi
(komisioning)/ kalibrasi/operasi/
perawatan /perbaikan/
instalasi/dekontaminasi/ dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas |
4). |Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk
pengkajian, pengembangan, dan penerapan
iptek nuklir
a). IMelakukan kegiatan pemanfaatan
Perangkat Nuklir untuk pengkajian,
pengembangan, dan penerapan iptek
nuklir
5). |Penanggulangan Kedaruratan Nuklir

a). |Melakukan simulasi kesiapsiagaan/
penanggulangan kedaruratan nuklir/
remediasi lokal

Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir

1.

Penentuan standard/code untuk rancangan/
pengujian

a). [Menyiapkan dan mencari standard/code
yang diterapkan

2).

Perancangan

a). |Membuat rancangan/prototipe, atau
melakukan implementasi desain/ inovasi
atau renovasi perangkat nuklir

Penyelenggaraan Keselamatan Nuklir

1).

Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan
radiasi personil, daerah kerja, lingkungan dan
kesehatan kerja

a). [Mendampingi kegiatan inspeksi

b). |Melakukan pengelolaan keselamatan
radiasi personil/daerah kerja/
lingkungan/ keselamatan dan kesehatan
kerja atau proteksi fisik bahan nuklir

2).

Membuat dokumen Laporan Analisis
Keselamatan {LAK) sebagai persyaratan ljin
Operasi Reaktor dan Instalasi Nuklir Non
Reaktor, AMDAL dan dokumen lainnya yang
sejenis

Pengelolaan Bahan Nuklir

a). |[Membuat laporan seifgard
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NO

SUB UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU [JUMLAH| LAMA | BARU |JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8

PENGEMBANGAN PROFESI

A. [Pembuatan Karya Tulis/Karya limiah di bidang

Kepranatanukliran;

1). |Membuat Karya Tulis/Karya Iimiah hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di
bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk:

a). [buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b).|buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara internasional

c). |majalah ilmiah

d).|jurnal ilmiah internasional

€}. Jjurnal ilmiah nasional terakreditasi

f). |prosiding ilmiah konferensi internasional

2). |[Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di
bidang Kepranatanukliran yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk:

a). [buku
b).|makalah

3). [Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk:

a). |buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b).[majalah ilmiah yang diakui secara
nasional

4). [Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri dalam bidang Kepranatanukliran yang
tidak dipublikasikan, dalam bentuk:

a). [buku
b).|makalah

5). |Membuat tulisan ilmiah populer di bidang
Kepranatanukliran yang disebarluaskan
melalui media massa

6). [Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,
gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang
Kepranatanukliran pada pertemuan ilmiah

B. |Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-
bahan lain di bidang Kepranatanukliran
1). |Menerjemahkan/menyadur buku di bidang

Kepranatanukliran yang dipublikasikan,

dalam bentuk:

a). {buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b).|majalah ilmiah yg diakui oleh instansi
yang berwenang

2). |Menerjemahkan/menyadur buku di bidang
Kepranatanukliran yang dipublikasikan,
dalam bentuk:

a}. buku
b).|makalah

3). {Membuat abstrak tulisan di bidang
Keprananukliran yang dimuat dalam
penerbitan

C. |Penyusunan buku pedoman/ketentuan
pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang

Kepranatanukliran

1). |[Membuat buku pedoman di bidang
Keprananukliran

2). [Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang
Keprananukliran

3). [Membuat ketentuan teknis di bidang
Keprananukliran

D. |Pengembangan teknologi tepat guna di bidang

Kepranatanukliran
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ANGKA KREDIT MENURUT

NO SUB UNSUR YANG DINILAI INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU |JUMLAH| LAMA BARU |JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8
Mengembangkan teknologi tepat guna di
bidang Kepranatanukliran
E. |Perolehan paten
1). |Paten sederhana
2). |Paten
F. |Perolehan Lisensi/ Brevet
1). |Tingkat I
2). |Tingkat Il
3). |Tingkat III
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 4
II. |UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS PRANATA NUKLIR

1 |Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang
kepranatanukliran

Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis
bidang Kepranatanukliran

2 |Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang
Kepranatanukliran

A. |Mengikuti seminar/lokakarya/ konferensi di
bidang Kepranatanukliran, sebagai:

1). |Pemrasaran

2). |Pembahas/moderator/narasumber

3). |Peserta
B. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional,
1). |Ketua
2). |Anggota
C. [Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional,
sebagai:
1). |Ketua
2). |Anggota

3 |Keanggotaan dalam organisasi profesi

A. |Menjadi Anggota Organisasi Tingkat
Internasional/Nasional, sebagai:

1). |Pengurus Aktif

2). |Anggota Aktif

B. |Menjadi Anggota Organisasi Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai:

1). |Pengurus Aktif

2). |Anggota Aktif

4 |Keanggotaan dalam Tim Penilai

Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:

A. {Ketua/Wakil Ketua

B. [Anggota

S |Perolehan penghargaan/tanda jasa

A. |memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya
Lancana Karya Satya

1). |30 (tiga puluh) tahun lebih

2). |20 (dua puluh) tahun

3). |10 (sepuluh) tahun

6 |Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

A. |Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang
tugasnya

1). [Doktor (S3)

2). |Pasca Sarjana (S2)

3). |Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG
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Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

1

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu




I

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:

A T o

dan seterusnya

Surat pernyataan melakukan kegiatan
Surat pernyataan melakukan kegiatan
Surat pernyataan melakukan kegiatan
Surat pernyataan melakukan kegiatan
Surat pernyataan melakukan kegiatan

NIP.
IV |Catatan Pejabat Pengusul :
1.
2.
3.
4. dan seterusnya
(Jabatan)
(Nama Pejabat Pengusul)
NIP.
V |Catatan Anggota Tim Penilai :
1.
2
3.
4. danseterusnya L
(Nama Penilai I)
NIP.
(Nama Penilai II)
NIP.
V1 |Catatan Ketua Tim Penilai :

1.
2.
3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(Nam a)

NIP.
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CONTOH:
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI MUDA

ANAK LAMPIRAN I-m

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI MUDA

NOMOR :
Instansi @ ... Masa penilaian tanggal .............. sd .l
KETERANGAN PERORANGAN

1. | Nama

2. | NIP

3. | Nomor Seri KARPEG

4. | Tempat Tanggal Lahir

5. | Jenis Kelamin

6. | Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya

7. | Pangkat / Golongan ruang/TMT :

8. | Jabatan Pranata Nuklir Keahlian : PN Ahli Muda

. Lama
9. | Masa Kerja Golongan Bara
10. | Unit Kerja
ANGKA KREDIT MENURUT
NO SUB UNSUR YANG DINILAI INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8
I. |UNSUR UTAMA

1. |PENDIDIKAN

A. [Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh

ijazah /gelar:
1). |Doktor (S3)
2). [Magister (S2)
3). |Sarjana (S1)/Diploma IV

B. |Diklat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat

Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat:

1). |Lamanya lebih dari 960 jam

2). |Lamanya 641 - 960 jam

3). |Lamanya 481 - 640 jam

4). |Lamanya 161 - 480 jam

5). |Lamanya 81 - 160 jam

6). |Lamanya 30 - 80 jam

7). |Lamanya kurang dari 30 jam

2. |PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI (IPTEK) NUKLIR

A. |Pengkajian Iptek Nuklir, 3S (Safety /
Keselamatan, Security /Keamanan,
Safeguards /Seifgard) dan 1L (Liability /
Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir)

1). |Pengkajian Teknologi/Teknik Nuklir

a). |Mengkaji teknik baru (seperti teknik
analisis, teknik komputasi, teknik ukur,
teknik sampling)
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ANGKA KREDIT MENURUT
NO SUB UNSUR YANG DINILAI INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 S 6 7 8
B. [|Perencanaan Program
1). |Strategi/program/TOR/kegiatan
a). |Membuat usulan kegiatan tahunan/
kegiatan 5 (lima) tahunan/kegiatan
insidental
2). |Program Fasilitas Nuklir
a).|Menyusun program pengoperasian dan
perawatan sesuai dengan sistem
manajemen keselamatan
3). |Perizinan
a). |Mengolah data dalam rangka penyiapan
dokumen perizinan
PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR
A. {Pengoperasian Perangkat Nuklir
1). {Rencana uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/
operasi/ perawatan/ perbaikan/instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat
Nuklir
a). |Menyusun rencana uji fungsi
(komisioning)/ kalibrasi/operasi/
perawatan/perbaikan/ instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau
lunak)/dekontaminasi/dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas II.
2). [Sistem Mutu
a). |[Menyusun Prosedur Kerja
3). {Uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/
pengoperasian/perawatan/perbaikan/
instalasi/pembuatan (perangkat keras atau
lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning
Perangkat Nuklir
a). [Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi
{komisioning)/kalibrasi/ operasi/
perawatan/perbaikan/ instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau
lunak}/dekontaminasi/ dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas III
b). [Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi
(komisioning) /kalibrasi/
operasi/perawatan/perbaikan/
instalasi/pembuatan perangkat (keras
atau lunak)/dekontaminasi/
dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II
c). [Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi
(komisioning)/kalibrasi/
operasi/perawatan/perbaikan/
instalasi/pembuatan perangkat (keras
atau lunak)/dekontaminasi/
dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I
4). |Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk
pengkajian, pengembangan, dan penerapan
iptek nuklir
a). |Melakukan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Pemanfaatan Perangkat Nuklir
untuk pengkajian, pengembangan, dan
penerapan iptek nuklir
5). |Penanggulangan Kedaruratan Nuklir
a). |Melakukan evaluasi simulasi
kesiapsiagaan/penanggulangan
kedaruratan nuklir/remediasi lokal
B. |Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir
1). [Penentuan standardcode untuk
rancangan/pengujian
a). [Memilih standard/code yang diterapkan
2). |Perancangan
a). {Melakukan evaluasi rancangan/
prototipe, atau implementasi desain/
inovasi atau renovasi Perangkat Nuklir
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NO

SUB UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

2

3

4

5

6

7

8

Penyelenggaraan Keselamatan Nuklir

).

Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan
radiasi personil, daerah kerja, lingkungan
dan kesehatan kerja

a). |[Melakukan evaluasi pengelolaan
keselamatan radiasi personil/daerah
kerja/lingkungan/keselamatan dan
kesehatan kerja atau proteksi fisik
Bahan Nuklir

Membuat dokumen Laporan Analisis
Keselamatan (LAK) sebagai persyaratan ljin
Operasi Reaktor dan Instalasi Nuklir Non
Reaktor,AMDAL dan dokumen lainnya yang
sejenis

3).

Pengelolaan bahan nuklir

a). IMelakukan evaluasi kegiatan seifgard

Audit

1).

Melakukan kegiatan auditee

2).

Melakukan audit internal

3).

Melakukan tindakan koreksi hasil audit

PENGEMBANGAN PROFESI

A

Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang
Kepranatanukliran;

1).

Membuat Karya Tulis/ Karya [lmiah hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi
di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk:

a). |buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b).{buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara internasional

¢). [majalah ilmiah

d). [jurnal ilmiah internasional

e). [jurnal ilmiah nasional terakreditasi

f). |prosiding ilmiah konferensi internasional

Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi
di bidang Kepranatanukliran yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk:

a}. |buku

b). {[makalah

3).

Membuat Karya Tulis/Karya llmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk:

a). |buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b).|majalah ilmiah yang diakui secara
nasional

4).

Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri dalam bidang Kepranatanukliran
yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:

a). |buku

b). |makalah

5).

Membuat tulisan ilmiah populer di bidang
Kepranatanukliran yang disebarluaskan
melalui media massa

Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,
gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang
Kepranatanukliran pada pertemuan ilmiah

Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau
bahan-bahan lain di bidang Kepranatanukliran

1.

Menerjemahkan/menyadur buku di bidang
Kepranatanukliran yang dipublikasikan,
dalam bentuk: '

a). |buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional
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ANGKA KREDIT MENURUT

NO SUB UNSUR YANG DINILAI INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8
b).|majalah ilmiah yg diakui oleh instansi
yang berwenang
2). |Menerjemahkan/menyadur buku di bidang
Kepranatanukliran yang dipublikasikan,
dalam bentuk:
a). fbuku
b).|makalah
3). [Membuat abstrak tulisan di bidang
Keprananukliran yang dimuat dalam
penerbitan
C. |Penyusunan buku pedoman/ketentuan
pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang
Kepranatanukliran
1). [Membuat buku pedoman di bidang
Keprananukliran
2). [IMembuat ketentuan pelaksanaan di bidang
Keprananukliran
3). |Membuat ketentuan teknis di bidang
Keprananukliran
D. [Pengembangan teknologi tepat guna di bidang
Kepranatanukliran
Mengembangkan teknologi tepat guna di
bidang Kepranatanukliran
E. [Perolehan paten
1). {Paten sederhana
2). |Paten
F. [Perolehan Lisensi/ Brevet
1). |Tingkat I
2). {Tingkat 1l
3). |Tingkat III
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3
II. [UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS PRANATA NUKLIR

1

Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang
kepranatanukliran

Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis
bidang Kepranatanukliran

2 |Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di
bidang Kepranatanukliran
A. |Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di
bidang Kepranatanukliran, sebagai:
1). |Pemrasaran
2). |Pembahas/moderator/narasumber
3). |Peserta
B. |Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional,
sebagai:
1). |Ketua
2). |Anggota
C. [Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan
Internasional, sebagai:
1). |Ketua
2). [Anggota
3 {Keanggotaan dalam Organisasi Profesi
A. {Menjadi Anggota Organisasi Tingkat
Internasional/Nasional, sebagai:
1). [Pengurus Aktif
2). |Anggota Aktif
B. {Menjadi Anggota Organisasi Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai:
1). |Pengurus Aktif
2). {Anggota Aktif
4 |Keanggotaan dalam Tim Penilai
Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:
A. |Ketua/Wakil Ketua
B. |Anggota
5 |Perolehan penghargaan/tanda jasa
A. |memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya

Lancana Karya Satya

1). |30 (tiga puluh) tahun lebih

2). |20 {dua puluh) tahun

3). |10 (sepuluh) tahun
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NO

SUB UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8

6 |Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

A. |memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai
bidang tugasnya

1). |Doktor (S3)

2). |Pasca Sarjana (S2)

3). |Sarjana (S1)/Diploma IV (D1V)

7 |Pembinaan kader non Pranata Nuklir

Memberikan bimbingan penuh kader iimiah sampai
mencapai Diploma III, per orang sebagai Pembimbing
pendamping

A. |Pasca Sarjana (S2), per orang sebagai:

1). [Pembimbing pendamping

B. |Sarjana (S1)/Diploma IV/Diploma IlIi, per orang
sebagai:

1). |Pembimbing utama

2). |Pembimbing pendamping

3). |Penguji

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

1

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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I

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:

RIS R S

Surat pernyataan melakukan kegiatan
Surat pernyataan melakukan kegiatan

Surat pernyataan melakukan kegiatan

Surat pernyataan melakukan kegiatan
Surat pernyataan melakukan kegiatan

dan seterusnya

NIP.
IV |Catatan Pejabat Pengusul :
1.
2.
3.
4. dan seterusnya
(Jabatan)
(Nama Pejabat Pengusul)
NIP.
V |Catatan Anggota Tim Penilai :
1
2.
3.
4. danseterusnya L
(Nama Penilai I)
NIP.
(Nama Penilai II)
NIP.
V1l |[Catatan Ketua Tim Penilai :

1.
2.
3.
4.

dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

{Nam a)

NIP.
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ANAK LAMPIRAN I-n
PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI MADYA

NOMOR :

Instansi @ ..o

Masa penilaian tanggal .............. s.d

KETERANGAN PERORANGAN

NIP

Nomor Seri KARPEG

Tempat Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya

wfafo|o]|s|w|wf-

Pangkat / Golongan ruang/TMT

Jabatan Pranata Nuklir Keahlian

: PN Ahli Madya

©

Masa Kerja Golongan

Baru

10.

Unit Kerja

NO

SUB UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH | LAMA | BARU

JUMLAH

3 4 S 6 7

8

UNSUR UTAMA

1.

PENDIDIKAN

A. |Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar:

1). |Doktor (S3)

2). |Magister {S2)

3). |Sarjana (S1)/ Diploma IV

B. |Diklat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat

Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau

sertifikat:

1). |Lamanya lebih dari 960 jam
2). |Lamanya 641 - 960 jam

3). |Lamanya 481 - 640 jam

4). |Lamanya 161 - 480 jam

5). |Lamanya 81 - 160 jam

6). [Lamanya 30 - 80 jam

7). |Lamanya kurang dari 30 jam

PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI (IPTEK) NUKLIR

A. |Pengkajian Iptek Nuklir, 3S (Safety/ Keselamatan,
Security /| Keamanan, Safeguards / Seifgard) dan 1L
(Liability/ Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir)

1). |Pengkajian Kebijakan Iptek Nuklir

a. {Mengkaji kebijakan iptek nuklir tingkat
lembaga

2). |Pengkajian Kebijakan Keselamatan,

Keamanan dan Seifgard (Safety, Security dan

Safeguard s) serta Liability
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NO

SUB UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8

B

.{Mengkaji kebijakan keselamatan,
keamanan, seifgard dan liability tingkat
lembaga

Pengkajian Teknologi/Teknik Nuklir

a). [IMengkaji teknologi baru (seperti proses
produksi, teknologi pabrikasi, teknologi
reaktor, teknologi keselamatan dan
teknologi pengolahan limbah)

Perencanaan Program

1).

-

Strategi/program/TOR/kegiatan

a). |Merumuskan kegiatan pengkajian,
pengembangan, penerapan dan
Pemanfaatan iptek nuklir tingkat eselon II

2). |Program Fasilitas Nuklir
a). |Menyusun program uji fungsi dan kinerja
untuk struktur, sistem dan/atau
komponen
3). [Studi kelayakan
a).|Melakukan studi kelayakan operasi
Perangkat Nuklir/Instalasi Nuklir
4). |Perizinan

auMenyusun dokumen perizinan

PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR

A. [Pengoperasian Perangkat Nuklir

1). IRencana uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/
operasi/ perawatan/ perbaikan/instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/dekomisioning Perangkat
Nuklir
a). |Menyusun rencana uji fungsi

(komisioning)/ kalibrasi/operasi/
perawatan/perbaikan/ instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau
lunak)/dekontaminasi/dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas 1.

2). |Sistem Mutu
a).IMenyusun Panduan Mutu

3). |Uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/
pengoperasian/perawatan/ perbaikan/
instalasi/pembuatan (perangkat keras atau
lunak)/dekontaminasi/dekomisioning
Perangkat Nuklir
a). [Melakukan koordinasi teknis kegiatan uji

fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/
perawatan/ perbaikan/ instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat
Nuklir kelas III.

b).|Melakukan koordinasi teknis kegiatan uji
fungsi (komisioning)/kalibrasi/ operasi/
perawatan/perbaikan/ instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat
Nuklir kelas II.

c). |[Melakukan koordinasi teknis kegiatan uji
fungsi (komisioning) /kalibrasi/ operasi/
perawatan /perbaikan/ instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat
Nuklir kelas I.

4). |Pemanfaatan perangkat nuklir untuk
pengkajian, pengembangan, dan penerapan
iptek nuklir.

a). [Melakukan koordinasi teknis kegiatan
Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk
pengkajian, pengembangan, dan
penerapan iptek nuklir.

5). [Penanggulangan Kedaruratan Nuklir
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ANGKA KREDIT MENURUT

NO SUB UNSUR YANG DINILAI INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8

a

.|Melakukan koordinasi teknis simulasi
kesiapsiagaan/ penanggulangan
kedaruratan nuklir/ remediasi lokal

Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir

1).

Penentuan standard/code untuk rancangan/
pengujian

a). |Mengkaji kelayakan penerapan standard/
code

2).

Perancangan

a).

Melakukan koordinasi teknis kegiatan
rancangan/prototipe, atau implementasi
desain/inovasi atau renovasi Perangkat
Nuklir

Penyelenggaraan Keselamatan Nuklir

1).

Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan
radiasi personil, daerah kerja, lingkungan dan
kesehatan kerja

a). |Melakukan koordinasi teknis pengelolaan
keselamatan radiasi personil/daerah
kerja/ lingkungan/ keselamatan dan
kesehatan kerja atau proteksi fisik Bahan
Nuklir

2).

Membuat dokumen Laporan Analisis
Keselamatan (LAK) sebagai persyaratan ljin
Operasi Reaktor dan Instalasi Nuklir Non
Reaktor, AMDAL dan dokumen lainnya yang
sejenis

3).

Pengelolaan Bahan Nuklir

a). [Melakukan koordinasi teknis kegiatan
seifgard

Audit

1).

Melakukan asesmen/konsultasi mutu dalam
rangka akreditasi

PENGEMBANGAN PROFESI

A.

Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang
Kepranatanukliran;

1).

Membuat Karya Tulis/ Karya llmiah hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di
bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk:

a). |buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b}.|buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara internasional

¢). [majalah ilmiah

d).|jurnal ilmiah internasional

e). [jurnal ilmiah nasional terakreditasi

f). |prosiding ilmiah konferensi internasional

Membuat Karya Tulis/ Karya llmiah hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di
bidang Kepranatanukliran yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk:

a). |buku

b). |makalah

3).

Membuat Karya Tulis/ Karya llmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk:

a). |buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b).[majalah ilmiah yang diakui secara
nasional

4).

Membuat Karya Tulis/ Karya [lmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri dalam bidang Kepranatanukliran yang
tidak dipublikasikan, dalam bentuk:

a). |buku

b).{makalah
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ANGKA KREDIT MENURUT

NO SUB UNSUR YANG DINILAI INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8

5). |Membuat tulisan ilmiah populer di bidang

Kepranatanukliran yang disebarluaskan
melalui media massa

6). [Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,
gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang
Kepranatanukliran pada pertemuan ilmiah

B. |Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-
bahan lain di bidang Kepranatanukliran

1). |Menerjemahkan/menyadur buku di bidang
Kepranatanukliran yang dipublikasikan,
dalam bentuk:

a}. {buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b).|majalah ilmiah yg diakui oleh instansi
yang berwenang

2). [Menerjemahkan/menyadur buku di bidang
Kepranatanukliran yang dipublikasikan,
dalam bentuk:

a). |buku

b). | makalah

3). |Membuat abstrak tulisan di bidang
Keprananukliran yang dimuat dalam
penerbitan

C. |Penyusunan buku pedoman/ketentuan
pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang
Kepranatanukliran

1). [IMembuat buku pedoman di bidang
Keprananukliran

2). [Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang
Keprananukliran

3). |[Membuat ketentuan teknis di bidang
Keprananukliran

D. |Pengembangan teknologi tepat guna di bidang
Kepranatanukliran

Mengembangkan teknologi tepat guna di
bidang Kepranatanukliran

E. |Perolehan paten

1). |Paten sederhana

2). |Paten

F. |Perolehan Lisensi/Brevet
1). |Tingkat I
2). [Tingkat [I

3). |Tingkat III

JUMLAH UNSUR UTAMA 1S.D 3

II.

UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS PRANATA NUKLIR

1 |Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang
Kepranatanukliran

Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis
bidang Kepranatanukliran

2 |Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang
Kepranatanukliran

A. |Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang
Kepranatanukliran, sebagai:

1). [Pemrasaran

2). |Pembahas/moderator/narasumber

3). |Peserta

B. [Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional,
sebagai:

1). |Ketua

2). |Anggota

C. |Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional,
sebagai:

1). [Ketua

2). {Anggota




-76 -

ANGKA KREDIT MENURUT

SUB UNSUR YANG DINILAI INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
2 3 4 5 6 7 8

3 |Keanggotaan dalam organisasi profesi

A. |Menjadi Anggota Organisasi Tingkat
Internasional/Nasional, sebagai:

1). |Pengurus Aktif

2). |Anggota Aktif

B. [Menjadi Anggota Organisasi Tingkat
Provinsi/Kabupaten /Kota, sebagai:

1). |Pengurus Aktif

2). |Anggota Aktif

4 |Keanggotaan dalam Tim Penilai

Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:

A. |Ketua/Wakil Ketua

B. {Anggota

5 |Perolehan penghargaan/tanda jasa

A. | Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya
Lancana Karya Satya

1). |30 (tiga puluh) tahun lebih

2}. 120 (dua puluh) tahun

3). {10 (sepuluh) tahun

6 [Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

A. |Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang
tugasnya

1). |Doktor (S3)

2). |Pasca Sarjana (S2)

3). [Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV)

7 |Pembinaan kader non Pranata Nuktir

Memberikan bimbingan penuh kader ilmiah sampai
mencapai Diploma I, per orang sebagai Pembimbing
pendamping

A. IDoktor ($3), per orang sebagai:

1)-ﬁlgembimbing pendamping

B. |Pasca Sarjana (S2), per orang sebagai:

1). |Pembimbing utama

2). |Pembimbing pendamping

3). |Penguji Pasca sarjana

C. [Sarjana (S1)/Diploma IV/Diploma III, per orang
sebagai:

1). |Pembimbing utama

2). |Pembimbing pendamping

3). |Penguji

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG




Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)
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1

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III |LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .............
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .............
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .............
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......... ..
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan .............
6. dan seterusnya
NIP.
IV |Catatan Pejabat Pengusul :
1
2
3.
4. dan seterusnya
(Jabatan)
(Nama Pejabat Pengusul)
NIP.
V |Catatan Anggota Tim Penilai :
1
2.
3.
4. dan seterusnya L
{Nama Penilai I)
NIP.
(Nama Penilai II)
NIP.
VI |Catatan Ketua Tim Penilai :

1

2.
3.
4.

dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(Nam a)

NIP.
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ANAK LAMPIRAN I-0
PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI UTAMA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI UTAMA

NOMOR :
Instansi @ ..., Masa penilaian tanggal .................... sd
KETERANGAN PERORANGAN

1. | Nama
2. | NIP
3. | Nomor Seri KARPEG
4. | Tempat Tanggal Lahir
5. | Jenis Kelamin
6. | Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya
7. | Pangkat / Golongan ruang/TMT :
8. | Jabatan Pranata Nuklir Keahlian : PN Ahli Utama

Lama
9. Baru
10.

ANGKA KREDIT MENURUT
NO SUB UNSUR YANG DINILAI INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8

I. |[UNSUR UTAMA

1. |PENDIDIKAN

A. |Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar:

1). {Doktor (S3)

2). [Magister (S2)

3). |Sarjana (S1)/ Diploma IV

B. |Diklat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat

Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat:

1). |Lamanya lebih dari 960 jam

2). |Lamanya 641 - 960 jam

3). [Lamanya 481 - 640 jam

4). |[Lamanya 161 - 480 jam

5). [Lamanya 81 - 160 jam

6). [Lamanya 30 - 80 jam

7). |Lamanya kurang dari 30 jam

2. |PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI (IPTEK) NUKLIR

A. |Pengkajian Iptek Nuklir, 3S (Safety /Keselamatan,
Security / Keamanan, Safeguards /Seifgard) dan 1L
(Liability / Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir)

1). |Pengkajian Kebijakan Iptek Nuklir

a). {Mengkaji kebijakan iptek nuklir tingkat
nasional
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ANGKA KREDIT MENURUT

SUB UNSUR YANG DINILAI INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
2 3 4 5 6 7 8

2). [Pengkajian Kebijakan Keselamatan,
Keamanan dan Seifgard (Safety, Security dan
Safeguards) serta Liability

a). [Mengkaji kebijakan keselamatan,
keamanan, seifgard dan liability tingkat
nasional

3). [Pengkajian Teknologi/Teknik Nuklir

a). |Melakukan reviu hasil pengkajian teknik/
teknologi baru

B. |Penguasaan, pengembangan, dan penerapan iptek
nuklir

1). {Membuat proposal untuk kegiatan
pengkajian/pengembangan /penerapan/
Pemanfaatan iptek nuklir

2). I[Membuat laporan hasil pengkajian/
pengembangan /penerapan/Pemanfaatan
iptek nuklir

C. |Perencanaan program
1). {Strategi/program/TOR/kegiatan

a). |Merumuskan program pengkajian,
pengembangan, penerapan, dan
Pemanfaatan iptek nuklir tingkat lembaga

b).|Melakukan reviu rumusan program/
kegiatan pengkajian, pengembangan,
penerapan dan Pemanfaatan iptek nuklir
tingkat lembaga/eselon II

2). [Program Fasilitas Nuklir

a). [Melakukan reviu perencanaan program
Instalasi Nuklir

3). {Studi Kelayakan

a). |Melakukan reviu terhadap dokumen hasil
studi kelayakan operasi Perar.gkat Nuklir/
Instalasi Nuklir

4). [Perizinan

aT[Melakuka.n reviu dokumen perizinan

PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR

A. |Pengoperasian Perangkat Nuklir

1). |Rencana uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/
operasi/ perawatan/perbaikan/instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/dekomisioning Perangkat
Nuklir

a). |Melakukan reviu rencana uji fungsi
(komisioning)/kalibrasi/operasi/perawata
n/perbaikan/instalasi/ pembuatan
perangkat (keras atau
lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning
Perangkat Nuklir

2). |Sistem Mutu

a). |Melakukan reviu Instruksi Kerja/Prosedur
Kerja/Panduan Mutu

3). |Uji fungsi (komisioning) /kalibrasi/
pengoperasian/ perawatan/ perbaikan/
instalasi/pembuatan (perangkat keras atau
lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning
Perangkat Nuklir.

a). {Melakukan reviu dokumen hasil kegiatan
wji fungsi (komisioning)/
kalibrasi/operasi/ perawatan/
perbaikan/instalasi/ pembuatan
perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/dekomisioning Perangkat
Nuklir kelas III

b).{Melakukan reviu dokumen hasil kegiatan
uji fungsi (komisioning)/
kalibrasi/operasi/ perawatan/
perbaikan/instalasi/ pembuatan
perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/dekomisioning Perangkat
Nuklir kelas 11
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ANGKA KREDIT MENURUT

SUB UNSUR YANG DINILAI INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
2 3 4 5 6 7 8

c). [Melakukan reviu dokumen hasil kegiatan
uji fungsi (komisioning)/
kalibrasi/operasi/ perawatan/ perbaikan/
instalasi/ pembuatan perangkat (keras
atau lunak)/ dekontaminasi/
dekomisioning Perangkat Nuklir kelas !

4). |Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk
pengkajian, pengembangan, dan penerapan
iptek nuklir

a). |Melakukan reviu pelaksanaan kegiatan
Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk
pengkajian, pengembangan, dan
penerapan iptek nuklir

5). |Penanggulangan Kedaruratan Nuklir

a. |Melakukan reviu simulasi kesiapsiagaan/
penanggulangan kedaruratan nuklir/
remediasi lokal

B. [Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir

1). |Penentuan standard/code untuk rancangan/
pengujian

a). lMenetapkan penerapan standard/code

2). |Perancangan

a). |Melakukan reviu rancangan/ prototipe,
atau implementasi desain/inovasi atau
renovasi Perangkat Nuklir

C. |Penyelenggaraan Keselamatan Nuklir

1). |Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan
radiasi personil, daerah kerja, lingkungan dan
kesehatan kerja

a). |Melakukan reviu pengelolaan keselamatan
radiasi personil/daerah kerja/lingkungan/
keselamatan dan kesehatan kerja atau
proteksi fisik Bahan Nuklir

2). |[Membuat dokumen Laporan Analisis
Keselamatan (LAK) sebagai persyaratan ljin
Operasi Reaktor dan Instalasi Nuklir Non
Reaktor, AMDAL dan dokumen lainnya yang
sejenis

3). {Pengelolaan Bahan Nuklir

a}.lMelakukan reviu laporan seifgard

D. |Audit

1). [Melakukan reviu pelaksanaan jaminan mutu

PENGEMBANGAN PROFESI

A. [Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang
Kepranatanukliran;

1). |Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiab hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di
bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk:

a). |buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b).|buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara internasional

¢). |majalah ilmiah

d). [jurnal ilmiah internasional

e). [jurnal ilmiah nasional terakreditasi

f). |prosiding ilmiah konferensi internasional

2). [Membuat Karya Tulis/ Karya [lmiah hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di
bidang Kepranatanukliran yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk:

a). [buku

b). [makalah

3). |Membuat Karya Tulis/ Karya Iltiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk:

a). |buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional
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NO

SUB UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU | JUMLAH | LAMA BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8
b).|majalah ilmiah yang diakui secara
nasional
4). [Membuat Karya Tulis/ Karya llmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri dalam bidang Kepranatanukliran yang
tidak dipublikasikan, dalam bentuk:
a). |buku
b}.|makalah
5). |Membuat tulisan ilmiah populer di bidang
Kepranatanukliran yang disebarluaskan
melalui media massa
6). [Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,
gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang
Kepranatanukliran pada pertemuan ilmiah
B. |Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-
bahan lain di bidang Kepranatanukliran
1). |Menerjemahkan/menyadur buku di bidang
Kepranatanukliran yang dipublikasikan,
dalam bentuk:
a). |buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional
b).|majalah ilmiah yg diakui oleh instansi
yang berwenang
2). |[Menerjemahkan/menyadur buku di bidang
Kepranatanukliran yang dipublikasikar,
dalam bentuk:
a). |buku
b).|makalah
3). {Membuat abstrak tulisan di bidang
Keprananukliran yang dimuat dalam
penerbitan
C. [Penyusunan buku pedoman/ketentuan
pelaksanaan /ketentuan teknis di bidang
Kepranatanukliran
1). |[Membuat buku pedoman di bidang
Keprananukliran
2). |Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang
Keprananukliran
3). [IMembuat ketentuan teknis di bidang
Keprananukliran
D. |Pengembangan teknologi tepat guna di bidang
Kepranatanukliran
Mengembangkan teknologi tepat guna di
bidang Kepranatanukliran
E. [Perolehan paten
1). [Paten sederhana
2). |Paten
F. jPerolehan Lisensi/ Brevet
1). |Tingkat 1
2). |Tingkat Il
3). |Tingkat III
JUMLAH UNSUR UTAMA 1S.D 3
II. |UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS PRANATA NUKLIR

1

Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang
kepranatanukliran

Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis
bidang Kepranatanukliran

Pese

rta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang

Kepranatanukliran

A.

Mengikuti seminar/lokakarya/ konferensi di
bidang Kepranatanukliran, sebagai:

1). [Pemrasaran

2). |Pembahas/moderator/narasumber

3). |Peserta
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NO

SUB UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU | JUMLAH | LAMA BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8
B. |Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional,
sebagai:
1). |Ketua
2). JAnggota
C.

Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional,
sebagai:

1). |Ketua

2). |Anggota

Keanggotaan dalam organisasi profesi

A.

Menjadi Anggota Organisasi Tingkat
Internasional/Nasional, sebagai:

1). [Pengurus Aktif

2). {Anggota Aktif

Menjadi Anggota Organisasi Tingkat
Provinsi/Kabupaten /Kota, sebagai:

1). |Pengurus Aktif

2). |Anggota Aktif

Keanggotaan dalam Tim Penilai

Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:

A.

Ketua/ Wakil ketua

B.

Anggota

Perolehan penghargaan/tanda jasa

A.

Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya
Lancana Karya Satya

1). |30 (tiga puluh) tahun lebih

2). 120 (dua puluh) tahun

3). |10 {sepuluh) tahun

6

Perolehan gelar kesarianaan lainnya

Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang
tugasnya

1}). |Doktor (S3)

2). |Pasca Sarjana {S2)

3). |Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV)

Pembinaan kader non Pranata Nuklir

Memberikan bimbingan penuh kader ilmiah sampai
mencapai Diploma IIl, per orang sebagai Pembimbing

A. |Doktor (83), per orang sebagai:
1). |Pembimbing utama
2). |Pembimbing pendamping
3. |Penguji Doktor
B. |Pasca Sarjana (S2), per orang sebagai:
1). |Pembimbing utama
2). {Pembimbing pendamping
3). |Penguji Pasca sarjana
C.

Sarjana (S1)/Diploma IV/Diploma Ili, per orang
sebagai:

1). |Pembimbing utama

2). |Pembimbing pendamping

3). [Penguji

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG




Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)
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1

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III [LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .............
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan .............
6. dan seterusnya
NIP.
IV |Catatan Pejabat Pengusul :
1
2
3.
4. dan seterusnya
(Jabatan)
(Nama Pejabat Pengusul)
NIP.
V |Catatan Anggota Tim Penilai :
1.
2.
3.
4. dan seterusnya e
(Nama Penilai )
NIP.
(Nama Penilai 1)
NIP.
VI [Catatan Ketua Tim Penilai :

1

2.
3.
4.

dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(Nama)

NIP.




CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI

PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang

Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit kerja
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ANAK LAMPIRAN I-p

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN

.......................................................................

........................................................................

Telah mengikuti Pendidikan sebagai berikut:

.......................................................................

.......................................................................

........................................................................

........................................................................

Jumlah Jumlah

No Uraian Kegiatan Tanggal S}e;tugn Volume Angka Angka Ketergnggn/

asil . Kredit . bukti fisik

Kegiatan Kredit

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

S.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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ANAK LAMPIRAN I-q
PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH

MELAKUKAN KEGIATAN PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMANFAATAN IPTEK NUKLIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit kerja

.........................................................................
..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Telah melakukan kegiatan pemanfaatan iptek nuklir sebagai berikut:

Jumlah Jumlah
No Uraian Kegiatan Tanggal S;g:ialn Vol}lme ﬁ?egé(l? Angk_a Kgltf]:gnﬁg;i/
Kegiatan Kredit
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

.......




CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGELOLAAN PERANGKAT

NUKLIR

- 88 -

ANAK LAMPIRAN I-r

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit kerja

...........................................................................
..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................
.........................................................................

Telah melakukan kegiatan pengelolaan perangkat nuklir sebagai berikut:

. . Satuan Jumlah Angka Jumlah Keterangan/
No Uraian Kegiatan Tanggal Hasil Vol}xme Kredit Angk.a bukti fisik
Kegiatan Kredit
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

.................
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ANAK LAMPIRAN I-s

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP PPN
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

..........................................................................

..........................................................................

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP D e teeeereeeeereh e eeeate e eeaan et e e s e et eeeeas
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

..........................................................................

...........................................................................

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

Jumlah Jumlah
. . Satuan Angka Keterangan

No Uraian Kegiatan Tanggal Hasil Vol'ume Kr egdit Angk.a bukti ﬁgsik/
Kegiatan Kredit

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

S.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PRANATA

NUKLIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
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ANAK LAMPIRAN I-t

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PRANATA NUKLIR

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit kerja

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas pranata nuklir sebagai berikut:

. . Satuan Jumlah Angka Jumlah Keterangan/
No Uraian Kegiatan Tanggal - Volume . Angka g
Hasil . Kredit . bukti fisik
Kegiatan Kredit
1 2 3 4 S5 6 7 8
L.
2.
3.
4.
5.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

ANAK LAMPIRAN I-u

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR: ......ovvennnnen.

INStANSI: covviviiiveiiniiriiecieneans

.................................

Masa Penilaian: .....coovivivviviiineiieninnennns

] | KETERANGAN PERORANGAN

Nama

NIP

Nomor Seri KARPEG

Pangkat/Golongan ruang TMT

Tempat dan Tanggal lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Tertinggi

Jabatan Fungsional/TMT

ORI N||U]|H ] WIN|[—

Unit Kerja

II | PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMA BARU JUMLAH

1. | UNSUR UTAMA

A | Pendidikan
1) Pendidikan formal

2) Diklat fungsional di

(STTPP) atau sertifikat

bidang kepranatanukliran
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

serta

3) Diklat Prajabatan

B | Pemanfaatan iptek nuklir

C | Pengelolaan perangkat nuklir

D | Pengembangan profesi

Jumlah Unsur Utama

2. | UNSUR PENUNJANG

Penunjang Tugas Pranata Nuklir

Jumlah Unsur Penunjang

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

Il | DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT/DINAIKKAN*) DALAM JABATAN .....cooooovviniiiinienenennnn. /

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan *)

Tembusan disampaikan kepada:
1. Pranata Nuklir yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/
Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di ......c..c.covvevinnnienns
Pada tanggal .............ccoevenennnn.

Nama Lengkap
NIP. oo
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ANAK LAMPIRAN I-v
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH

KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

KEPUTUSAN
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR ..ooiivviciiiiiiiiniiiiininnreniinn,
TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,?*)

Menimbang : a. bahwa Saudara .......... NIP .......... berdasarkan Penetapan Angka Kredit...... ... Nomor ...... .
tanggal: ........... memenuhi syarat untuk dinaikkan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;

b. sebagai pelaksanaaN dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor ... Tahun 2014 dan Nomor ... Tahun 2014 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya

dipandang perlu untuk mengangkat Saudara .................cccceeennie. dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor ....Tahun 2014 dan Nomor ...... Tahun 2014,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA :  Terhitung mulai tanggal ...........cooeoerivreeeienn. mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama e e
b. NIP O PSP PRTOTRNt
c. Pangkat/golongan ruang/TMT OO
d. Unit kerja PP PP
dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir jenjang .................... ke dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir jenjang.................... dengan angka kredit sebesar .................... ST ).
KEDUA e et et e e e e e s **)
KETIGA PO OSSP OP PO PPN **)
KEEMPAT :  Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di ........ccoeevvrennnne
pada tanggal ..............c.oeoennen
NIP.
TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat l%'a.ng berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Nega.ra/ Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
ang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

~—
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ANAK LAMPIRAN I-w

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :
DARI PO
KEPADA YTH. PN
ALAMAT E PO
TANGGAL PPN
1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
Nama R
NIP D et e et e eeea e eeeetreeeeaata et eeai e et rarh e ean e eaen s reaiaes
Pangkat/Gol. Ruang T ettt eerteenerteereteeteeteeenrereaeaettr bt eaeen e etasanenen
Jabatan R
Unit kerja P OP PP PO RPPPPPTTPPPPTRRN
sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ..........c...cc...... tahun menduduki jabatan
................. tetapi belum memenuhi Kketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka
Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor ...Tahun 2014 dan Nomor .... Tahun 2014 diminta agar Saudara dapat
memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara
dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di @ .........ccoeienin
pada tanggal @ .........coeveiinnns
NIP.
Tembusan:
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

2.

3.
4

Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
yang bersangkutan; *)

Pimpinan unit kerja Pranata Nuklir yang bersangkutan;

. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Coret yang tidak perlu.
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ANAK LAMPIRAN I-x

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

KEPUTUSAN
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¥)

NOMOR @ c.oiiiiviiieicieeeeens
TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang a. bahwa Saudara ............c..ceceeeee. NIP e, jabatan.........c...uu.. pangkat/
golongan ruang ............c.e.o.u.e terhitung mulai tanggal .................. berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang Nomor ............c.cccoevvninnns tanggal ...........o.coineien ;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, dipandang perlu membebaskan sementara
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Pranata Nuklir;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor ....Tahun 2014 dan Nomor ...... Tahun 2014;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA Terhitung mulai tanggal .................. membebaskan sementara dari Jabatan Pranata Nuklir:
a. Nama :
b. NIP
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Unit Kerja
KEDUA i ettt et e e e e a e e et ettt e b et et te b et e e e re et te s **)
KETIGA Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di e
pada tanggal e
NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)

3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

instansi yang bersangkutan;*)

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan.*)

6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN I-y

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

TEMBUSAN :

o uk Lhe

KEPUTUSAN
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA¥)
NOMOR ..ottt ennes et saenaas
TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara
................. dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014;

5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor ....Tahun 2014 dan Nomor ...... Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :
Terhitung mulai tanggal ..................ceee. mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja :
Dalam jabatan ............c......... dengan angka kredit sebesar ........ (R )

**)

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di ...........c.eeiiinnne
pada tanggal ............c.oeeeee

NIP.

. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

instansi yang bersangkutan;*)

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)

Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)  Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN I-z
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

KEPUTUSAN
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR : .o
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PRANATA NUKLIR
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara ..................... NIP .. jabatan ................. pangkat/golongan
TUANE ..vivrnininiieiieeeiiinane terhitung mulai tanggal .................. berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang NOMOT ...........ccevvvinnnnnenn. tanggal ........cocoeiiinn telah dijatuhi

hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor ....Tahun 2014 dan Nomor ...... Tahun 2014;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA 1 Terhitung mulai tanggal .......c.ccccooriiiiiiiiiiiniiiiinn .
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Unit Kerja
KEDUA 0 it ettt e ae e et te e teth e e hh e ettt et ettt e et e e n ket et a st ta b s et e et s s aaeree
KETIGA D et et ei et e eee ettt e eeeaete e e b e b e b ta e bbb e e e e sttt ben e STttt e s e st e e e aeaeen
KEEMPAT :  Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di .............cccceeennnns
pada tanggal .........covvvveneninnnns
NIP.
TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional,;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala l%,antor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
ang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.
¥
)

Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN I-aa

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN PENYESUAIAN/INPASSING DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA

TEMBUSAN :

KEPUTUSAN
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¥)
NOMOR : woveeveveeeiieieeeeeenenas
TENTANG

PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

a. bahwa Saudara .......... NIP .......... berdasarkan Penetapan Angka Kredit...... ... Nomor ...... ,
tanggal: ........... dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir melalui penyesuaian/inpassing.

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, dipandang perlu menetapkan keputusan
penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pranata Nuklir.

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014,

Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor ....Tahun 2014 dan Nomor ...... Tahun 2014,

a & w b

MEMUTUSKAN :
Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :
a. Nama PPN
b. NIP S PRSPPI

c. Pangkat/Golongan ruang/TMT PO
d. Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal............ disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
............ (cerreeer--.) sesuai dengan lampiran X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014.

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di ......c....ocoevennnns
pada tanggal ...........ocevnennnnns

NIP.

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;

. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)

. Kepala

1

2

3

4. Pejabat 1¥

5 antor Perbendaharaan
6

g berwenang menetagkat}{ an%(a kredit;
an Kas

egara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah

};ap bersangkutan;*)
. Pejabat lain yang dianggap perlu.

¥ Coret yang tidak perlu. ) ]
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.



PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKXLIR DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

. a.

bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: 149/ KEP/M.PAN/11/2003 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya
masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi
tuntutan kebutuhan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok  Kepegawaian {Lembaran Negara Republik

‘ Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 3890), -

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia
Tahun 1997 Nemor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3676);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5121);

4. Peraturan ...



- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4332);

. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomcr 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 16),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negaza
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 17),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2602 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4019);

Peraturar. Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia. Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), -
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan ...



Menetapkan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5288);

11.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana teiah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 126);

13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tzhun 2012 ‘(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

14. Keputusan Presiden Nomor 59 /P Tahun 2011;
MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REFUBLIK
INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan
kepranatanukliran.

2. Pranata Nuklir adalah Pegawai Negeri Sipil (°PNS) yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara
penuh untuk melaksanakan kegiatan kepranatanukliran.

3. Kepranatanukliran adalah kegiatan  ilmiah dan
profesional yang berkaitan dengan pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek) nuklir dan pengelolaan
perangkat nuklir.

4. Pemanfaatan ...



10.

11.

12,

Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan
tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan,
pPenambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan,
penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan,
dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat,

Pengelolaan Perangkat Nuklir adalah kegiatan yang
meliputi pengoperasian, desain, inovasi dan renovasi
perangkat nuklir dan penyelenggaraan keselamatan
nuklir serta audit. '

Perangkat Nuklir adalah peralatan nuklir, komponen
instalasi nuklir, instalasi radiasi pengion, sistem bantu
instalasi nuklir dan/atau sarana Pemanfaatan iptek
nuklir,

Tenaga Nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang
dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk
tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.

Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengen
Pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu
pengetanuan - dan teknologi nuklir serta pengawasan
kegiatan yang berkaitan dengan Tenaga Nuklir.

Radiasi Pengion adalah gciombang elektromagnetikx dan
partikel ‘bermnuatan yang karena energi yang dimilikinya
mampu mengionisasi media yang dilaluinya.

Bahan Nuklir adaleh bahan yang dapat menghasilkan
reaksi pembelahan inti berantai atau bahan yang diubah
menjadi  bahan yang dapat menghasilkan reaksi
pembelahan inti berantai.

Instalasi Nuklir adalah:
a. reaktor nuklir;

b. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi,
pengayaan Bahan Nuklir, fabrikasi bahan bakar
nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar
nuklir bekas; dan/atau

c. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan
bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas.

Reaktor Nuklir adaiah alat atau instalasi yang dijalankan
dengan bahan bakar nuklir yang dapat menghasilkan
reaksi inti berantai yang terkendali dan digunakan untuk
pembangkitan daya, atau penelitian, dan/atau produksi
radioisotop.

13. Dekomisioning



13. Dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk
menghentikan beroperasinya Instalasi Nuklir secara
tetap, antara lain dilakukan pemindahan bahan bukar
nuklir dari teras reaktor, pembongkaran komponen
reaktor, pembongkaran fasilitas hot cell, dekontaminasi
dan pengamanan akhir.

14, Keselamatan Nuklir adalah pencapaian kondisi operasi
yang  ditetapkan, pencegahan kecelakaan atau
peinbatasan konsekuensi kecelakaan sehingga
memberikan perlindungan kepada pekerja. masyarakat
dan lingkungan dari bahaya radiasi.

15.Angka Kredit adalah® satuan nilai- dari setiap butir
kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang
harus dicapai oleh Pranata Nuklir dalam rangka
pembinaan Karier kepangkatan dan jabatannya.

16.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim
yang dibentuk dan ditetapkan cleh pejabat yang

berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Franata
Nuklir.

17.Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Pranata Nuklir baik. perorangan atau
kelompok di bidang Kepranatanukliran.

18. Organisasi Profesi adalah Organisasi Profesi Pranata
Nuklir yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-
prinsip profesionalisme dan etika Pranata Nuklir.

19. Penghargaan/Tanda Jasa adalah penghargean/tanda
jasa Satya Lancana Karya Satya

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pranata Nuklir termasuk dalam rumpun
isika, kimia dan yang berkaitan.
Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) Jabatan Fungsional Pranata Nuklir berkedudukan
sebagai pelaksana teknis di bidang Kepranatanukliran.

(2) Jabatan ...



-6 -

(2) Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier vang
diduduki oleh PNS.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

Tugas pokok Pranata Nuklir yaitu melaksanakan kegiatan
Kepranatanukliran yang meliputi Pemanfaatan iptek nuklir
dan Pengelolaan Perangkat Nukiir.
BAB III
INSTANS! PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

Instansi Pembina Jatatan Fungsional Pranata Nuklir adalah
Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut
BATAN., ‘

Pasal 6

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
sebagaimansa dimalksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas,
antara lain:

2. menyusun ketentuan teknis pelaksanaan Jabatan
Fungsionai Pranata Nuklir;

b. menyusun dan menetapkan pedoman formasi
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;

¢. mengembangkan dan menyusun standar kompetensi
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;

d. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya
[Imiah di bidang Kepranatanukliran;

€. menyusun kurikuluin pendidikan dan pelatihan
(diklat) fungsional/teknis di bidang
Kepranatanulkliran;

f. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang
Kepranatanukliran;

8. menyelenggaiakan wji kompetensi Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir;

h. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di
bidang Kepranatanukliran;

i. mengusulkan tunjangan dan perpanjangan batas
usia pensiun Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;

J. mengembangkan ...



(2

-

j. mengembangkan sistem informasi Jabatan

Fungsional Pranata Nuklir;

k. memfasilitasi pelaksanasn tugas pokok ’Jababan
Fungsional Pranata Nuklir;

l.  melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan
teknisnya; »

m. memfasilitasi  pembentukan Organisasi  Profesi
Pranata Nuklir;

n. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika
‘profesi dan kede etik Pranata Nuklir; dan

0. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir,

Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir secara berkala sesuai dengan
perkembangan pelaksanaan pembinaan. kepada Menteri
yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

(1)

(2)

(3)

Pasal 7
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir terdiri dari:
a. Pranata Nuklir Tingkat Terampil; dan
b. Pranata Nuklir Tingkat Ahli.

Jenjang jabatan Pranata Nuklir Tingkat Terampil dari
yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi,
yaitu: '

4. Pranata Nuklir Peleksana;

b. Pranata Nuklir Pelaksana Lanjutan; dan

c. Pranata Nuklir Penyelia.

Jenjang jabatan Pranata Nuklir Tingkat Ahli dari yang
paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

a. Pranata Nuklir Pertama; |

b. Pranata Nuklir Muda;

C. Pranata Nuklir Madya; dan

d. Pranata Nuklir Utama.,

" {4) Pangkat ...
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(4) Pangkat, golongan ruang Pranata Nuklir Tingkat Terampil

(S)

(6)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
a. Pranata Nuklir Pelaksana:

1. Pangkat Pengatur, golongan ruang Il/c; dan

2. Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang I1/d.
b. Pranata Nuklir Pelaksana Lanjutan:

1. Pangkat Penata Mude, golongan ruang 1I/a; dan

2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang
I /b.

¢. Pranata Nuklir Penyelia:
1. Fangkat Penata, golongan ruang lll/c; dan ‘
2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang II1/d.

Pangkat, golongan ruang Pranata Nuklir Tingkat Ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:

a. Pranaia Nuklir Pertama:.
1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang I1l/a; dan

2. Pangkar Penata Muda Tingkat I, golongan ruang
1I/b.

b. Pranata Nuklir Muda:

1. Pangkat Penata, golongan ruang IIl/c; dan

2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
¢. Pranata Nuklir Madye:

1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
dan

3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang
V/c.

d. Pranata Nuklir Utama:

1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang
1V/d; dan
2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang
jabatan Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dan ayat (5), berdasarkan jumlah Angka Kredit yang
ditetapkan.

(7) Penetapan ...



(7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir berdasarkan Angka
Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang

- jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai
dengan jcnjang jabatan, pangkat, golongan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BABV
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 8

Unsur dan sub unsur kegiatan Pranata Nuklir yang dapat
dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari:

a. pendidikan, meliputi:
1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijezah/gelar;

2. diklat fungsional/teknis di bidang Kepranatanukliran
dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

3. diklat Praiabaten.
b. Pemanfaatan iptek nuklir, meliputi:

1. pengkajian iptek nuklir. 3S (Safety/keselamatan,
Security/keamzanan, Safeguard/ seifgard) dan 1L
(Liability/ pertanggungiawaban kerugian nuklir);

[

2. penguasaan, pengembangan, dan penerapan iptek
nuklir; dan
3. perencanaan program.
¢. Pengelolaan Perangkat Nuklir, meliputi:
1. pengoperasian Perangkat Nuklir;
2. desain, inovasi, dan renovasi Perangkat Nuklir;
3. penyelenggaraan Keselamatan Nuklir; dan
4. audit.
d. Pengembangan profesi, meliputi: ’
1. pembuatan Xarya ’I‘uli_s/Karya ilmiah di bidang
Kepranatanukliran;

2. penerjemahan/penyaduran buku dan /atau bahan-
bahan lain di bidang Kepranatanukliran;

3. penyusunan buku pedoman/ketentuan
pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang
Kepranatanukliran,;

4. pengembangan ...
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6.
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pengembangan  teknologi tepat guna di bidang
Kepranatanukliran;

perolehan paﬁcn; dan

perolehan lisensi/brevet.

e. Penunjang tugas Pranata Nuklir, meliputi:

1.

N

o ghw

pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang
Kepranatanukliran; '

peserta dalam seminar/ lokakaxya/ konferensi di bidang
Kepranatanukliran;

keanggotaan dalam Organisasi Profesi;

keanggotaan dalam Tim Penilai;

perolehan Penghargaan/Tanda Jasa;

perolehan gelar/ijazah diploma atau kesarjanaan
lainnya; dan

pembinaan kader non Pranata Nuklir.

EAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

(1) Rincian kegiatan Pranata Nuklir Tingkat Terampil sesuai
jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pranata Nuklir Pelaksana, meliputi:

1. membuat formulir/lembar data;

2. melakukan operasi/ perawatan/ perbaikan
Perangkat Nuklir kelas III;

3. membuat gambar teknik rancangan/peta
radiometrik, singkapan, topografik atau peta
sejenis; dan .

4. melakukan inventarisasi dosis-personil/fisik bahan |
nuklir/sumber radiasi.

b. Pranata Nuklir Pelaksana Lanjutan, meliputi:

1. mengumpulkan data dalam rangka penyiapan
dolcumen perizinan;

2. menyusun instruksi kerja;

3. melekukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/
kalibrasi/instalasi/pembuatan perangkat (keras
atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas III;

-4, melakukan ...
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melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/
kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi /
pembuatan  perangkat (keras = atau lunak)/
dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir
kelas II;

melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/
kalibrasi/operasi/pcrawatan/perbaikan/instalasi/
pembuatan  perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir
kelas I;

melakukan simulasi kesiapsiagaan/
penanggulangan kedaruratan nuklir/remediasi
lokal;

membuat rancangan Perangkat Nuklir;
mendampingi kegiatan inspeksi; dan

melakukan pembukuan/pencatatan Bahan Nuklir.

c. Pranata Nuklir Penyelia, meliputi:

1.

mengkaji teknik baru (seperti teknik analisis,
teknik komputasi, teknik ukur, teknik sarapling);-
mengolah data dalam rangka penyiapan dokumen
perizinan,;

menyusun prosedur kerja;

menyelia kegiatan uji  fungsi (komisioning)/
kalibrasi/operasi/perawatan/ perbaikan/instalasi/
pembuatan  perangkat (keras atau Iunak)/

dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir
kelas III;

melakukan  evaluasi  kegiatan uji  fungsi
(komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/ perbai
kan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau
lunak)/dekontaminasi/ Dekomisioning  Perangkat
Nuklir kelas III;

menyelia kegiatan uji fungsi (kornisioning)/
kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan /instalasi/
pembuatan perangkai (keras atau lunak)/
dekontaminasi/ Dekomisioning Perangltat Nuklir

" kelas II;

melakukan  evaluasi  kegiatan uji  fungsi
(komisioning)/kalibrasi /operasi/perawatan/
perbaikan/instalesi/pembuatan perangkat (keras
atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas II;

8. menyelia. ...



10.

11.

12,
13.
14,
15.
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menyelia  kegiatan wji fungsi (komisioning)/
kalibrasi/operasi/ perawatan/ perbaikan/instalasj /
pembuatan  perangkat (keras atau Iunak)/
dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir
kelas I;

melakukan  evaluasi kegiatan  yji fLihgsi'
(kornisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/
perbaikan / instalasi/pembuatan perangkat (keras
atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas I; A
menyelia  kegiatan  simulasi - kesiapsiagaan/
penanggulangan  kedaruratan nuklir/remediasi
lokal;

menyelia/memeriksa gambar dan rancangan-
Perangkat Nukiir;

menyiapkan bahan laporan seifgard;
melakukan kegiatan auditee;
melakukan audit internel; dan
melakukan tindakan koreksi hasil audit.

(2} Rincian kegiatan Pranata Nuklir Tingkat Ahli sesuai
jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pranata Nuklir Pertama, meliputi:

1.

mengumpulkan data dalam rangka penyiapan
dokumen perizinan;

menyusun rencana uji fungsi (komisioning)/
kalibrasi/operasi /perawatan/perbaikan /instalasi/
pembuatan  perangkat (keras  atau lunak)/
dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir
kelas III;

menyusun instruksi kerja;

4. melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/

kalibrasi/ instalasi/pembuatan perangkat (keras
atau  lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas III;

melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/
kalibrasi/instalasi/ pembuatan perangkat ' (keras

atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning
Perangkat Nuklir kelss II ;

6. melakukan ...
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melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/
kalibrasi/instalasi/pembuatan perangkat (keras

atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning

10.

Perangkat Nuklir kelas I;

melakukan kegiatan Pemanfaatan Perangkat Nuklir
untuk pergkajian. pengembangan dan penerapan
iptek nuklir;

melakukan simulasi kesiapsiagaan/
penanggulangan kedaruratan nuklir/remediasi
lokal;

menyiapkan dan mencari standard/ code . yang
diterapkan;

membuat rancangan/prototipe, atau melakukan
implementasi  desain/inovasi atau renovasi

e

. Perangkat Nuklir;

11

13.
14.

1.

. mendampingi kegiatan inspeksi;
12.

melakukan pengelolaan keselamatén radiasi
personil/daerah kerja/lingkungan/lceselamatan
dan kesehatan kerja atau proteksi fisik Bahan
Nuklir;

membuat laporan seifgard; dan

membuat dokumen Laporan Analisis Keselamatan
(LAK) sebagai persyaratan Izin Operasi Reaktor
dan Instalasi Nuklir Non Reaktor, AMDAL dan
dokumen lainnya yang sejenis.

. Pranata Nuklir Muda, meliputi:

mengkaji teknik baru (seperti teknik analisis,
teknik komputasi, teknik ukur, teknik sampling);
membuat usulan kegiatan tahunan/ kegiatan 5
(lima) tahunan/kegiatan insidental;

+ Imenyusun program pengoperasian dan perawatan

sesuai dengan sistem manajemen keselamatan;

mengolah data dalam rangka penyiapan dokumen
perizinan;

menyusun rencana uji fungsi (koraisioning)/
kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan /instalasi/

pembuatan perangkat (keras atau lunak)/

dekontaminasi/Dekomisioning  Perangkat Nuklir
kelas II;

menyusun prosedur kerja;

7. melakukan ...
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7. melakukan  evaluasi kegiatan  uji fungsi
(komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/
perbaikan/instalasi/ pembuatan perangkat (keras
atau junak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas III;

8. melakukan evaluasi kegiatan  yji fungsi
(komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/..
perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras
atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas I;

9. melakukan evaluasi kegiatan  uji  fungsi
(komisioning)/  kalibrasi /operasi/  perawatan/
perbaikan/instalasi/ pembuatan perangkat (keras
atau lunak)/ dekontaminasiy Dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas I;

10. melakukan  evaluasi pelaksanaan  kegiatan’
Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian,
pengembangan, den penerapan iptek nuklir;

11. melakukan evaluasi simulasi kesiapsiagaan/
penanggulangan kedaruratan nuklir/ rernediasi
lokal;

12. memilih standard/code yang diterapkan;

13. melakukan evaluasi rancangan/ prototipe, atau
implementasi desain/ inovasi atau rencvasi
Perangkat Nuklir;

14. melakukan  evaluasi pengelolaan  keselamatan
radiasi personil/daerah kerja/lingkungan/
keselamatan dan kesehatan kerja atau proteksi
fisik Bahan Nuklir;

15. melakukan evaluasi kegiatan seifgard;

16. melakukan kegiatan auditee;

17. melakukan audit internal;

18. melakukan tindakan koreksi hasil audit; dan

19. membuat dokumen Laporan Analisis Keselamatan
(LAK) sebagai persyaratan Izin Operasi Reaktor
dan Instalasi Nuklir Non Reaktor, AMDAL, dan
dokumen lainnya yang sejenis.

¢. Pranata Nuklir Madya, meliputi:
1. mengkaji kebijakan iptek nuklir tingkat lembaga;

2. mengkaji kebijakan keselamatan, keamanan,
seifgard, dan liability kerugian nuklir tingkat
lembagsa;

3. menolkaii
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12.

13

14

15.
- melakukan koordinasi teknis kegiatan rancangan/
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mengkaji teknologi baru (seperti proses produksi,
teknologi pabrikasi, teknologi - reaktor, teknologi
keselamatan, dan teknologi pengolahan limbah);

merumuskan kegiatan pengkajian, pengembangan,
penerapan, dan Pemanfaatan iptek nuklir tingkat
ecelon II;

Imenyusun program uji fungsi dan kinerja untuk
struktur, sistem, dan/atau komponen;

melakukan studi kelayakan operasi Perangkat
Nuklir/Instalasi Nuklir;

menyusun dokumen perizinan;

Imenyusun rencana uwji fungsi (komisioning)/
kalibrasi/operasi/perawatan /perbaikan/instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dckontanﬁnasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir

-kelas I;
- menyusun panduvan mutu;
10.

melakukan koordinasi teknis kegiatan uji fungsi
(komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan /
perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras
atau lunak)/dekontaminasi/ Dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas IH;

melakukan koordinasi teknis kegiatan uji fungsi
(komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/
perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras
atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas II;

melakukan koordinasi teknis kegiatan uji fungsi
(komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/
perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras
atau lunakj/ dekontaminasi/ Dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas I;

- melakukan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan

Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian,
perigembangan dan penerapan iptek nuklir;

. melakukan kocrdinasi teknis simulasi
kesiapsiagaan/ penanggulangan kedaruratan
nuklir/ remediasi lokal;

mengkaji kelayakan penerapan standard/ code;

prototype/atau implementasi desain/inovasi atau
renovasi Perangkat Nuklir;

17. melakukan ...
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17. melakukan  koordinssi teknis pengelolaan
keselamatan radiasi personil/daerah
kerja/ lingkungan/ keselamatan dan kesehatan
kerja atau preteksi fisik Bahan Nuklir;

18. melakukan koordinasi teknis kegiatan seifgard;
19. melakukan asesmen/konsultasi mutu dalam
rangka akreditasi; dan

20. membuat dokumen Laporan Analisis Keselamatan
(LAK) sebegai persyeratan Izin Operasi Reaktor
dan Instalasi Nuklir Non Reaktor, AMDAL, dan
dokumen lainnya yang sejenis.

- Pranata Nuklir Utama, meliputi:

1. mengkaji kebijaken iptek nuklir tingkat nasional;

2. mengkaji kebijakan keselamatan, keamanan,

seifgerd dan liability kerugian nuklir tingkat
nasional;

3. melakukan reviu hasﬂ pengkajian teknik/ teknologi
bary; '

4. membuat proposal untuk kegiatan pengkajian/

pengembangen/penerapan/Pemanfaatan iptek
nukiir;
S. membuaat laporan hasil pengkajian/

pengembangan/penerapan/Pemanfaatan iptek
nuklir;

6. merumuskan program pengkajian, pengembangan,
pencrapan, dan Pemanfaatan iptek nuklir tingkat
lembaga; -

7. melakukan reviu rumusan program/kegiatan
pengkyjian,  pengembangan, penerapan, dan
Pemanfaatan iptek nuklir tingkat lembaga/eselon

IT; o

8. melakukan reviu 'perencanaan program Instalasi
Nuklir;

9. melakukan reviu terhadap dokumen hasil studi
kelayakan operasi Perangkat Nuklir/Instalasi
Nuklir;

10. melakukan reviu dokumen perizinan:

11. melakukan reviu rencana uii fungsi (komisioning)/
kalibrasi/operasi/ perawatan/perbaikan /instalasi/
pembuatan  perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir;

12, melakukan ...
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12.

13.
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melakukan reviu instruksi kerja/prosedur kerja/
panduan mutu;

melakukan reviu dokumen hasil kegiatan yji fungsi
(komisioning)/ kalibi'asi/ operasi/ perawatan/
perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat {keras
atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning

Perangkat Nuklir kelas III;

14,

melakukan reviu dokumen hasil kegiatan uvji fungsi
{komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/
perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras

‘atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22
23.

Perangkat Muklir kelas II;

melakukan reviu deiumen hasil kegiatan uji fungsi
(komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan /
perbaikan/instalas:i/ pembuatan perungkat (keras
atau lunak)/ dekontaminasi/ dekomisioning
Perangkat Nuldir kelas I;

melakukan reviu pelaksanaan kegiatan
Pemanfaatan Perapgkat Nuklir untuk pengkajian,
pengembangan dan penerapan iptek nuklir;
melakukan  reviu  simulasi kesiapsiagaah/
penanggulangan . kedaruratan nuklir/remediasi
lokal;

menetapkan penerapan standard/ code;

meiakukan reviu rancangan/prototipe, atau
implementasi désain/inovasi atau renovasi
Perangkat Nuklir;

melakukan. reviu pengelolaan keselamatan radiasi
personil/daerah ' kerja/ lingkungan/keselamatan
dan kesehatan kerja atau proteksi fisik Bahan
Nuklir; 3

melakukan reviu laiporan seifgard;

- melakukan reviu pelaksanaan jaminan mutu; dan

membuat dokumen Laporan Analisis Keselamatan
(LAX) sebagai persyaratan Izin Operasi Reaktor
dan Instalasi Nuklir Non Reaktor, AMDAL, dan
dokumen lainnya yang sejenis.

Pranata~ Nuklir yang melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud' pada ayat (1) atau ayat (2)
diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I atay Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan; dari Peraturan Menteri ini.

.f
; (4) Pranata ...

1
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(4) Pranata  Nuklir yar,fzg melaksanakan kegiatan
pengembangan profesi dan penunjang tugas Pranata
Nuklir diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ atau Lampiran II Peraturan
Menteri ini. !

Pasal 10

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pranata Nuklir -
yang sesuai dengan jenjang jabata.nnya untuk melaksanakan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau
ayat (2), maka Pranata Nukiir lain yang berada satu tingkat
di atas atau satu tingkat di :bawah jenjang jabatannya dapat
melaksanaken kegiatan tefsebut berdasarkan penugasan
secara tertulis dari pimpina.r} unit kerja yang be:sangkutan.
Pgsal 11

Penilaian Angka Kredit ata‘% hasil penugasan sebagaimana
dimaksud dalam Paszl 10, djtetapkan sebagai berikut: '

(1) Pranata Nuklir yeug mclé.ksana.kan kegiatan satu tingkat
di bawah jenjang jabBatennya, Angka Kredit yang
diperoleh ditetapkan seb’csar 100% (seratus persen) dari
Angka Kredit setiap jbuﬁr kegiatan, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II. yang
merupakan bagian tida}.k terpisahkan dari Peraturan

Menteri nj. I
)

(2) Pranata Nuklir yang melhksanakan kegiatan satu tingkat
di atas jenjang jabatann:ya, Angka Kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari
Angka Kredit setiap ! butir kegiatan sebagairnana
tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang
merupakan bagian tida}k terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini. i

PEjLS&l 12

(1) Pada awal tahun setiap Pranata Nuklir wajib menyusun

Sasaran Kerja Pegawai ; (SKP} yang akan dilaksanakan
dalam 1 (satu) tahun bcx;'alan.

(2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pranata Nuklir,
sesuai dengan jenjang jabatannya.
|

(3) Pranata Nuklir yang mélaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dalam penyusunan SKP
dihitung sebagai tugas tdmbshan.

(4) SKP yang telah disusup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disetujuij dan ditetapkan oleh pimpinan
unit kerja dan/atau atasan langsung.

(5) Untuk ...



-19 -

- S

; _
(S) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetyjui dan
ditetapkan dapat d!.la.kul?an penyesuaian.

Pdsal 13

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian Angka

Kredit terdiri dari: ‘

a. unsur utama; dan .

b. unsur penunjang. !

(2) Unsur utama terdiri dari:

a. pendidikan; _

b. Pemanfaatan iptek nuklir;

c. Pengelolaan Perangka ' Nuklir; dan

d. pengembangan profes

(3) Unsur penunjang meru kegiatan yang mendukung
pelaksanaan tugas Pran: ta Nuklir sebagaimana tersebut
~dalam Pasal 8 huruf e, .
(4) Rincian kegiatan Pranata Nuklir dan Angka Kredit
masing-masing unsur sqbagaimena dimaksud pada ayat

(1) yaitu éebagaimana tercentum dalam Lampiran I atau

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri irii.

Pasal 14
(1) Jumlah Angka Kredit icu.mulatif paling rendah yang
harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan
kenaikan jabatan/pangkhat Pranata Nuklir, untuk:

a. Pranata Nuklir Tingkat Terampil dengar: pendidikan
SLTA/Diploma 1 sejT bagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merhipakan bagian tidak terpisahkan
dari Feraturan Menter ini;

b. Pranata Nuklir Tingkht Terampil dengan pendidikan
Diploma II sebagaimania tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;{

¢. Pranata Nuklir Tingkat Terampil dengan pendidikan

.Diploma IlI/Sarjana {Muda sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V Yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peratliran Menteri ini;

d. Pranata Nuklir Tingkat Ahli dengan pendidikan
Sarjana (S1) atau Di;i'gima IV sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peratiiran Menteri ini;

3 : e. Pranata ...
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(3)

(4)
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t Ahli dengan pendidikan
ana tercantum dalam Lampiran
bagian tidak terpisahkan dari
an

VII yang merupakan
Peraturan Menteri ini;;

f. Pranata Nuklir Tingka Ahli dengan pendidikan Doktor
(S3) sebagaimana tercéantum dalam Lampiran ViII yang
merupakan bagian tiflak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini. ; '

Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu;

a. paling rendah 80% {delapan puluh persen) Angka
Kredit berasal dari ufisur utama tidak termasuk sub
unsur pendidikan forrpal, dan paling kurang 20% (dua
puluh persen) harus berasal dari unsur Pemanfaatan
iptek nuklir dan/atal Pengelolaan Perangkat Nuklir;-
dan '

b. paling tinggi 20% (dGa puluh pPersen) Angka Kredit
berasal dari unsur pcl;:'.mjang.

Pdsal 15

Pranata Nuklir Madya, pangkat Pembina, golon gan ruang
iV/a yang akan naik parjgkat menjadi Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b,} wajib mengumpulkan paling
rendah 8 (delapan) JAngka Kredit dari kegiatan
pengembangan profesi b&rupa karya ilmiah terbit.

Pranata Nuklir Madya? pangkat Pembina Tingkat |,
golongan ruang IV/b ygng akan naik pangkat menjadi
Pembina Utama Muda! golongan ruang IV/c, wajib
mengumpulkan paling r¢ndah 10 (sepuluh) Angka Kredit
dari kegiatan pengcmbajgan profesi berupa karya ilmiah
terbit. .

Pranata Nuklir Madya, bangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang IV/c ‘ang akan naik jabatan dan
pPangkat menjadi Prafata Nuklir Utama, pangkat
Pembina Utama Mady3, golongan ruang Iv/ d, wajib
mengumpulkan paling rendah 12 (dua belas) Angka
Kredit dari kegiatan pengembangan profesi berupa karya
ilmiah terbit. |

Pranata Nuklir Utama, angkat Pembina Utama Madya,
golongan ruang [v/d ygng akan naik pangkat menjadi
Pembina Utama, gajongan  ruang IV/e, wajib
mengumpulkan paling gendah 14 (empat belas) Angka
Kredit dari kegiatan penfcmbangan profesi berupa karya

ilmiah terbit.

Pacal 14
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Pgsal 16

(1) Pranata Nuklir yang memiliki Angka Kredit melebihi
Angka Kredit yang disydratkan untuk kenaikan jabatan
dan/atau pangkat seting t lebih tinggi, kelebihan Angka
Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan
Jjabatan dan/atau pangké.t berikutnya.

(2) Pranata Nuklir pada tah* pertama telah memenuhi atau
melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuic kenaikan
jabatan dan/atau panglda.t dalam masa jabatan dan/atau
pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan
seterusnya diwajibkan imcn'gumpulkan paling rendah
20% (dua puluh persen)jAngka Kredit dari jumlah Angka
Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan
dan/atau kenaikan pangkat sctingkat lebih tinggi yang
berasal dari kegiatdn tugas pokok dan/atau
pengembangan profesi. ]

Pgsal 17

(1) Pranats Nuklir Penyelip, pangkat Penata Tingkat 1,
golongan ruang Iil/d, etiap tahun sejak menduduki
pangkatnya, wajib me gumpulkan paling rendah 10
(sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok
dan/atau perigembangay profesi. .

(2) Pranata Nuklir Utamh, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e, getiap tahun sejak menduduki
pangkatnya, wajib mengdimpulkan paling rendah 25 (dua
puluh lima) Angka Krqdit dari kegiatan tugas pokok
dan/arau pcngembangaﬁ profesi.

Pz;sal' 18

5
(1) Pranata Nuklir yang secara bersama-sama membuat
Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepranatanukliran,
diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. apabila terdiri dari| 2 (dua) orang penulis maka
pembagian Angka editnya yaitu 60% (enam pulun
persen) bagi pcnulis,s utama dan 40% (empat puluh
persen) bagi penulis l%antu;

b. apabila terdiri darij 3 (tiga) orang penulis maka
pembagian Angka Kleditnya yaitu 50% (lima puluh
persen) bagi penulis futama dan masing-masing 25%
(dua puluh lima persén) bagi penulis bantu; dan

C. apabila ...
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C. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka
pembagian Angka Kxﬁpd.itnya yaitu 40% (empat puluh
persen) bagi penulis futama dan masing-masing 20%
(dua puluh persen) b“agi penulis bantu,

Jumlah penulis bantu sébaga.imana dimaksud pada ayat

(1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Pesal 19

Pranata Nuklir vang secara b:crsama-sama memperoleh paten
di bidang Keprenatanukliran, Angka Kreditnya ditetapkan
sebagai berikut: :

a.

(1)

()

3)

apabila terdiri dari 2 (dua) orang inventor maka
pembagian Angka Kreditaya vaitu 60% (enam puluh
persen) bagi inventor vitama dan 40% (empat puluh
persen) bagi inventor bargtu;

"

apabila terdiri dari 3 (tiga) orang inventor maka
pembagian Angka Kreditnya yaitu 50% (lima puluh
persen) bagi inventor utama dan masing-masing 25%
(dua puluh lima persen) bagi inventor bantu; '

apabila tezdiii dari 4 g,,(empat) .orang inventor maka
pembagian Angka Kredjtnya yaitu 40% (empat puluh
persen) bagi inventor l.itama dan masing-masing 20%
(dua puiuh persenj bagi inventer bantu; dan

apabila terdiri dari S (i:ima) orang inventor atau lebih
maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 20% (dua puluh
persen) bagi inventor utfama dan sisa Angka Kreditnya
dibagi rata bagi inventor bantu.
BAB VII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pdsal 20

Untuk kelancaran penila:ian dan penetapan Angka Kredit,
setiap Pranata Nuklir wéjib mencatat, menginventarisasi
seluruh kegiaten yang dilakukan dan mengusulkan
Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
(DUPAK). )

Setiap Pranata NuklirE mengusulkan secara hirarki
kepada atasannya DUPAK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit saéu kali setiap tahun.

Pranata Nuklir yang dg!fipat dipertimbangkan kenaikan
pangkatnya, penilaian 'dan penetapan Angka ' Kredit
dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan
pangkat PNS ditetapkan
: BAB VIII ...

4
3
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BAB VIII
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA
KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG
MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Bagxan Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 21

Pejabat yang berwenang menctapkan Angka Kredit:

a.

Kepala BATAN bagi Pranata Nuklir Madya, pangkat

Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat

Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Pranata

Nuklir Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan

ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama,

golongan ruang 1V/e di lingkungan BATAN dan Instansi

di luar BATAN;

Sekretaris Utama BATAN, bagi:

1. Pranata Nuklir Ffé:laksana, pangkat Pengatur,
golongan ruang II/c’ sampai dengan Pranata Nuklir
Penyelia, pangkat Pénata Tingkat I, golongan ruang
ll/d; dan T

2. Pranata Nuklir Pertama, pangkat Penata Muda,
golongarn ruang Ili/& sampai dengan Pranata Nuklir
Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang I11/d

di lingkungan BATAN;

Pejabat eselon 1l yang ‘imnembidangi Kepranatanukliran

atau Direktur/Kepaja Rumah Sakit Pusat bagi:

1. Pranata Nuklir Pelaksana pangkat Pengatur, golongan
ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Ill/d; dan

2. Pranata Nuklir Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/ a sampai dengan Pranata Nuklir
Muda; pangkat. Penata Tingkat I, golongan ruang III /d

di lingkungan instensi pf;lsat selain BATAN;

Pejabat eselon II yang _membidangi Kepranatanukliran

atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Provinsi bagi:

1. Pranata Nuklir Pelaksana pangkat Pengatur, golongan
ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia,
pangkat Penata Tinglgat I, golongan ruang II1/d; dan

2. Pranata Nuklir Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang Ill/d sampai dengan Pranata Nuklir
Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang I11/d

di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi:

e. Pejabat ...



c.

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana’
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Pejabat eselon I yang ‘membidangi Kepranatanukliran
atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Kabupaten/Kota,

bagi:

1. Pranata Nuklir Pelaksana pangkat Pengatur, golongan
ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IlI/d; dan

2. Pranata Nuklir Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang IlI/a sampai dengan Pranata Nuklir
Muda, pangkat Penata Tingkat I, goiongan ruang III/d

di iingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Bagian Kedua
Tim Penilai
Pasal 22

dimaksud dalam Pasal 21, dibantu oleh:

a.

b.

(1)

(@)

Tim Penilai bagi Kepala BA'f‘AN Yang selanjutnya disebut
Tim Penilai Pusat; :

Tim Penilai bagi Sekretaris Utama BATAN yang
selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;

Tim Penilai bagi Pejabat ‘eselon Il yang membidangi
Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit
Pusat yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;

Tim Penilai bagi Pejabat eselon II yang membidangi
Kepranatanukliran atay Direktur/Kepala Rumah Sakit
Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;

Tim Penilai bagi Pejabat eselon II yang membidangi
Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Kabupaten/Kota.

Pasal 23
Tim Penilai terdiri dari unsur teknis Yang membidangi
Kepranatanukliran, unsur kepegawaian, dan Pranata
Nuklir. ;
Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
&. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

C. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur
kepegawaian; dan

d. paling sedikit, 4 (empat) orang Anggota.

(3) Anggota ...



(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(4)
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Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
paling sedikit 2 (dua) orang dari Pranata Nuklir.

Syarat untuk menjadi Anggota, yaitu: -

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama
dengan jabatan/pangkat Pranata Nuklir yang dinilai;

b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai
prestasi kerja Pranata Nuklir; dan

C. dapat aktif melakukan penilaian,

Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Pranata Nuklir, maka

Anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki

Xkompetensi untuk menilai prestasi kerja Pranata Nuklir.
Pasal 24

Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, maka
penilaian dan penctapan Angka Kredit Pranata Nuklir
dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.

Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, maka
penilajian dan penctapen Angka Kredit Prenata Nuklr
dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang
terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.

Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk,
maka penilaian dan penetapan Angka Kredit Pranata
Nuklir dapat dimintakan kepada Tim Penilai
Kabupaten/Kota lain yang terdekat, atau Tim Penilai
Provinsi, atau Tim Penilai Unit Kerja.

Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai
ditetapkan oleh:

a. Kepala BATAN untuk Tim Penilai Pusat;

b. Sekretaris Utama BATAN untuk Tim Penilai Unit
Kerja; "
c. Pejabat eselon il yang membidangi Kepranatanukliran

atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Pusat untuk Tim
Penilai Instansi;

d. Pejabat eselon Il yang membidangi Kepranatanukliran
atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Provinsi, untuk
Tim Penilai Provinsi; dan

e. Pejabat eselon Il yang membidangi Kepranatanukliran
atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Kabupaten/Kota,
untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota. '

Pasal 25 ...
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Pasal 25

(1) Masa jabatan Anggota paling lama 3 '(tiga) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(2) PNS yang telah menjadi Anggota dalam 2 (dua) masa
jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah
melampaui masa tenggang waktu satu masa jabatan,

(3) Dalam hal terdapat Anggota yang dinilai, Ketua
mengangkat Anggota Pengganti.

Pasal 26

Tata kerja Tima Penilai, dan tata, cara penilaian Angka Kredit
Pranata Nuklir, ditetapkan oleh Kepala BATAN selaku
Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir,
Bagian Ketiga
Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit
Pasal 27

Usul penetapan Angka Kredit Pranata Nuklir diajukan oleh:
a. Sekretaris Utama BATAN, Pejabat eselon II yang

membidang! Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala

Rumah Sakit Pusat, Pejabat eselon Ii Yang membidangi

Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit

Provinsi, Pejabat eselon I yang membidangi

Kepranatanukliren atau Direktur/Kepala Rumah Sakit

Kabupaten/Kota kepada Kepala BATAN bagi Pranata

Nuklir Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a

sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan

ruang IV/c dan Pranata Nuklir Utama pangkat Pembina

Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan

pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di

lingkungan BATAN dan Instansi di Juar BATAN;

b. Pejabat eselon II di lingkungan BATAN kepada Sekretaris

Utama BATAN bagi: '

1. Pranata Nuklir Pelaksana, pangkat Pengatur,
golongan ruang II/c. sampai dengan Pranata Nuklir
Penyelia, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang
1II/d; dan

2. Pranata Nuklir Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang IlI/a sampai dengan Pranata Nuklir
Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan, ruang III/d

di lingkungan BATAN;

c. Pejabat ...



c.

(1)

(2)

Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah
eselon III kepada Pejabat eselon II Yang membidangi
Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit
Pusat bagi:

1. Pranata Nuklir Pelaksana pangkat Pengatur, golongan
ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Psenyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Il/d; dan

2. Pranata Nuklir Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang IlI/a sampai dengan Pranata Nuklir
Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang I11/d

di lingkungan instansi pusat selain BATAN;

Pejabat yang memtidangi kepegawaian paling rendah

eselon Il kepada Pejabat eselon II yang membidangi

Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit

Provinsi bagi:

1. Pranata Nuklir Pcla.k@ana pangkat Pengatur, golongan
ruang Il/c sampei dengan Pranata Nuklir Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

2. Pranata Nuklir Pertama, pangkat Perata Muda,
golongan ruang Ill/a sampai dengan Pranata Nuklir
Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIlI/d

di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah

esclon III kepada Pejabat eselon Ii yang membidangi

Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit

Kabupaten/Kota, bagi:

1. Pranata Nuklir Pelaksana pangkat Pengatur, golongan
ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Iil/d; dan

2. Pranata Nuklir Pertama, pangkat Penata Muda,

golongan ruang lll/a sampai dengan Pranata Nuklir
Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang I11/d

di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 28
Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang  digunakan untuk mempertimbangkan

kenaikan jabatan dan/atau pangkat Pranata Nuklir
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan pejabat yang berwenané menetapkan Angka
Kredit, tidak dapat diajukan keberatan cleh Pranata
Nuklir yar.g bersangkutan.

BABIX ...
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BAB'IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 29

(1) PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan
Fungsionial Pranata Nuklir Tingkat Terampil harus
memenuhi syarat; '

a. berijazah paling rendah Diploma IiI fisika/kimia atau

kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi
Pembina;

b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur,
golongan ruang Il /c; dan

C. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai bajk dalam
1 (satu) tahun terakhir.

(2) PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan -
Fungsional Pranata Nuklir Tingkat Ahli harus memenuhi
syarat; '

a. berjjazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV
fisika/kimia atau kualiﬁkasi lain yang ditentukan
oleh Instansi Pembina;

b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda,
golongan ruang lI/a; dan

¢. nilai prestasi kerja péﬁng kurang bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir,

(3) Pengangkatan pertama sebdgaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi
lowongan formasi dari Calon PNS.

(4) Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir sctelah ditetapkan sebagai PNS paling lama 1
(satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir.

(5) PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib
mengikuti dan lulus diklat fungsional * di bidang
Kepranatanukliran. ’

(6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat {©) apabila tidak
lulus diklat fungsional di bidang Kepranatanukliran
diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Pasal 30

(1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam Jabatan
Fungsional Prariata Nuklir dapat dipertimbangkan
dengan ketentuan sebagai berikut;

.
N maanmsAaasalll
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a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) atau ayat (2);

b. memiliki pengalaman di bidang Kepranatanulkiiran
paling singkat selama 2 (dua) tahun;

¢. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;

d. telah mengikuti dan lulus diklat fungsionial di bidang
Kepranatanukliran;

e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilaj baik dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan

f. tersedia formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuldlir.
Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalash sama dengan pangkat
yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai
dengan Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan Angka Kredit. -
Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
Pengangkatan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan
setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari
Fimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir. ‘

Pasal 31

Pranata Nuklir Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah
Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan
Pranata Nuklir Tingkat Ahli, dengan ketentuan sebagai
berikut: '

a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pranatz
Nuklir Tingkat Ahlj;

b. ijazah yang dimilili ‘sesuai dengan kualifikasi yang
ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
Tingkat Ahlj;

¢. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang
Kepranatanukliran Tingkat Ahli; dan

d. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang
ditentukan.

(2) Pranata Nuklir Tingkat Terampil yang akan diangkat

menjadi Pranata Nuklir Tingkat Ahli diberikan Angka
Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka
Kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan
pengembangan profesi ditambah Angka Kredit ijazah
Sarjana (S1)/Diploma IV dengan tidek memperhitungkan
Angka Kredit dari unsur penunjang.

BABX ...
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BAB X
KOMPETENSI

Pasal 32
Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas,
Pranata Nuklir yang aken naik Jjenjang jabatan setingkat
lebih tinggi, harus mengikuti dan hulus uji kompetensi.
Keteatuan lebih lanjut mengenai wji kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
cspala BATAN selaku pimpinan Instansi Pembina
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
BAB XI
.FORMASI

Pasal 33

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (i), ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 31
pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dengan ketentuan sebagai
berikut: :

a. Pengangkatan PNS Pusat dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir dilaksanakan sesuaij dengan formasi
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang ditetapkan
oleh Menteri yang bertanggungjawab  di bidang
pendayegunaan aparatur negara setelah mendapat
pertimbangan Kepala Badan Ke;icgawaian Negara;

b. Pengangkatan PNS Daerah dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir dilaksanakan sesuai dengan formasi
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan memperoleh pertimbangan Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
setiap jenjangnya didasarkan pada indikator, antara lain:

a. jenis Perangkat Nuklir;
b. jumlah perangkat nuklir; dan
¢. volume kegiatan Kepranatanukliran.

Formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan
dan penghitungan beban kerja.

BAB XII ...
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BAB XII
KENAIKAN PANGKAT/JABATAN
Pasal 34 )
(1) Pranata Nuklir dapat dinaikkan pangkat, apabila
memenuhi syarat:
8. mencapai angka kredit yang dipersyaratkan;
b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun
dalam pangkat;
c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan
d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan. :
(2) Pranata Nuklir dapat ' dinaikan jabatannya setingkat
lebih tinggi, apabila memenuhi syarat:
a. meéncapai angka kredit yang dipersyaratkan dalamn
pangkat terakhir; A
b. memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan;.
¢. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan
d. tersedia formasi jabatan.

(3) DPalam hal belum tersedianya formasi jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d maka
Pranata Nuklir yang telah memenuhi syarat untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi tetap berada
pada jenjang jabatan terakhir yang didudukinya.

{4) Pranata Nuklir yang akan naik jabatan diikuti dengan
kenaiken pangkat, kenaikan jabatan ditetapkan
sebelum kenaikan pangkat.

BAB XIII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara
Pasal 35

(1) Pranata Nuklir Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan
ruang Il/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia,
pangkat Penata, golongan ruang Ill/c dan Pranata Nuklir
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a
sampai dengan Pranats Nuklir Utama, pangkat Pembina
Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan
sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka. waktu
S (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat
terakhir tidak dapat mengumpuikan Angka Kredit untuk
kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Pranata ...
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(2) Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat 1,

3)

(4)

(1)

(2)

3)

golongan ‘ruang III/d, dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam
pangkatnya tidak dapat mengumpuikan paling rendah 10
(sepuluh) Angka Kredit dari tugas pokok dan/atau
pPengembangan rrofesi. _

Pranata Nuklir Utama pangkat Pembina Utama golongan
ruang IV/e dibebaskun sementara dari jabatannya
apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya, tidak
dapat mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima)
Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau
pengembangan profesi,

Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), -dan ayat (3) Pranata Nuklir
dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;

b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir;

¢. menjalani cuti di luar tanggungan Negara, kecuali
untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 36

Pranata Nuklir yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir setelah mengumpulkan Angka Kredit yang
ditentukan.

Pranata Nuklir yang telah selesai menjalani pembebasan
Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(4) huruf a dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir apabila pemeriksaan oleh
yang berwajib telah sclesai atau telah ada putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak
bersalah.

Pranata Nuklir Pelaksana, Pranata Nuklir Pelaksana
Lanjutan dan Pranata Nuklir Pertama yang dibebaskan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir paling tinggi berusia 54 (lima
puluh empat) tahun.

(4) Pranata ..,
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(4) Pranata Nuklir Penyelia, Pranata Nuklir Muda, Pranata

)

6)

(7)

8)

(%)

Nuklir Madya, dan Pranata Nuklir Utama yang
dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir paling tinggi berusia
58 (lima puluh delapan) tahun.

Pranata Nuklir yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir, apabila telah seclesai
menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Pranata Nuklir yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(4) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir, apabila telah selesai
menjalani tugas belajar.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir secbagaimana dimaksud ayat (1) dengan
menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya
dan ditambah Angka Kredit yang diperoleh selama
pembebasan sementara.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (5), dengan menggunakan Angka Kredit terakhir
yang dimiliki. '
Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ayat (4), dan ayat (6) dengan menggunakan Angka Kredit
terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah Angka Kredit
dari pengembangan. profesi berupa karya tulis terbit yang
diperoleh selama dibebaskan sementara.
Bagian Ketiga
Pemberhentian dari Jabatan
Pasal 37

Pranata Nuklir diberhentikan dari Jjabatannya, apabila:

a.

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) tidak dapat memenuhi Angka
Kredit yang cdisyaratkan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari  jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat
mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan; atau

c. Dijatuhi ..,
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¢. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah

mempunyai kekuatan hukum Yang tetap, kecuali

penurunan pangkat setingka: lebih rendah selama 3

(tiga) tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan
jabetan setingkat lebih rendah.
Pasal 38

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan
pemrberhentian deri Jabatan Fungsional 'Pranata Nuklir
sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 35, Pasal 36, dan Pasal
37, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
. BAB X1V
PENURUNAN JABATAN

Pasal 39

(1) Pranata Nuklir yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat’
berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas
sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.

(2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai
dengan jabatan yang baru.

BAB XV
PENYESUAIAN (INPASSING)
Pasal 40

(1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini,
telah dan masih melaksanakan tugas di bidang
Kepranatanukliran berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang, dapat disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir.

(2) PN3 yang disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir Tingkat Terampil, harus
memenubhi syarat sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah Diploma III fisika/kimia atau
kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur golongan
ruang Il /c;

C.telah memiliki pengalaman kerja di bidang
Kepranatanukliran paling singkat 5 (lima) takun;

d. berusia paling tinggi 50 tahun;

e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir;

f. mengikuti ...
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f. mengikuti dan lulus yji kompetensi;

8. memperhatikan formasi jabatan; dan

h.mendapat rekomendasi dari Pimpinan Instansi
Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

(3) PNS yang disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir Tingkat Ahli, harus memenuhi
syarat sebagai berikut;

a. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Dipioma IV
fisika/kimia atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh
Instansi Pembina; :

b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda,
golongan ruang IIl/a; .

. telah memiliki pengalamar kerja di bidang
kepranatanukliran paling singkat 5 (lima) tahun;

d. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;

¢. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir;

f. mengikuti dan lulus uji kompetensi;

8- memperhatikan formasi jabatan; dan

h.mendapat rekomendasi dari Pimpinan Instansi
Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

(4) Pengangkatar. PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
berlaku bagi Instansi yang belum pernah mengangkat
Pranata Nuklir melalui penyesuaian (inpassing).

(5) Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing)
dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Tingkat
Terampil dan Tingkat Ahli sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX dan Lampiran X yang mervpakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menterj ini.

(6) Angka Kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya
berlaku sekali selama masa penyesuaian (inpassing).

BAB XV1
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41
Untuk  kepentingan  dinas dan/atau  peningkatan
pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan  karier,
Pranata Nuklir dapat dipindahkan dalam jabatan struktural
atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi
persyaratan jabatan yang ditentukan. '

BAB XVI1I ...
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BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN |
Pasal 42

(1) Prestasi kerja yang telah dilakukan Pranata Nuklir
sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri ini,
dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: 149/KEP/M.PAN/11/2003
tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka
Kreditnya, dan harus sudah ditetapkan paling lambat 1
(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

(2) Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat,
memindahkan, membebaskan sementara, dan
memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir yang ditetapkan sebelum Peraturan
.Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih
lanjut oleh Kepala BATAN dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Ncgara Nomor:
149/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini  mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang ‘mcngetahuinya, memcﬁntahk’a.n
pengundangan Peraturan  Menteri ini dengan
Fenempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. =

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAS]
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AZWAR ABUBAKAR

* Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 283

Salinan sesuai dengan aslinya
MENTERIAN PANRB




LAMFIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAR APARATOUR NEGARA
DAN REFORMAS! BIROKRASI REPUBLIK INDORESIA

NOMOR 2 TAHUN 2014
TERTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA WUZLIR
DAN ANGEA KRELITKYA

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL
PPANATA NUKLIR TINGKAT TERAMPIL DA ANGKA KREDITNYA

xXo UNSUR SUB UNSUR KEGIATAK &fgmm gmmu PE "
()] 2) (3 (4 (5) 6 7
1. |Pendidikan Pendidikan sekolah dan memperoleh  IMengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar ijazah/gelar:
1. |Diploma Ill/Sarjana Muda ljazah 60 Semus Jenjang
2. |Diploma I ljazah 40 Semua Jeajang
3. |SMA/SMK/ Diplomna 1 liezah 23 Semua Jenjang
. |Diklat fungsional/tekmis di bidang
Kepranatanukliran dan memperoleh  [Mengikuti diklat fungsional/tcknis di bidang
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan  |Kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifkat:
1. [Lamanya lebih dai 960 jam Sertifikat 15 Semua Jenjang
2. |Lamanya 641 - 960 jam Sertifikat 9 Semug Jenjang
3. |Lamanya 481 - 640 jam Sertifilcat 6 Semua Jenjang
4. {Lamanya 161 - 480 jam Sertifilent 3 Semua Jenjang
5. |[Lamanya 81 - 160 jam Sertifikat 2 Semua Jenjang
6. |Lamanya 30 - §0 jam Sertifilat 1 Semua Jenjang
7. |Lamanya kurang dari 30 jam Sertifikat 0,5 Semua Jenjang
. . Sertifikat Pranata Nukiir
3 M ti Diklat Prajabatan golongan II
. \x Diklat Prajabatan engiku ajabatan golong; 2 (PN) Pelsicaana
1l |Pemanfaatan limu pengksjian iptek nuklir, 3S Pengkajian Teknologi/Teknik Nuklir:
N [Pengetahuan dan Teknologi (Sofety /kesclamatan, Mengkaiji teknik baru (seperti teknik analisis, teknik Dok hasil kajian 0,880 PN Penyeli
d : : , s yelia
|___~|(IPTEK) Nuklir Security [keamanan, komputasi, teknik ukur, teknik sampling)
Safeguard/seifgard) dan 1L
(Liability / pertanggungjawaban
kerugian nuklir)
. |Perencanaan program Perizinan
i. |Mengumpulkan data dalam rangka penyiapan dokumen Laporan 0,220 PN Pelaksana
perizinan Lanjutan
2. |Mengolah data dalam rangka penyiapan dokiumen Laporan 0,880 PN Penyelia

perizinan -
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(1)

(2)

3)

“

(5)

1L

Nuklir

Pengelolaan Perangkat-

. [Pengoperasian Perangkat Nuklir

. |Sis

tem Mutu

Membuat formulir/lembar data

Lembar Formulir

0,044

PN Pelaksana

b.

Menyusun instruksi kerja

Dok Instruksi Kefja

0,220

PN Pelaksana

C.

Menyusun prosedur ketja

Dok Prosedur Kerja

0,440

PN Penyelia

s

fangsi (komisioningj/hh’brasi/pengopemdm/

perawatan/perbaikan /instalasi/pembuatan (perangkat
keras dan lunak)/dekontaminasi/ Dekomisioning
Ferangkat Nuklir

a.

Melakukan operasi/perawatan/perbaikan Perangkat
Nuklir kelas I

0,176

PN Pelaksana

b.

Melakukan kegieten uji fungsi (komisioning) /
kalibrasi/ instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau
lunak}/ dekontunimsi/Dekomﬁnnin_g Perangkat

i m

0,440

PN Pelaksana

. [Menyelia kegiatan uji fungsi (komisioning); kaEbrasi/

operasi/pcrawatan/perbeikan/ instalasi/pembuatan
perangkat (keras atau hunskj/ dekontaminasi/
Dékomisioning Perangkat Nuldir kelas I

Laporan

9,880

PN Penyelia

. [Melakukan evaluasi kegisten vji fungsi (komisioning)/

kalibrasi/operasi/ perawatan/ perbaikan /instalasi/
pembuatarn perangicat (keras atau lunaky/
dekontaminasi/ Delomisioning Perangkat Nukdir kelas
It

0,440

PN Perels

o

. |Melakulzan kegiatan wji fangsi

pembuatan perangknt (keras atan hinakj/
dekontaminasi/ Dekomisioning Perangicat Nuktir kelas
11y

0,650

Menyelia kegiatan u;i fungai (komisioning)/ kalibrasi/
operasi/ perawatan/perbaikan/ instelasi/pembuaten

1,320

PN Peochi

Melakukan evaluusi kegiatan uji fungsi
(komiaiunir.g)/lmlibrui,’opemd/mnun/
perbailcan/instalasi/pembuetan perangkat (keras atau
lunak)/dekontamineasi/ Dekomisioning Perangkat
Nuklir kelas I

Laporan

0,440

PN Penyelia
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h. Melakukan kegiatan uji fungsi Laporan 0,880 PN Pelaksana
(komisioning) /kalibrasi/ operasi/perawatan/ Lanjutan
perbaikan/instalasi/pembuatan perangiat (keras atau ‘
lunak) /dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat -
Nuklir kelas I :
i. {Menyelia kegiatan uji fungsi Laporan 1,760 PN Penyelia
(komisioning)/ kalibrasi/ operasi/perawatan/
perbaikan /instulesi/ pembuatan perangkat (keras atau
lunak}/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat
Nukdir kelas I
J. {Melakukun evaniasi kegiatan uji / Leaporan 0,440 PN Penyelia
kealibrasifoperasi/ permwatan/ perbeikan/instalasi/
pembuatan perangkat (kcras atau
lunak}/dekoutaminasi/ Dekomisioning Perangxat
Nuldir kelas I
3. |Penanggulangen kedaruratan nukhir
a |Melakukan simulasi Inedlpdagnn/pamngguhngm Laporan 0,110 PN Pelaksana
kedaruratan nuklir/remediasi lokal Lanjutan
b. [Menyelis kegiatan simolasi kesiapsiagaan / Laporun 0,220 PN Penyelia
penanggulangau kedaruratan nuklir/ remediasi loka’
. [Desain, inovasi, dan renovasi Perancangan
Perangkat Nuklir 1. (Membuat gambar teknik mncangan/peta radiometrik,
singlapan, topografik atau peta sejenis Dokumen 0,088 PN Pelalcsana
2. [Membuat rancangan Perangkat Nukdir Dokumen 0,440 PN Pelaksans
3. |Menyela , bar d t —
Ncn):e. /memeriksa gam an rancangan Pemngka Dokrmen 0,220 PN Penyelia
. |Penyelenggaraan Keselamatan Nuklir | 1. Pemantauen dun pelaksanaan keselamatan radiasi
personil, daerah kerja, lingkungan dan kesehatan kerja:
a. [Melakukan inventarisasi dosis-personil /fisik-bahan- Laporan 0,088 PN Pelaksana |
nuklir/sumbet-radiasi
b.{Mendampingi kegiatan inspeksi Srt. Keterangan 0,110 PN Pelaksana
2. |Pengelolaan Behan Nuklir
a. [Melakukan pembukuan/pencatatan Bahan Nuklir Laporan 0,110 PN Pelaksana
b.[Menyiapkan Lahan laporen scifgard Laporan 0,110 PN Penyelia
L. {Melakukan kegiatan auditee Stt. Keterangan 0,220 PN Penyelia
2. |Melakukan audit interr.al A - Srt, Keterangan 0,220 PN Penyelia
3. |Melakukan tindakan koreksi hasil audit Dok. hasil koreksi 0,550 PN Penyelia
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1V. |Pengembangan Profesi A. |Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah + |[Membuat Karya Tulis/Karya llmiah hasil penelitian,
di bidang Kepranatanukliran; pengkajian, srvei dan evaluasi di bidang
Kepranatanuldiran yang di publikasikan dalam bentuk:
a. [bulcu yang diterbitkan dan diedarian secara nasional Buku 12,5 Semua Jenjang
b. [buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Bulaz 15,0 Semua Jenjang
internasional -
C. |majalah {imiah Makalah 6 Semua Jenjang
d. fjurnal ilmiah internasional Makalch 8 Semua Jenjang
¢. Jjurnal jlmiah nasional terakreditasi Makalah 6 Semua Jenjang
{. |Proaiding iimiah konfrensi internasional Makalah 6 Semua Jenja!_:g;
. [Membuat Karya Tulis/Karya IImisk hasil peaelitian,
pengkajian, survel dan evaluasi di bidang
Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan dalam
[bentul:
a. [buku Buicu 8 Semua Jenjang
L. |makalah Makalah 4 Semua Jenjang
. [Membuat Karya Tulis/Karya I'miah berupa tiniauan atau
ulasan flmiah dengan gegasan sendiri di bidang
Keprunatanukliran yang dipublilcasilcan dalam bentuk:
a bukuyangdiwﬁdmndandbchhnmnm Buku 8 Semua Jenjang
b. majalah ilmiah yang diskui secara nasionai Makalah 4 Semua Jenjang
. Membuatxaqmmﬁx/lhylnmi-hbempcﬁx\bmm .
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang
bentuk: )
a. Jbuku Buku 7 Semua Jenjang
{b. |makalah Makalah 3,5 Semua Jenjang
. Membmmlismilmiahpoml«dibidnng Karya 2 Semua Jenjang
> Kepranatanukliran yang disebariuaskan melatul media
massa
. [Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan Naskah 3 Semua Jenjang
dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepranatenukliran
pada pertemuan ilmiah
8. |Penerjemahan/penyaduran buku « [Menerjemahken/menyadur bulu di bidang
dan/atau bahan-bahan lain di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan, dalam bentulc
Kepranatanukliran ' ’
a. |buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Bulu 7 Semua Jenjang
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b. majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang Majalah 3,5 Semua Jenjang
berwenang -
2. IMenerjemahkun/menyadur buku di bidang
bentuk: R
a. Jbuku Buku 3 Semua Jenjang
b, |makalah Mukalsh 1,5 Semua Jenjang
3. {Membuat abst-al: tulisan di bidang keprananvkiiran yang Makslah 2 Semusa Jenjang
dimuat dalam penerbitan
. |Penyusunan buku 1. {Membuat buku pedoman di bidang kepransnukiiran Pedomaan Senrua Jenjang
pedoman/ketertuan -
pelal /1 tuan teknis di 2. :{embuat :k]et::zt:mn pelaksanaan di bidang Jukiak 2 Semua Jenjang
bidang Kepranatanukliran eprana
3. IMcmabuat ketentuan teknis di tidang keprananukliran Juknis 2 Semua Jenjang
. |Pengembangan teknologi tepat guna di Mengembangkan teknologi tepat puna di bidang Srt. Keterangan 5 Semua Jenjang
bidang Kepranatanubliran Kepranatanukliran
. |Perolehian paten 1. {Pater. sederhana Sertifikat S Semua Jenjang
2. {Pater. Sertifikat 10 Semua Jenjang
. |Perviehan Lisensi/ Brevet ). |Tingkat I Sertifikat 3 Semua Jenjang
2. |Tingkat I Sertifikat 3,5 Semua Jenjang
3. |Tingkat I Sertifikat 4 Eemua Jenjang
V. {Penunjang Tugas Pranata Pengajar/Pelatih pada diklat Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teimis bidang Srt. Keterangan 0,5 Semua Jenjang
Nuldir fungsional/teknis bidang Kepranatanukli . .
Kepranatanukliran :
. |Peserta dalam seminar/lokakarya/ 1. |Mengilkuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang
konferensi di bidang Kepranatanukliran, sebagai:
Kepranatanukliran & |Pemrasaran Sertifikat 3 Semua Jenjeng
b. [Pembahas/moderator/narasumber Sertifilcat 2 Semua Jenjang
c. {Peserta Sextifilat 1 Semua Jenjang
2. |Mengikuti delrgasi iimiah pertemusn nasional, scbagai:
a {Ketua Srt. Keterangan 2 Semua Jenjang
b. |Anggota Srt, Keterangan 1 Semua Jenjang
3 [Mengikuti delcgasi ilmiah pertemusn Internasional,
| sebagai: .
|a. |Ketua Srt. Keteraugan 3 Semua Jenjang
b.|Anggota Srt. Keterangan 2 Semua Jenjang
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. [Keanggotaan dalain Organisasi Profesi | 1. |Menjadi Anggota Organisasi Tinglat
Internasional/Nasional, sebagai:
a_ |Pengurus Aktif Setiap Tahun 1 Semua Jenjang
b. |Anggota Aktif M Setiap Tahun 0,75 Semua Jenjang
2. [Menjadi Anggota Orgardsasi Ticgkat
Provinsi/Kabupaten/Kota, scbagai:
a. |Pengurus Aktif Setiap Tahun 0,5 Semua Jenjang
b. |Anggota Altif Setiap Tahun 0,35 Semua Jenjang
. [Keanggotaan dalam Tim Penilai mnTmeem'thebgaL
1. [Ketua/Wakil ketua Setiap Tahun 1 Semua Jenjang
2. |Anggota Setiap Tahun 0,75 Semua Jenjang
. |Perolehan Penghargann/Tanda Jasa 1. |Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya
a. |30 (dga puluh) tahun lebih Perghaigasn 3 Semua Jenjang
b. {20 (dua puluh) tahun Penghargasn 2 Semua Jenjang
c. |10 (sepulun) tahun Penghargaan 1 Semua Jenjang
. |Perolzhan gelar kesarjanaan lainnya Mem: leh ijazah/gelar idal 'Al'l A
1. |Diploma NI ljazah/peier 3 Semua Jenjang
2. |Dipioma I Lamh/gelar 1 Stmua Jenjang
. |Pembinaan kader non Pranate Nukdir {Memberikan bimbingan penuh kader iimish sampei mencapai Slmpd/'hm:nﬂm- 1 PN Penyelia

Diploma IIi, per orang scbagni Pembimbing pendamping

3

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAS( REPUBLIK INCONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR




LAMPIRAN IT

PERATURAN MENTERI PERDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAXN REFORMASI BIRCERAS! REPUBLIK INDONESIA

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

RIRCIAN KEGIATAN JABATAN TUNGSIONAL
PRARATA HUKLIR TINGKAT AHLI DAN ARGKA KREDITNYA

SATUAN HASIL ANGEA
NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN (SETIAP) EREDIT PELAKSANA
(1) (2) 3} 4 () (6) {7)
L  |Pendidikan - |Pendidikan sekolah dan memperoleh Mengikuti pendidikan sekolsh dan memperoleh
ijazah/gelar ijazah /gelar:
1. |Dcktor (S3) ljazal - 200 Semua Jenjang
2, |Magister (S2) Tjazah 150 Semua Jenjang
3. |Sarjaaa (S1)/ Diplowna IV ljazah 100 Semua Jecjang
- | Dildat fungsional/teknis di bidang Mengikuti dildat fongsional/teknis di bidang
Kepranatanukliran dan memperoleh Surat Kepranatanukliran dan memperoleli Surat Tanda Tgmat
Tanda Temat Pendidikan dan Pelatihar  |Pendidikan dan Delatihan (STTPP) atau sertifilest-
(STTPP) atan sertifikat 1. |Lamanya lebih dari 960 jam Sertifikat 15 Semua Jenjang
2. |Lamanya 641 - 960 jam Sertifikat 9 Semusn Jenjang
3. jLamanya 481 - 640 jar Sertifikat 6 Semua Jenjang
4. |Lamanya 161 - 480 jam. Sertifikat 3 Semua Jerjang
S. |Lamanya 81 - 160 jam Sertifikat 2 SemmJenjEL_
6. |Lamanya 30 - 80 jam Sertifikat 1 Semunda:jag__
7. |Lamanys kurang dari 30 jam Sertifikat 0,5 Semua Jenjang
. |Diktat Prajabatan Mengikuti Diklat Prajabatan golongan I~ Sertiflat 2 Pranata Nukkc (P
0. |Pemanfaatan Imu pengkajian iptek nuklir, 3S 1. |Pengkajian Kebijakan Iptek Nuklir
Pengetahuan dan ] (Safety [keselamatan, Securitykeamanan, a. [Mengksji kebijaken iptek nuklir tingkcat lembaga Dok hasil kajian | 3,630 PN Madya
Teknologi (IPTEK) Nuklir Safeguard seifgard) dan 1L ) b. |Mengkaji kebijalan iptek nuldir tingkat nasional | Dok sl kejian |~ 4.340 PN Utama
m/ pertanggungiawaban kerugian - Pengkajian Kebjjakan Keselamatars, Keamanan dan
Seifgard (Safety, Security dan Safeguards) serta
a. [Menghkaji kebijakan kesclametan, keamanan, Dok hasil kajian | 3,630 PN Madya
seifgard dan Hability tingket lembaga
b. |Mengkaji kebijakan keselumatan, keamanan, Dok hasil kajian 4,840 PN Utama
seifgard dan Hability y tingleat nasional
3. [Pengkajinn Trknologl/Telmik Nuldir
a. IMengkaji teknik baru (seperti teknik analisis, Dok hasil kajian 0,880 PN Muda

telmik komputasi, tekmik ukur, teknik sampling)

B




SUB UNSUR

SATUAN HASIL

ANGKA

S
RO UNSUR KEGIATAN (SETIAP) It PELAKSANA
(1) (2} (3) (4) (5) {6) {7)
b. [Mengkaji teknologi baru (seperti proses produksi, | Dok hasil kajian 1,980 PN Madya
teknologi pabrikasi, teknologi reaktor, telmologi
kesclamatan dan tzknologi pengolahan limbah)
¢. [Melalaikan reviu hasil pengkajian teknik/ Dok. Hasil reviu 1,100 PN Utama
teknologi baru
. [Penguasaan, pengembangan, dan . |Membuat proposal untuk kegiatan pengkajian/ Proposal 1,760 PN Utama
penerapan iptek nuklir pengerabangan/pencrapan/Pemanfaatan iptek nuklir
. {Membuat laporan hasil pengkajian/ Laporan 0,880 PN Utama
pengembangan/penerapan /Pemanfaatan iptek nuklir
Perencanaan program . |Strategi/program/TOR/kegiatan
& {Membuat usulan kegiatan tahunan/kegiatan 5 Rumusan TOR 0,550 PN Muda
(lima) tahunan/kegiatan insidental
b. (Merumuskan kegiatan pengksjian, pengembengan,] Dok Program 0,990 PN Madya
penerapan dan Pemanfaatan iptek nuklir tinglkat
eselon U
¢. {Merumuskan program pengkajian, pengembargan,] Dok Program 1,760 PN Utama
penerapan, dan Pemanfaatan iptek nuklir tingkat '
lembaga
d. |Melakukan reviu rumusaa progran/kegiatan Dok hasil reviut 1,100 PN Utama
' penglajian, pengembangan, penerapen dan
Pemanfaatan iptek nuldir tingkat lembaga/esclon
14
. IProgram Fasilitas Nukiir
a. |Menyusun program pengoperasian dan perawatsn Dok Program 1,100 PN Muda
|sesuai dengan sistem mansjemen keselamatan .
b. (Menyusun program uji fungsi dan kinerja untuk Dok Program 1,650 PN Madya
struktuy, sistem dan/atau kompcnen :
c. |Melalukan reviu perencanaan program Instalasi Dok. Hasil reviu 0,880 PN Utama
Nuklir
. |Studi kelayakan
a. [Melakukan studi keluyakan operasi Perangkat Dok hasil studi 2,640 PN Madya
b. {Melakulown reviu terhadap dokumen hasil studi Dck hasil reviu 1,105 PN Utama
kelayaknn operasi Perungkat Nuklir/Instalasi
a. |Mengumpulkan data dalam rangka nenyiapen Laporan 0,220 PN Pertama
dokumen perizinan .
b. IMengolnh data dalam rangka penyiapan dokumen Laporan 0,880 PN Muda
perizinan .
c. [Menyusun dokumen perizinan Dokumen 1,320 PN Madya
d. |[Melakukan reviu dokumen perizinan Dok. hasil reviu 0,880 PN Utama




NO

UNSUR

8UB URSUR

KEGIATAN

SATUAN HASIL
{SETIAP)

ANGKA
EREDIT

PELAKSANA

(1)

(2)

{3)

(]

{5)

]

(4]

Pengelolasn Perangkat
Nuklir’

A

Pengoperasion Perangkat Nuklir

- |Rencana uji fungsi {komisioning)/kalibrasi/

operasi/ perawatan/perbaikan/instalasi/ pembuatan
perangkat (Lecas atau hunak)/
dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir

& [Menyusun rencena uji fungsi (komisioning)/
kalibrasi/operasi/perawatan/perbeikan/
inatalasi/pembuatan perangkat (kerus atau
lunek)/dekontaminasi/Dekomisioning Ferangkat
Nuklir kelas I

Dok rencana

0,110

b. [Menvusun rencana uji fungsi (komisioning)/
kalibrasi/opzrasi/perawatan /oerbaikan/
instalasi/pembusntan perangkat (keras atan
lunak)/dekoutaminasi/Dekomisioning Perangkat
Nuklir kelas IT

Dok rencana

0,330

PN Muda

¢. [Menyusun rencana uji

lunak) /dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat
Nullir keias I

Dok rencana

0,660

PN Madya

d. Mzlakuken reviu rencana uji fungsi
(komisioaing) /kalibrasi/operasi/perawatan/
perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras
atau lunak)/dekontaminasi/ Dekomisioning
Perangkat Nuklir :

Dok hasi] reviu

0,440

PN Utama

Sistem Mutu

A |Menyusun instruksi kerja

Dok Instrulesi

0,220

FN Pertama

b. |Menyusun prosedur zerja

Dok Prosedur Kerjol

-0,440

PN Muda

C. {Menyusun panduan mutu

Dok Program

1,320

PN Madya

d. |Melakukan reviu instruksi kerja/prosedur
kerja/panduan mute

Dok hasil reviu

0,440

PN Utama

Uji fungsi (komisioning) /kalibrasi/
pengoperasian/perawetan/perbelkan /instalasi/
pembuatar: (perangkat keras dan lunak)/
dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nukdir

a. |Melakukan kegiatan uji fungsi

0,440

b. [Melakukan evalyasi kegiatan uji fungsi
(komisioning) /kalibrasi/operasi/perawatan/
perbaikan/ instalasi/pembuetan perangkat (keras
atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning

Perangkat Nukdir kslas Il

i

0,440

PN Muda
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UNSUR

SUB UNSUR

1

KEGIATAN

SATUAN HASIL
{SETIAP)

ANGKA

KREDIT

PELAKSANA

(L))

(2)

(3)

4

(5)

(6}

(]

. |[Melalcukan koordinasi teknis kegiatan uji fungsi

(komisioning) /kalibrasi/operasi/

perawatan /perbaikan/instalasi/pembuatan
perangkat (keras atau hunak)/
dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir
kelas I

Laporan

0,330

PN Madya

. [Melakukan reviu dokumen hcsil kegiatan uji fungsi

(komisioning) /kalibrasi/operesi/
perawatan/perbaikan/ instalasi/pembuatan
perangkat (keras atau hunak)/
dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nukdir
kelas [T

Dok hasil reviu

0,440

PN Utama

. {Melakukan kegiatun uji fungsi

{(komisioning) /kalibrasi/operasi/perawatan/
perbaikan /instalasi/pembuatan perangkat (keras
atau lunak}/dekontaminasi/ Dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas I

0,660

. [Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi .

(komisioning)/ kalibrasi/operasi/perawatan/
perbaikan /instalasi/pembuatan perangkat {keras
atau hwnak)/dekontamingsi/ Dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas I

0,440

PN Muda

. |Melakukan nordinnsi tekis kegiatan uji fungs:

(komisioning) /kalibrasi/operasi/
perawaian/perbefian/instalasi/pembuatan
perangkat (keras atau hunald /
dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuldir
kelas I

0,330l

PN Madya

Mehkuknnmdohmmh-dlhedm“ﬁﬁmpi

Dok. hasil revin

0,440

. |Melakukan kegiatan yji fingsi (komisioning)/

kalibrasi/operasi/perawaten/

perbaikan /instelasi/pembustan peraughat (keras
atau lunak)/dekontaminasi/ Dekomisioning
Perangiat Nuldir kelas I

0,880

. [Melakuken evaluasi kegiatan uji fngsi

(komisivning)/ kalibrasi/operasi/perawatan/
perbaikan /instalasi/pembuatan perangkat (leras
atau lunak)/dekontaminasi/ Dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas I

C,440

PN Muda




Ro

UNSUR

SUB URSUR

KEGIATAN

SATUAN HASIL
(SETIAP)

ANGEA
EKREDIT

PELAKSANA

(1)

(2)

{3)

(L]

(5

{6)

(N

Meiakukan koondinasi teknis kegiatan uji fungsi
omi.wning)/kah’lmst/opm/

denommm,m-.bmmmg Perangks® Nuklir
kelas 1

0,330

PN Madya

Melakukan reviu dokumen hasil kegiatan yji fungsi
(komisioning) /lcalibrasi/operasi/
perawatan/perbaikan/ instalasi/pembuatan
perangkat (iceras atau hinak)/
dekontaminasi/Deknmisioning Perangiat Nuklir
Locius [

Dok hasil reviu

0,440

PN Utama

. {Peman{aatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian,
pcngunbangan,dnnmmpanipteknuldﬁ'

[ 3

Mzlakukan kegiatan ?emmhaun Perangkat
Nuidir untuk pengiajisan, pengembangan, dan
penerapan iptek nuklir

0,880

- |Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiaten ]

Pemanfaatan Psrangkat Nuklir untuk pengkajian,
pengembangan, dan penerapan iptek nuklir

0,440

. [Melakukan koordinasi tekais kegiatan.

Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian,
pengembangan, dan penerapan iptek nuklir

0,495

PN Madya

. [Melakukan reviu pelaksansan

kegistan
Pemar.faatan Perangkat Nuklir untuk pengkaia:®,
pengembangan, dan penerapan iptek nuklir

Dok hasil reviu

0,440

PN Utama

. |Penanggulangan kedaruratan nukhr

a.

Meclalcukan simulasi kesiapsiagaan/
penanggulangan kedaruratan nuklir/ remediasi
lokal

0,110

. [Melakukan evaluasi simulasi kesiapsiagaan/

penanggulangan kedaruratan nuklir/ remediasi
lokal

Lapcran

0,220

PN Muda

. |Melalkcukan koordinasi teknis simulasi

kesiapsiagaan /penanggulangan kedaruratan
nuklir/remediasi lokal

Laporan

0,330

PN Madya

. [Melakukan reviu siinulasi

kesiapsingaan /penanggulangan kedaruratan
nuklir/remediasi lokal .

Dok hasil reviu

0,220

PN Utama




NO

UNSUR

SUB UNSUR

KEGIATAN

SATUAN HASIL
(SETIAP)

ANGKA

PELAKSANA

(1)

(2

3)

(4}

{5)

(S)

. |Desain, inovasi, dan renovasi Peranglkat

Nuklir

. {Penentuan standard/code untuk rancangan/
pengujion

a.

Menyiapkan dan mencari standard/code yang
diterapkan

Leporan

0,220

PN Pertama

b.

Memilih standard/code yang diterepkan

Laporan

0,220

PN Muda

Mengkaji kelayakan penerapan standard/code

Laporan

C,660

PN Madya

Menetapkan penerapan standard/code

Laporan

0,220

PN Utama

. |Perancangan

.

Membuat rancangan/prototipe, atan melakukan
implementasi desain/inovasi atcu renovasi

Perangkat Nuklir

Dokumen

0,880

b.

Melalcukan evaluasi rancangan/prototipe, atau
jimplementasi desain/inovasi atau renovasi
Perungkat Nukiir

Dokumen

0,440

PN Muda

. {Melakukan koordinasi teknis kegiatan

rancangan /prototipe, atau implementasi
{desain/inovasi stau renovasi Perangkat Nuklir

Dokumen

0,660

. [Melakukan reviu rancangan/prototipe, atat

inplementasi desain/inovasi atau renovasi
Perangkat Nuldir

Dok hasil reviu

0,440

PN Utama

. |Penyclenggaraan Keselamatan Nuklir

. |[Pemantanan daa pelaksanssn keselamatan radiasi
personil, dae1ah keda, Hingkungan dan keschatan kerja

a

Mendampingi kegiaten inspeksi

0,110

PN Pertama

b.

Melakukan pengelolaan kesclamatan radiasi
personil/daerah kerja/lingiungsn/ kesclamatan
dan kesehatan kerja atau proteksi fisik Bahan
Nuklir

0,220

PN Pertama

Melalukan evaluasi pengelolsan keselamatan
radiasi pecoonil/deerah kegja/
lingkungan/kesetamatan dan ieschatan kerja atan
protcksi fisik Bahan Nuklir

Laporan

0,220

PN Muda

Melakukan koordinasi teknis pengelolaan
‘seoehmtmmdiadpumﬂ/dwthhuja/ .

0,330

PN Mady=

. jMelaknkan reviu pengelolaan keselamatan radiasi

personil/daerah kerja/lingkungan/ keselamatra
dan keschatan ketja atau proteksi fisik Bahan
Nuklir

Dok hasil reviu

0,440

PN Utama




SATUAN HASIL

- ANGKA

NO UNSUR 8UB UNSUR KEGIATAN (SETIAP) EREDIT PELAKSANA
{1) (2) (3) 4 (5} {6} (7)
2 |Membuat dokumen Laporan Analisis Keselamatan 0,5 PN Pertama
{LAK; sebagai persyaratan ljin Operasi Reaktor dan : 1 PN Muda
Ir:stalasi Nuklir Non Reaktor, AMDAL dan dokumen Per-bab Dokumen I=
lainnya yang sejenis ke PN Madya
PN Utama
‘ 3. |Pengelolaan Bahan Nuklir
a. |[Membuat lapcran seifgard Laporan 0,110 PN Pertama
b. {Melakuksn evatuasi kegiatan seifgard Laporan 0,110 PN Muda
c. [Mela’cukan koordinesi teknis kegiatan seifgard Laporan 0,165 PN Madya
d. |Melakukan reviu lnporan seifgard Dok hasil reviu 0,220 PN Utama
. |Audit 1. |Melakukan kegiatan auditee Srt. Xeterangan 0,220 PN Muda
2. {Melakuxan audit interaal Srt. Keterangan 0,220 PN Muda
3. |Melakukan tiadakan koreksi hasil audit Dok. hasil koreksi| 0,550 PN Muda
s Melakukan asesmen/lonsuiiasi mutu dalam rangka Dok. Ascsmen 1,650 PN Madya
° |akreditasi .
5. [Melakukan reviu pelatsanaan jarminan mutu Dok hasil reviu 0,410 PN Utamsa
IV. {Pengembangen Profesi . |Pembuatan Karya Tulis/Kerya Dmiah di 1. [Membuat Karya Tulis/Karya [Imiah hasil penelitian,
bidang Kepranatanukliran; pengkajian, survei don evaluasi di tidang
Kepranatanukliran yang di publikasikan dalam
bentuk:
a |buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Buku 12,5 Semua Jenjang
nasional )
b. jbuku yang diterbitican dan diedarian secara Buku 15,0 Semua Jenjang
internasiopal -
¢. {majalah dmiah Makalah 6 Semua Jenjary
d. [jurnal ilmiah internasional Makalah 8 Semua Jenjang
e. [jurnal ilmiah nasional terakreditasi Makalah 6 Semus Jenjang
f. |Prosiding ilmial korfrensi internasional Makalah 6 Semua Jenjsng
2. |[Membuat Karya Tulis/Karya Ihniah hasil penslitian, )
pengkajian, survei den evaluasi di bidang
Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan dalam
bentuk:
a. [bukn Buku 8 Semua Jenjang
b. [makaleh Makalah 4 Semua Jenjang
3. [Membuat Karya Tulis/Karya [lmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmish dengan gagasan sendiri di bidang
Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam
bentuk:
a. [buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Buku 8 Semua Jenjang
nasional .
b. |majalah ilmiah yang diakui secara nasional - Makalah 4 Semua Jenjang




SATUAN HASIL

ANGKA

(¢] SUB S
N UNSUR UNSUR KEGIATAN {SETIAP) KREDIT PELAKSANA
(1) 2] @ “ [E) () )
4. {Membuat Karya Tulis/Karya limiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam
bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan,
dalam bentuk:
a. {buku Buku 7 Semua Jenjang
b, |makalah Makalab 3,5 Semua Jenjang
5. |[Membuat tulisan ilwiah populer di bidang Karya 2 Semua Jenjang
Kepranawanukliran yang disebartuaskan melalui media
massa
6. |Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan _ Naskah 3 Semus Jenjang
dan/atau ulasan ilmieh di bidang Kepranatanuklirun
pada pertemuan ilmiah
B. |Penerjemahan/penyaduran buku 1. |Menerjernahkan /menyadur buku di bideng
dan/atau behan-bahan lain di bidang Kepracatanukliran yang dipublikasikan, dalam
Kepranatanukliran bentuls
a. {buku yang diterbitican dan diedarian secara Buku 7 Semua Jenjang
nasional . .
b. |majslah ilmiah yang diakui oleh instansi yang Majalah 3,5 Semua Jenjang
berwenang
2. |Menerjemahkan/menyadur buku di bidang
Kepranatanukliran yang tidak dipublikas’ksn, dalem
bentuic
a. |buku Buku 3 Semua Jenjang
b, |maiculah Makalah - 1,5 Semua Jenjang
3. |Membuat abstrak tulisan di bidang keprananukliran Makalah 2 Semua Jenjang
yang dimuat dalam penerbitan :
C. |Penyusunan buku pedoman/ketzntuan 1. {Membuat buku pedoman di bidang kepranammukliran Fedoman 2 Seanue Jenjeng
pelahanm/kf:tcnnmnteknisdibidang 2. |Membuat ketentuan pelakseanasn di bidang Jukiak 2 Semua Jenjang
Kepranatanukliran . keprananukliran
3. |Membuat kctentuan teknis di bidang keprananukiiran Juknis 2 Semua Jenjang
D. |Pengembangan teknologi tepat guna di engembangkanﬁeknolodtepltmadilﬂlng 8rt. Keteran an s Semua Jenjang
' E. |Perolehan paten 1. |Paten sederhana Sertifikst [ ‘Semua Jenjaus
2. |Paten Sertifikat 10 Semua Jenjang
R, IPerolehan Lisensi/ Brevet 1. |Tingkat I Sertifixat 2 Semua Jenjeng
2. |Tingleat 11 Sertifiloat 3,5 Semua Jenjang
3. |Tingkat Il ) Sertifikat 4 Semua Jenjang
V. |Penunjang Tugas Pranata | A. |Pengajar/Pelatih pada diklat Mengajar/ melatih pada diklat fungsional/t=knis bideng Srt. Keterangan 05 Semua Jenjang
Nuklir fungsional/teknis bidang Kepranatanukliran

Kepranatanukliran




< SATUAN HASIL | ANGKA
KO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN (SETIA?) KREDIT PELAKSANA
(1) (2) (3) (4) {5) {6) (7}
. {Peserta dalam seminar/lokakarya/ 1. |Mengikuii seminar/ickaknrya/konferensi di bidang
konferensi di bidang Kepranatenukliran Kepranetanukiiran sebagai:
a. [Pemrasaran Sertitikat 3 Semua Jenjang
b. |[Pembahus/modcretor/narasumber Sertifikat 2 Semua Jenjang
c. {Peserta N Sertifikat 1 Semua Jenjang
2. {Menglkuti delegasi iimiah pertemuan nasional,
sebagai:
a. |Ketua Srt. Keterangan 2 Semua Jenjang
b. [Anggota Srt. Keterangan 1 Semua Jenjang
3 Mengikuti delegasi itniah pertemuan Internasional,
seagai:
a. {Ketua Srt. Keterangan 3 Semua -Jenieng
b. |Anggota Srt. Keterangan 2 Semua Jenjang
. {Keanggotaan dalam Organisasi Frofesi 1. {Menjadi Anggota Crganisasi Tingkat
Internasional /Nasional, scbegai:
a. {Pengurus Aktif Setiap Tahun 1 Semua Jenjang -
6. [Anggota Aktf Sctiap Tahun 0,75 Semua Jeujang
2. {Menjadi Anggota Organisasi Tingkat .
Provinsi/Kabupaten/Kota, scbagai:
a. JPengurus Aktif Setiap Tahun 0,5 Semua Jenjaug
b. JAnggota Aktif’ Setiap Tahun 0,35 Semua Jenjang
. {Keanggotaan dalam Tim Peniiai Keanggotaar Tim Penilai, schagai:
1. |Ketua/Wakil ketua Setiap Tahun 1 Semua Jenjang
2. |Anggota Setiap Tahun 0,75 Semua Jenjang
. |Perolehan penghargaan/ tanda jasa 1. |Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya: .
a. |30 (tiga puluh) tahun lebih Penghargaan 3 Semua Jenjeng
b. |20 (dua puluh) tahun Penghargaan 2 Semua Jenjeng
¢. |10 {sepuiuh) tahun Penghargaan 1 Semua Jenjang
. {Perolehan gclar kcsaxjanaan lainnya Mempemlch ij&:ﬂh/gﬁl&l’m tidak sesuai bldaﬂg
tugasnya:
1. [Doktor (S3) Ijazah/gelar 15 Semua Jenjang
2. |Pasca Satjana (S2) Ijazah/gelar 10 Semua Jenjang
3. {Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) ljazah /gelar S Semua Jenjang
. |Pembinaan kader non Pranata Nuklir Memberikan bimbingan penuh kader imiah sampai
mencapai tingkat: '
1. |Doktor (S3), per orang sebagai:
a. |Pembimbing utama Disertasi 8 PN Utama
b. |Pembimbing pendamping . Disertasi 3 PN Madya & PN Utama
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. SATUAN HASIL ANGYA P AN, AV
UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN s ) DIT ELAKS
V (2) (3) (4 {S) {6} (7}
c. |Penguji Doktor Srt. Keterangan 1,5 PN Utama
2. |Pasca Sarjana (S2}, per orang sebagai: '
a. |Pembimbing utama Tesis 3 PN Madya & PN Utama
b. |Pembimbing pendamping Tesis 2 PN Muda a.d. PN Utama
¢. |Penguji Pasca Sarjana Srt. Keterangan 1 PN Madya & PN Utama
3. {Sarjana (S1)/Diploma IV/Diploma I, per orang
8. {Pembimbing utama Skripsi/ Tugas 2 PN Muda &d: PN Utama
b. |Pembimbing pendamping Skripsi/ Tugas 1 Semua jenjang
¢. {Penguji Srt. Keterangan 0,5 PN Muda s.d. PN Utama
MENTERI
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LAMPIRAN II

PERATURAR MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDOKESIA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TERTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDA UNTUK PENGANGKATAN
DAN KENATRAN JABATAN/PANGKAT PRANATA NUKLIR TINGKAT TERAMPIL DENGAN PERDIDIKAN SLTA/DIPLOMA I

JENJANG JABATAN/GOLOHGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
NO UNSUR PERSENTASE PELAKSANA. PELARSANA LANJUTAN PENYELIA
I/c m/d . oi/a ni/s /e . ox/d
1 |UNSUR UTAMA
A. Pendidikan
1. Pendiditan sekolah 25 25 25 28 25 25
2. Pendidikan dan pelatihan
B Pemanfaatan Iptek Nuklic 280% { 220% [ 23 | 5.6 | 44 88 | 60 12 [ 100 [ 20 | 190 | 28 | 200 | 44
C. Pengelolaan Perangkat Nuklir
D. Pengembangan profesi
2 JUNSUR PENUNJANG ) . ) )
Penunjang tugas Pranata Nuklir < 20% 7 11 15 25 35 - 55
JUMLAH 100% 60 80 100 150 200 300
ird. Hu ikasi dan Informasi Publik,

Kepala Bi

2
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PENDAYAGUNAAN APARATUR NIEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH AN GKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN
DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PRANATA NUKLIR TINGKAT TERAMPIL DENRGAN PENDIDIKAK DIPLOMA It

JENJARG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAR ANGEA KREDIT

NO | UNSUR PERSENTASE PELAKSANA PELAKSANA LANJUTAN PERYELIA
/e n/d oI/a m/b m/c my/d
1 |UNSUR UTAMA
A. Penrdidikan
1. Pendidikan sekolah 40 40 40 40 40 40

2. Pendidikan dan pelatihan

B. Peraanfaatan Iptek Nuklir

280% | 220% 16 3,2 32 6,4 48 9,6 88 | 17,6 | 128 | 25,6 | 208 | 41,6
C. Pengelolaan Perangkat Nuklir 0

D. Pengembangan profesi

2 |UNSUR PENUNJANG . . . .
Penunjang tugas Pranata Nuklir < 20% 4 8 12 22 32 52

JUMLAH 100% 60 80 100 150 200 300

uai dengan aslinya MENTERI

et A " " . PENDAYAGTINAAN APARATUR NEGARA
S Shan RIAN PANRD o \ 3 .
Kepala 33(;0 nikasi dan Informas; Publik, DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
P =T ¢
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LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRAS REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUR 2014

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

DAN ANGKA KREDITNYA

. : JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK FENGANGKATAN
DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PRAWATA NUKLIR TIRGKAT TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA OI/SARJANA MUDA

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGEKA KREDIT
RO URSUR PERSENTASE PELAKSANA PEI:AKSANA LANJUTAR PERYELIA
O/c n/d 1/a /b /¢ a/d
1 JUNSUR UTAMA
A. Pendidikan
1. Pendidikan sekolah 60 60 60 50 60 60
2. Pendidikan dan pelatihan T
. Pemanfaatan Iptek Nukdir 280% | 220% | o 16 | 32 | 32 | 64 | 72 [ 144 | 112 | 22,4 | 102 | 384
C. Pengelolaan Perengkat Nuklir : : : :
D. Pengembangan profesi
2 {UNSUR PENUNJANG
Penunjang tugas Pranata Nuklir < 20% 0 4 8 18 28 48
JUMLAH 100% » 60 80 100 150 200 300
;‘ﬁl%im!‘l‘-”w ai dengan aslinya MENTIERI
Kepala 'ﬁkg:f\%“m‘l 'ﬁgsli)/(;g:lul’nformdm Publik DAN R&fglgaxg?&?{gg{ﬁngQNJR K CARA o
;1??/ , N Ky REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGAR:
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PERGANGKATAN
DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PRANATA NUKLIR TINGKAT AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (SI)/ DIPLOMA IV

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGEA KREDIT
NO UNSUR PERSENTASE PERTAMA MUDA MADYA UTAMA
1/a o1/b m/c mor/d IV/a IV/b IV/c w/d W/e
1 JUNSUR UTAMA
A. Pendidikan
1. Pendidikan sekolah 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2. Pendidikan dan pelatihai
B. Pemanfaatan Iptek Nuklir
280%]|220%| o 0 40 8 80 | 16 | 160 32 | 240 | 48 | 360 | 72 | 480 96 | 600 | 120 | 760 | 152
C. Pengelolaan Perangkat Nuklir ‘
D. Pcngembangan profesi
2 JUNSUR PENUNJANG
Penunjang tugas Pranata Nuklir s 20% (4] 10 20 4C 60 90 120 150 190
JUMLAH 100% 100 150 200 300 400 550 700 850 1050
MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AZWAR ABUBAKAR

L3



JUMLAH ANGEA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGEATAN

LAMPIRAN VII
PERATURAR MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAR REFORMAS{ BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TARUN 2014

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA RUKLIR
DAN ANGKA KPEDITNYA

«

DAN KENAIKAN JABATAR/PANGKAT PRANATA NUKLIR TINGKAT AHLI DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (52)

NO UNSUR

PERSENTASE

JENJARG JABATAN/GOLONGAN RUARG DAN ANGEA KREDIT

PERTAMA

MUDA

MADYA

m/b

Mi/c

/4

IV/a

v/b

IV/e

1 JUNSUR UTAMA
A. Pendidikan
1. Pendidikan sekolah

150

150

150

150

150

150

2. Pendidiken dan pelatihan
B. Pemanfaatan Iptek Nuklir
C. Pengelolaan Perangkat Nuklir

D. Pengcmbéngan profesi

2 80% | 2 20%

40 8

120 | 24

200 | 40

320 | 64

560 | 112

720 | 144

2 |UNSUR PENUNJANG
Penunjang tugas Pranata Nuklir

< 20%

30

50

80

110

140

180

JUMLAH

100%

150

300

400

5§50

700

850

1050

Q

AN %Y
Y at
S g'\

L
Kt:pa]aﬁ_ijl’?L Hakt

———

Sah¥divgedyai dengan aslinya

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

AZWAR ABUBAKAR

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd.




LAMPIRAN ViIL

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2G14

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KPEDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN
DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PRANATA NUELIR TINGKAT AHLI DENGAN PERDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO UNSUR PERSENTASE MUDA MADYA UTAMA
Im/c m/a IV/a IV/b V/e /e . IV/e
1 |UNSUR UTAMA
A. Pendidikan .
1. Pendidikan sekolah 200 200 200 200 200 200 200
2. Pendidikan dan pelatihan |
B. Pemanfaatan ]ptek Nuklir : : :
280%| 220% [ o 0 80 | 16 {160 | 32 | 280 | 56 | 400 | 80 | 520 | 104 | 680 | 136
C. Pengeiolaan Perangkat Nuklir
| D. Pengunbaﬂgan profesi
2 [UNSUR PENUNJANG ,
Penunjang tugas Pranata Nuklir < 20% 0 20 40 70 100 130 170
JUMLAH " 100% 200 300 400 550 700 850 1050
MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIRCKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AZWAR ABUBAKAR




LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

ANGEKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (INPASTING)
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR TINGKAT TERAMPIL

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
AZAH/STTB
NO | GOL/ RUANG “ sm(mcmzms 4 TAHUN/
<1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN LEBIH
1 I/c Diploma I11/Sarjana Muda 60 65 70 75 79
2 In/d Diploma IlI/Sarjana Muda 80 85 89 94 99
3 m/a Diploma Il /Sarjana Muda 100 112 123 134 146
4 /b Diploma 1il/Sarjana Muda 150 163 174 185 197
S I/c Diploma III/Sarjana Mudg 200 223 ’ _ 246 270 292
6 nor/d Diploma IlI/Sarjana Muda 300 300 300 300 300
xgkium P ai dengan aslinya MENTERI
B/S‘«WJM,;, VERRIAN PANRD3 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Kepala Bifo dukam; ikasi dan Informasi Publik, DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
. ttd.
AZWAR ABUBAKAR

o

s, &
NPy ot
\\




LAMPIRAN X

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

DAN ANGKA KREDITNYA

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (INPASSING)
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR TINGKAT AHLI

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
NO GOL.RUANG IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT 4 TAHON] |
< 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN LFRIH_ |

1 Il/a Sarjana/ DIV 100 112 124 136 148
2 mw/b Sarjana/ D IV 150 162 174 186 197
Magister (S2) 150 166 177 188 199

Sarjana/ D IV 200 225 247 271 294

3 m/ec Magister (52) 200 226 249 273 296
Doktor (S3) 200 227 251 275 298

Sagjana/ DIV 300 325 345 368 391

4 m/d Magister (S2) 300 326 347 370 393
Doktor (S3) 30C 327 351 372 395

Sarjana/ D IV 400 437 468 502 536

5 V/a Magister (52) 400 438 47 503 539
Doktor (S3) 400 440 474 505 542

Sarjana/ D IV 550 587 618 652 686

6 | . /b Magister (52, 550 588 621 655 689
Doktor (S3) 550 590 624 658 692

Sarjana/ D IV 700 737 768 702 736

7 V/c Magister (S2) 700 738 771 705 739
Dolktor (S3) 700 740 774 798 742

Serjana/ D IV 850 897 938 ., 960 994

8 v/d Magister (52) 850 "898 541 963 997
Dokctor (S3) 850 900 944 966 1000
Sarjana/ D IV 1050 1050 1050 1050 1050
9 V/e Magister (S2) 1050 1050 1050 1050 1350
L Doktor (S3) 1050 1050 1050 1050 1050

R .K“ ;GUNA;Q”" :
' S%:\il'\f? L gan aslinya MENTERI
¥ AN OANRD PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kepala Biro 11
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